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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Lembaga
Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah telah menyelesaikan buku 2.
kebijakan. Dokumen kebijakan menjadi acuan mutu seluruh penyelenggaraan

kegiatan di sekolah.

Buku 2 berisi tentang dokumen-dokumen kebijakan 8§ SNP merupakan rangkaian
dari enam buku yang disusun dalam pengembangan model penjaminan mutu sekolah

melalui implementasi POS-SNP.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Tengah mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan dokumen
kebijakan. Kritik dan saran yang membangun kami harapkan. Semoga dokumen

kebijakan yang telah disusun bermanfaat bagi semua pihak terkait.

Semarang, 30 Desember 2019
Kepala LPMP Jawa Tengah



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... e i
KATA PENGANTAR .o il
DAFTAR ISI . il
PENDAHULUAN ... v
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ... 1
. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ..o, 28
3. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
................................................................................................ 47
4. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN ..ottt 65
5. STANDAR IST .o e 77
6. STANDAR PROSES ... e 103
7. STANDAR PENILAIAN ..o e 122
8. STANDAR PENDIDIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .................... 135
9. STANDAR SARANA DAN PRASARANA .. ..o 242
10. STANDAR PENGELOLAAN ... i 310
11. STANDAR PEMBIAYAAN ..., 333



PENDAHULUAN

Buku 2 menyediakan dasar-dasar kebijakan implementasi penjaminan mutu
pendidikan bagi satuan pendidikan. Warga sekolah harus memahami kebijakan-
kebijakan terkini terkait SNP dengan membaca peraturan-peraturan yang relevan.
Sekolah harus selalu memantau perubahan kebijakan yang ada mengingat selalu

terjadi pemabaharuan di tingkat peraturan menteri.

Kebijakan pada buku 2 meliputi kebijakan tentang 8 Standar Nasional Pendidikan
yang terdiri atas Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Isi (SI), Standar
Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK),

Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, dan Standar Pembiayaan.

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah,
Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disingkat
SKL didasarkan pada Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar

Kompetensi Lulusan dan Lampirannya.

Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah,

Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah selanjutnya disingkat SI didasarkan
kepada Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi; Permendikbud RI
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013; dan Permendikbud RI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah,
Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah didasarkan kepada Permendikbud RI
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah dan

Lampirannya.

Standar Penilaian Pendidikan,
Standar Penilaian Pendidikan didasarkan kepada Permendikbud RI Nomor 23 Tahun

2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK),



Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, selanjutnya disingkat Standar PTK
didasarkan kepada Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru beserta Lampirannya; Permendiknas RI
Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah,
Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah, Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
Laboratorium Sekolah/Madrasah, dan Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

Standar Sarana Prasarana,

Standar Sarana dan Prasarana, selanjutnya disingkat Standar Sarpras didasarkan
kepada Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tenang Standar Sarana dan
Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA).

Standar Pengelolaan,
Standar Pengelolaan didasarkan kepada Permendiknas RI Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah.

Standar Pembiayaan

Standar Pembiayaan didasarkan kepada Permendiknas RI Nomor 69 Tahun 2009
tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA),
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah
Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB).



SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL



PRESIZEN
REFUELE: INRORESW

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  tahun 1945
mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia
dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang;

c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan,
peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi
tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga
perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;

d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak
memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, ¢, dan d perlu
membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran
agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,
masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan
tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk
mencapai tujuan pendidikan nasional.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
penyelenggaraan pendidikan.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,
widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu
proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta
didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan
pendidikan.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
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23.

24,
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26.

27.

28.

29.

30.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara
terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai
dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut.

Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya
menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial,
budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerabh.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu.

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan
belajar.

Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap
berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan.

Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang
meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli
pendidikan.

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan
dalam bidang pendidikan.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.



BAB Il

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu,
cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

(1)

)
3)

(4)
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(6)

BAB Il

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang
berlangsung sepanjang hayat.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan
kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap
warga masyarakat.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
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BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA,

ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh
pendidikan khusus.

Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh
pendidikan layanan khusus.

Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang
perkembangan pendidikan anaknya.

Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program
pendidikan.



Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah

dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi
penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1)

(2)

1)

)

3)

(4)

Pasal 11

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin
terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi
setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang
seagama;

mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;

pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;

-~ ® 2 o0 o

menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Setiap peserta didik berkewajiban:

a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan
memperkaya.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka
dan/atau melalui jarak jauh.
Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16
Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
Bagian Kedua

Pendidikan Dasar

Pasal 17
(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (M) atau bentuk lain yang sederajat
serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga

Pendidikan Menengah

Pasal 18
Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat

Pendidikan Tinggi

Pasal 19

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program
pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20
Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21
Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program
pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan

yang diselenggarakannya.

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan
gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan
berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan
singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

9



(5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

(6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.

(7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan

(doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa

yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

Pasal 23

(1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai
pendidik di perguruan tinggi.
Pasal 24

(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku
kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.

(2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan
pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

(3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan
prinsip akuntabilitas publik.

(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 25
(1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau
vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Kelima

Pendidikan Nonformal

Pasal 26

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang
berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung
pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan
pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan
kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan
pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan
kemampuan peserta didik.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan
belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan,
kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri,
dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui
proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan
mengacu pada standar nasional pendidikan.

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Pendidikan Informal

Pasal 27

Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara
mandiri.

Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal
setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketujuh

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 28
Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal
(RA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman
Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang
diselenggarakan oleh lingkungan.

Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedelapan

Pendidikan Kedinasan

Pasal 29

Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga
pemerintah nondepartemen.

Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas
kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah
nondepartemen.

Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesembilan

Pendidikan Keagamaan

Pasal 30

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami
dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli iimu agama.
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Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk
lain yang sejenis.

Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kesepuluh

Pendidikan Jarak Jauh

Pasal 31
Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak
dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh
sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional
pendidikan.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas

Pendidikan Khusus dan

Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti
proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan
dan bakat istimewa.

Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi
ekonomi.

Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 33
Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan
dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung
kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII

WAJIB BELAJAR

Pasal 34
Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan
dasar tanpa memungut biaya.

Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 35
Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana
dan berkala.

Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional
dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB X

KURIKULUM

Pasal 36

(1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional.

(2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan
satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

(3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
dengan memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f.  tuntutan dunia kerja;

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. agama;

i. dinamika perkembangan global; dan
j.  persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

(4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

(1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:
pendidikan agama;

pendidikan kewarganegaraan;

bahasa;

matematika;

ilmu pengetahuan alam;

-~ ® 2 0 T ®

ilmu pengetahuan sosial;

seni dan budaya;

2 Q@

pendidikan jasmani dan olahraga;

keterampilan/kejuruan; dan

j-  muatan lokal.

(2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:
a. pendidikan agama;
b. pendidikan kewarganegaraan; dan

c. bahasa.
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Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 38
Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok
atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau
kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.

Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada
standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang
bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB XI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 39

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan
pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pasal 40

Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:

a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;

b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;

d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan

e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas.

Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;

b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan
yang diberikan kepadanya.
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Pasal 41
Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.

Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang
mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga
kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 42

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat
jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.

Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 43

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang
pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga
kependidikan yang terakreditasi.

Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 44

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan
pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
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BAB XiIi

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

(1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan

pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial,
emosional, dan kejiwaan peserta didik.

(2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XiIlI

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
masyarakat.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana
diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47
(1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.

(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
publik.

Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49
Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).

Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk
hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.

(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan

nasional.
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Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada
semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga
kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk
tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan
yang berbasis keunggulan lokal.

Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat
(4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan
berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu,
dan evaluasi yang transparan.

Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 52

Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
masyarakat.

Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagai-mana dimaksud dalam ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk
badan hukum pendidikan.

Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan
kepada peserta didik.

Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana
secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.
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BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54
Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi
profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
pelayanan pendidikan.
Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal
sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi
pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat,
Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya
lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan
ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan,
dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan
pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/ Kota yang tidak mempunyai
hubungan hirarkis.

Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta
pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas
penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal
untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
Pasal 58

Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan
hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara
berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.
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Pasal 59

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis
pendidikan.

Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal
dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang
berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61
Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

ljazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian
suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.

Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik
dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah
lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.
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BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.

Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga
kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta
manajemen dan proses pendidikan.

Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain
menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang
bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

1)

(@)

3)

(4)

Pasal 65

Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan
pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama
dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara
Indonesia.

Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
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Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan
atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas
publik.

Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar
akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi
dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 68

Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau
vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama
lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang
diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling

lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima
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dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).

(4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23
ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

(1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang
terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama
lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling

lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 71
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72
Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum
berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73
Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan
formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74
Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang- undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
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BAB XXl

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan
paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan
Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor

2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun
1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2003
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

MEGAWATI
SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 8 Juli 2003
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

Bambang Kesowo

Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. (Penjelasan dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
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LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2015 PENDIDIKAN. Standar Nasional. Kurikulum.
Perubahan. (Penjelasan Dalam  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5670)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN
2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar
nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap
dinamika kehidupan yang berkembang di masyarakat;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi
kebutuhan dunia pendidikan saat ini;

c. bahwa syarat kelulusan peserta didik dan akreditasi
penyelenggaraan  pendidikan, serta  kurikulum
pendidikan merupakan bagian penting yang harus
diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan
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Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5410);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19
TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 771, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5410), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang
sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
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Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
berjenjang.

Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan
keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh
Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran,
menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan
pendidikan tertentu.

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan
keterampilan.

Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan
tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan
pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai
Standar Kompetensi Lulusan.

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria
mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun
mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar Sarana dan Prasarana adalah kriteria mengenai ruang
belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan,
laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi
dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi
informasi dan komunikasi.

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat
satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar
tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama
satu tahun.

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai
mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar
Peserta Didik.
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Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai
Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta
Didik pada setiap tingkat kelas atau program.

Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai
Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik melalui
pembelajaran.

Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana
pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi
satuan pendidikan agar dapat Dberlangsungnya kegiatan
pendidikan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan secara
teratur dan berkelanjutan.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kerangka Dasar Kurikulum adalah tatanan konseptual
Kurikulum yang dikembangkan berdasarkan Standar Nasional
Pendidikan.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran
atau tema tertentu yang mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi
Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian,
alokasi waktu, dan sumber belajar.

Pembelajaran adalah proses interaksi antarpeserta Didik, antara
Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
lingkungan belajar.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah Kurikulum
operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-
masing satuan pendidikan.

Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses Pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Buku Panduan Guru adalah pedoman yang memuat strategi
Pembelajaran, metode Pembelajaran, teknik Pembelajaran, dan
penilaian untuk setiap mata pelajaran dan/atau tema
Pembelajaran.

Buku Teks Pelajaran adalah sumber Pembelajaran utama untuk
mencapai Kompetensi Dasar dan Kompetensi Inti.

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi
untuk mengukur pencapaian hasil belajar Peserta Didik.
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Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan,
dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen
pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan

sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan
pendidikan.
Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur

pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam
proses Pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan
hasil belajar Peserta Didik.

Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur
pencapaian Kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi
belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat
BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas
mengembangkan, memantau, dan mengendalikan Standar
Nasional Pendidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya
disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi dan
bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam bentuk
supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada
satuan pendidikan dasar dan menengah, dalam berbagai upaya
penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai Standar
Nasional Pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya
disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang
menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan
PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya
disingkat BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang
menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan
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pada jenjang Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada Standar
Nasional Pendidikan.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

2. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 66

Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) huruf c bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi
lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dan
dilakukan dalam bentuk Ujian nasional.

Ujian nasional dilakukan secara obyektif, berkeadilan, dan
akuntabel.

Ujian nasional diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun pelajaran.

3. Ketentuan Pasal 67 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 67 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 67

Pemerintah menugaskan BSNP untuk menyelenggarakan Ujian
nasional yang diikuti peserta didik pada setiap satuan pendidikan
jalur formal pendidikan dasar dan menengah, dan jalur nonformal
kesetaraan.

(1a) Ujian nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan

(2)

(3

dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk
SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat.

Dalam penyelenggaraan Ujian nasional, BSNP bekerja sama
dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

Dihapus.

Ketentuan Pasal 68 huruf b diubah dan huruf ¢ dihapus, sehingga

Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Hasil Ujian nasional digunakan sebagai dasar untuk:

a.
b.

pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;

pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya;
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c. dihapus; dan

d. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan
dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

5. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Setiap Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar
dan menengah dan jalur pendidikan nonformal kesetaraan berhak
mengikuti Ujian nasional dan berhak mengulanginya sepanjang
belum dinyatakan memenuhi kriteria pencapaian kompetensi
lulusan.

(2) Setiap Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mengikuti satu kali Ujian nasional tanpa dipungut biaya.

(2a) Peserta Didik jalur pendidikan formal pendidikan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan
untuk Peserta Didik SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang
sederajat.

(3) Peserta Didik pendidikan informal dapat mengikuti Ujian nasional
setelah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh BSNP.

(4) Peserta Ujian nasional memperoleh surat keterangan hasil Ujian
nasional yang diterbitkan oleh satuan pendidikan penyelenggara
Ujian nasional.

6. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 71

(1) Kriteria pencapaian Kompetensi lulusan dalam Ujian nasional
dikembangkan oleh BSNP.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria pencapaian kompetensi
lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

7. DiantaraPasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
71A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar oleh
Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.
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8. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (1a)
dihapus, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 72

Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan
pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

a. menyelesaikan seluruh program Pembelajaran;

b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
c. lulus Ujian satuan/program pendidikan;

d. dihapus.

(1a) Dihapus.

(2)

Kelulusan Peserta Didik dari satuan/program pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
satuan/program pendidikan yang bersangkutan.

9. Ketentuan Pasal 77B ayat (5) dan ayat (9) diubah, sehingga Pasal 77B
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 77B

Struktur Kurikulum merupakan pengorganisasian Kompetensi
Inti, Kompetensi Dasar, muatan Pembelajaran, mata pelajaran,
dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program
pendidikan.

Kompetensi Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tingkat kemampuan untuk mencapai Standar = Kompetensi
Lulusan yang harus dimiliki seorang Peserta Didik pada setiap
tingkat kelas atau program yang menjadi landasan
pengembangan Kompetensi Dasar.

Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan
Pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang
mengacu pada Kompetensi Inti.

Struktur Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pengorganisasian mata pelajaran untuk setiap satuan
pendidikan dan/atau program pendidikan.

Struktur Kurikulum PAUD berisi program pengembangan pribadi
anak.

Struktur Kurikulum wuntuk satuan pendidikan dasar  berisi
muatan umum.
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(7 Struktur Kurikulum untuk satuan pendidikan menengah terdiri
atas:

a. muatan umum;

b. muatan peminatan akademik;

c. muatan peminatan kejuruan; dan

d. muatan pilihan lintas minat/pendalaman minat.

(8) Struktur Kurikulum nonformal satuan pendidikan dan program
pendidikan berisi program pengembangan kecakapan hidup.

(99 Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7)
huruf a terdiri atas:

a. muatan nasional untuk satuan pendidikan; dan
b. muatan lokal untuk satuan pendidikan sesuai dengan
potensi dan kearifan lokal.

Judul Paragraf 1 dalam Bagian Keempat BAB XIA diubah, sehingga
Paragraf 1 dalam Bagian Keempat BAB XIA berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Struktur Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini

Ketentuan Pasal 77G diubah, sehingga Pasal 77G berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 77G

(1) Struktur Kurikulum pendidikan anak usia dini berisi program
pengembangan nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif,
bahasa, sosial emosional, dan seni.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Kurikulum pendidikan
anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 87 ayat (1) huruf ¢, ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)
diubah serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (2a), sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1 Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
86 ayat (1) dilaksanakan oleh:

a. BAN-S/M terhadap program dan/atau satuan pendidikan
jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
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13.

(2)

b. BAN-PT terhadap program dan/atau satuan pendidikan
jenjang pendidikan tinggi; dan

c. BAN PAUD dan PNF terhadap program dan/atau satuan
PAUD dan pendidikan jalur nonformal.

Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF dibantu oleh badan
akreditasi provinsi yang dibentuk oleh gubernur.

(2a) Pemerintah provinsi mengalokasikan dana untuk pelaksanaan

(3)

(4)

(5)

akreditasi oleh badan akreditasi provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf c berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai BAN-S/M dan BAN PAUD dan
PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pasal 89 ayat (1) sampai dengan ayat (6) diubah, dan ayat
(3a) dihapus, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat,
yakni ayat (4a), sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89
Peserta Didik yang lulus dari satuan pendidikan diberi ijazah.

Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan
tinggi.

Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi:

a. identitas Peserta Didik;

b. pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan lulus
dari penilaian akhir satuan pendidikan; dan

c. daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya.
d. dihapus.

(3a) Dihapus.

(4)

Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling sedikit berisi:

a. identitas Peserta Didik; dan
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b. pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah
memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan
pendidikan.

(4a) Peserta Didik yang lulus Ujian Kompetensi diberi sertifikat

(5)

Kompetensi.

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4a)
diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh
lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi
yang diakui Pemerintah.

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
sedikit berisi:

a. identitas Peserta Didik;

b. pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah
lulus uji Kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata
kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang
telah ditempuh uji Kompetensinya oleh Peserta Didik, beserta
nilai akhirnya.

14. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9o
berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 9o

Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat
Kompetensi yang setara dengan sertifikat Kompetensi dari
pendidikan formal atau nonformal setelah lulus uji Kompetensi
yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi
atau oleh lembaga sertifikasi mandiri/profesi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Peserta Didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah yang
setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur
formal atau nonformal setelah lulus uji Kompetensi yang
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi dan
telah mengikuti Ujian nasional bagi Peserta Didik sederajat
SMP/MTs atau SMA/MA/SMK/MAK.

15. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) sampai dengan ayat
(8) diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:
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2.

Pasal 92
(1 Dihapus.

(2) Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama
melakukan supervisi dan membantu madrasah dan satuan
pendidikan keagamaan dalam melakukan penjaminan mutu.

(3) Pemerintah provinsi melakukan supervisi dan membantu satuan
pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk
meyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam
rangka penjaminan mutu.

(4) Pemerintah kabupaten/kota melakukan supervisi dan membantu
satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangannya untuk
menyelenggarakan atau mengatur penyelenggaraannya dalam
rangka penjaminan mutu.

(55 BAN-S/M dan BAN PAUD dan PNF m (4) Pemerintah... |gasi
penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan
pendidikan yang diakreditasi, dan kepada Pemerintah dan
pemerintah daerah.

(6) LPMP melakukan supervisi dan membantu satuan pendidikan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dalam rangka
penjaminan mutu pendidikan.

(77 Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), LPMP bekerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan
tinggi.

(8) Menteri menerbitkan pedoman program penjaminan mutu untuk
satuan pendidikan di semua jenis dan jalur pada jenjang
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah.

Pasal II

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku BAN-PT tetap
melaksanakan tugas sampai terbentuknya BAN-PT berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI

No.5670 PENDIDIKAN. Standar Nasional. Kurikulum.
Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN
2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

I. UMUM

Upaya peningkatan mutu pendidikan dan daya saing sumber
daya manusia Indonesia perlu senantiasa memperhatikan perubahan
masyarakat dan dinamika global. Untuk itu, pemantapan Standar
Nasional Pendidikan dan upaya pemenuhannya merupakan hal penting
dan mendesak untuk dilakukan. Ketentuan Standar Nasional
Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005, telah diubah pertama kali terkait penyempurnaan kurikulum,
yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. Perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 perlu dilakukan karena ketentuan
yang terkait dengan Ujian nasional, kurikulum pendidikan anak usia
dini, dan akreditasi memerlukan penyesuaian atas berbagai tantangan
baru.

Perubahan kebijakan mengenai Ujian nasional, Pemerintah
memandang perlu untuk melakukan evaluasi berskala nasional yang
dapat memantau dan memetakan tingkat pencapaian kompetensi

42



No.5670

II.

peserta didik sebagaimana ditetapkan dalam Standar Nasional
Pendidikan yang berfungsi sebagai salah satu sarana penjaminan dan
peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Dalam upaya
menyempurnakan kualitas pelaksanaannya, perlu memperhatikan data
hasil belajar siswa yang dihimpun yang mencerminkan kondisi
pendidikan dari waktu ke waktu sehingga lebih membantu
menentukan langkah-langkah perbaikan mutu sebagaimana mestinya.

Peraturan Pemerintah ini mengubah ketentuan hasil Ujian nasional
yang semula sebagai salah satu syarat kelulusan menjadi bukan salah
satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Perubahan mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini
dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang
dibangun melalui kesatuan substansi kurikulum antara pendidikan
anak usia dini di jalur formal, nonformal, dan informal karena memiliki
tujuan yang sama.

Perubahan terkait dengan akreditasi yang dilaksanakan oleh
BAN PAUD dan PNF perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini. Badan Akreditasi Nasional perlu melibatkan peran
pemerintah daerah dalam pelaksanaan akreditasi untuk pendidikan
anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan  pertimbangan  tersebut, maka  Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan perlu untuk diadakan penyempurnaan dalam Peraturan
Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

PASAL DEMIPASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 66
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 67
Cukup jelas.
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Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Hasil Ujian nasional dijadikan sebagai pertimbangan
seleksi untuk masuk ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi. Satuan pendidikan dapat melakukan
seleksi dengan menggunakan instrumen seleksi
yang materinya tidak diujikan dalam Ujian nasional,
misalnya tes bakat skolastik, tes intelegensi, tes
minat, tes bakat, tes kesehatan, atau tes lainnya
sesuai dengan kriteria pada satuan pendidikan
tersebut.

Huruf ¢

Dihapus.

Huruf d

Angka 5
Pasal 69

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Surat keterangan hasil Ujian nasional paling sedikit
berisi:
a. identitas Peserta Didik;

b. pernyataan bahwa  Peserta Didik yang
bersangkutan telah menempuh Ujian nasional;

c. tanggal dan tempat pelaksanaan Ujian nasional,;
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d. nilai Ujian nasional untuk setiap mata pelajaran
yang diujikan; dan

e. kriteria pencapaian Standar Kompetensi Lulusan,
untuk jenjang SMP/SMPLB/MTs atau bentuk
lain yang sederajat, SMA/SMALB/MA atau
bentuk lain yang sederajat, dan SMK/MAK atau
bentuk lain yang sederajat.

Angka 6
Pasal 71
Cukup jelas.
Angka 7
Pasal 71A
Cukup jelas.
Angka 8
Pasal 72
Cukup jelas.
Angka g
Pasal 77B
Cukup jelas.
Angka 10
Cukup jelas.
Angka 11
Pasal 77G
Cukup jelas.
Angka 12
Pasal 87
Cukup jelas.
Angka 13
Pasal 89
Cukup jelas.
Angka 14
Pasal 9o
Cukup jelas.
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Angka 15
Pasal 92
Cukup Jelas.
Pasal IT
Cukup jelas.
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PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
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SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2016
TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan  Daerah, kebijakan
pengelolaan pendidikan menengah telah berubah menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi;

b. bahwa struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telah diubah, sehingga fungsi yang
berkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan perlu
disesuaikan;

c. bahwa ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu
pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63
Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan  Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Sistem  Penjaminan  Mutu

pendidikan dasar dan menengah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
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Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4941);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat
kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dasar
dan pendidikan menengah dengan Standar Nasional
Pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan
menengah.

Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme
yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk
memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan

pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.
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Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas
organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur
segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan
dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara
sistematis, terencana dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan
Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen
adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan
dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan
mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan
pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah
untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar
dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-
Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri
atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk
melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi
untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian
mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan
menengah.

Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat
Dapodik adalah sistem pendataan yang dikelola oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat
data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan
tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang
datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus
menerus diperbaharui secara online.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya
disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang

berkedudukan di provinsi dan bertugas untuk membantu
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10.

11.

12,

13.

14.

15.
16.

Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi, bimbingan,
arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan
pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan
nonformal, dalam berbagai upaya penjaminan mutu
satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional
pendidikan

Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya
disingkat BSNP adalah badan mandiri dan independen
yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan,
dan mengevaluasi Standar Nasional Pendidikan.

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang
selanjutnya disingkat BAN-S/M adalah badan evaluasi
mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan
pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur
formal dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan.

Direktorat Jenderal adalah  Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan.

Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan yang
selanjutnya disingkat PDSPK adalah unsur pendukung
tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
melaksanakan pengelolaan data dan statistik pendidikan
dan kebudayaan.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Kementerian adalah perangkat Pemerintahan yang
membidangi urusan Pemerintahan di bidang pendidikan
dan kebudayaan.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah provinsi,

Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
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(2)

®

(2)

(3)

4)

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah berfungsi untuk mengendalikan
penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan
pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah
sehingga terwujud pendidikan yang bermutu.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan
standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik,
dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang

budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Pasal 3
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah terdiri atas:
a. SPMI-Dikdasmen; dan
b. SPME-Dikdasmen.
SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan
dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur
formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
SPME-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan
dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
BSNP, dan BAN-S/M sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hasil penerapan SPMI-Dikdasmen oleh satuan
pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

digunakan oleh BAN-S/M sebagai acuan untuk
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(2)

(6))

(2)

(3)

(4)

melakukan akreditasi di satuan pendidikan pada

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 4
Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan
pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-Dikdasmen
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
Satuan pendidikan dapat menetapkan mutu di atas
Standar Nasional Pendidikan dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan SPMI-

Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (2) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. memetakan mutu pendidikan pada tingkat satuan
pendidikan berdasarkan Standar Nasional
Pendidikan;

b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang
dituangkan dalam rencana kerja sekolah;

c. melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan
satuan pendidikan dan proses pembelajaran;

d. melakukan monitoring dan evaluasi proses
pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah
dilakukan; dan

e. menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan
hasil monitoring dan evaluasi.

SPMI-Dikdasmen mencakup seluruh aspek

penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan

sumber daya untuk mencapai Standar Nasional

Pendidikan.

SPMI-Dikdasmen dievaluasi dan dikembangkan secara

berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan pada

pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

SPMI-Dikdasmen ditetapkan oleh satuan pendidikan dan

dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan
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(2)

(3)

4)

pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku

kepentingan satuan pendidikan.

Pasal 6

SPME-Dikdasmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

a. memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan
pendidikan berdasarkan Standar Nasional
Pendidikan;

b. membuat perencanaan peningkatan mutu yang
dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan
Pendidikan;

c. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan
pendidikan;

d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses
pelaksanaan pemenuhan mutu;

e. mengevaluasi dan menetapkan Standar Nasional
Pendidikan dan menyusun strategi peningkatan
mutu; dan

f. melakukan akreditasi satuan pada pendidikan dasar
dan pendidikan menengah.

Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d dikembangkan dan dilaksanakan secara
berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh

Pemerintah dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh

BSNP sesuai dengan kewenangannya.

Siklus kegiatan SPME-Dikdasmen sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh BAN-S/M

sesuai dengan kewenangannya.
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(6))

(2)

3)

(4)

(5)

Pasal 7
Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu
pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) huruf a.
Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang
mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan.
Data dan informasi mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

a. hasil pendidikan;

b. isi pendidikan;

c. proses pendidikan;

d. penilaian pendidikan;

e. gurudan tenaga kependidikan;
f. sarana prasarana pendidikan;
g. pembiayaan pendidikan; dan
h. pengelolaan pendidikan;

Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbasis pada Dapodik yang dikelola oleh PDSPK.

Data dan informasi dalam sistem informasi mutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:

a. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian
Standar Nasional Pendidikan pada  satuan
pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah
dan/atau oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
sekolah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

b. memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian
Standar Nasional Pendidikan oleh BSNP; dan

c. acuan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan

oleh BAN-S/M.
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BAB IV
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

(1) Kementerian melalui Direktorat Jenderal mempunyai

(2)

tugas dan wewenang:

a.

mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen
dan SPME-Dikdasmen;

menyusun dan mengembangkan pedoman sistem
penjaminan mutu Dikdasmen;

melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-
Dikdasmen;

melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap  Sumber
Daya Manusia (SDM) Pemerintah Daerah dalam
pengembangan SPMI-Dikdasmen dan SPME-
Dikdasmen;

memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-
Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam
sistem informasi mutu pendidikan;

memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan
pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan
dasar dan menengah; dan

menyusun laporan dan rekomendasi strategi
peningkatan mutu pendidikan kepada Menteri
berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf d.

Direktorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan

wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu
oleh LPMP.

(3) LPMP mempunyai tugas dan wewenang:

a.

melakukan pembinaan, pembimbingan,

pendampingan, supervisi, dan evaluasi terhadap
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satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-
Dikdasmen;

memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-
Dikdasmen berdasarkan data dan informasi dalam
sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota di wilayah kerjanya;

melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap SDM
Pemerintah Daerah dalam pengembangan SPMI-
Dikdasmen di wilayah kerjanya;

menyusun laporan rekomendasi strategi
peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi

dan kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal

berdasarkan pemetaan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b; dan
menyusun laporan rekomendasi strategi

peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota kepada Pemerintah provinsi

dan Pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 9

Pemerintah Daerah provinsi mempunyai tugas dan

wewenang:

a.

mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen
di satuan pendidikan pada pendidikan menengah
dan pendidikan khusus;

melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, pengawasan, dan pengendalian
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-
Dikdasmen pada pendidikan menengah dan
pendidikan khusus;

memfasilitasi pemetaan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan

pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus
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(2)

(3)

4)

(5)

berdasarkan data dan informasi dalam sistem
informasi mutu pendidikan;

d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan
pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu
pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf c.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Pemerintah provinsi membentuk

tim penjaminan mutu pendidikan bagi pendidikan
menengah dan pendidikan khusus.

Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap satuan
pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen
di satuan pendidikan pada pendidikan menengah
dan pendidikan khusus;

b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-
Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan
menengah dan pendidikan khusus berdasarkan data
dan informasi dalam sistem informasi mutu
pendidikan di tingkat provinsi; dan

c. menyusun laporan rekomendasi strategi
peningkatan mutu pendidikan di tingkat provinsi
kepada Pemerintah Provinsi.

Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:

a. bidang pada dinas pendidikan;

b. pengawas sekolah; dan

c. dewan pendidikan.

Pemerintah Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas

dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP

sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.

58



(6))

(2)

(3)

Pasal 10

Pemerintah Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas

dan wewenang:

a. mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengembangan SPMI-Dikdasmen
di satuan pendidikan pada pendidikan dasar;

b. melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, pengawasan, dan pengendalian
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-
Dikdasmen pada pendidikan dasar;

c. memfasilitasi pemetaaan mutu pendidikan dan
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan
pada pendidikan dasar berdasarkan data dan
informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan;

d. memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan
pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan

e. menyusun rencana strategis peningkatan mutu
pendidikan berdasarkan pemetaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf c.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (D Pemerintah  Daerah

kabupaten/kota membentuk tim penjaminan mutu
pendidikan bagi pendidikan dasar.

Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap satuan
pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen
pada pendidikan dasar;

b. memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI-
Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan
dasar berdasarkan data dan informasi dalam sistem
informasi mutu pendidikan di tingkat
kabupaten/kota; dan

c. menyusun laporan rekomendasi strategi

peningkatan mutu pendidikan di tingkat
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(4)

(5)

®

(2)

(3)

kabupaten/kota kepada Pemerintah
Kabupaten/kota.
Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas unsur:
a. bidang pada dinas pendidikan;
b. pengawas sekolah; dan
c. dewan pendidikan.
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan LPMP

sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.

Pasal 11

Satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang:

a. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan
mengembangkan SPMI-Dikdasmen;

b. menyusun dokumen SPMI-Dikdasmen yang terdiri
atas:

1) dokumen kebijakan;
2) dokumen standar; dan
3) dokumen formulir;

c. membuat perencanaan peningkatan mutu yang
dituangkan dalam rencana kerja sekolah;

d. melaksanakan pemenuhan mutu, baik dalam
pengelolaan satuan pendidikan maupun proses
pembelajaran;

e. membentuk tim penjaminan mutu pada satuan
pendidikan; dan

f. mengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan
pendidikan.

Dokumen SPMI-Dikdasmen sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b disusun sebagai acuan  satuan

pendidikan dalam melaksanakan SPMI-Dikdasmen.

Direktorat Jenderal menetapkan petunjuk teknis untuk

melaksanakan tugas dan wewenang satuan pendidikan

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
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(4)

(5)

(6)

®

Tugas tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:

a. mengoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di
tingkat satuan pendidikan;

b. melakukan pembinaan, pembimbingan,
pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku
pendidikan di satuan pendidikan dalam
pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;

c. melaksanakan pemetaan mutu pendidikan
berdasarkan data mutu pendidikan di satuan
pendidikan;

d. melakukan monitoring dan evaluasi proses
pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah
dilakukan; dan

e. memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada
kepala satuan pendidikan.

Tim penjaminan mutu pendidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terdiri atas:

a. perwakilan pimpinan satuan pendidikan;

b. perwakilan guru;

c. perwakilan tenaga kependidikan; dan

d. perwakilan komite sekolah.

Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim

penjaminan mutu pendidikan daerah.

BABV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12
Pemerintah melaksanakan pemantauan dan evaluasi
terhadap penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan
dasar dan menengah oleh Pemerintah Daerah paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
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(2) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap penerapan sistem penjaminan mutu
pendidikan oleh satuan pendidikan sesuai
kewenangannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.

BAB VI
SANKSI

Pasal 13

(1) Satuan pendidikan yang tidak menjalankan peraturan ini
sesuai dengan tugas dan wewenangnya diberikan
peringatan dan/atau penghentian bantuan peningkatan
mutu.

(2) Pemerintah Daerah yang tidak menjalankan peraturan ini
sesuai dengan tugas dan wewenangnya dilakukan
pengurangan dan/atau penghentian pemberian bantuan
peningkatan mutu oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan peringatan dan/atau penghentian bantuan
peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis
oleh Direktur Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan

Mutu Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Menteri = Pendidikan dan
Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara

Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1263

Salinan sesuai dengan aslinya
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

Dyah Ismayanti
NIP. 1906204301986012001
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Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Plh. Karo Hukor

Dirjen Dikdasmen

SAM Bid. Regulasi

Sesjen
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STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
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SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan

Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN
DASAR DAN MENENGAH.

Pasal 1

(1) Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan
Menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan
standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana
dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar
pembiayaan.

(2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Kompetensi Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A;
b. Kompetensi Lulusan SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan
c. Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMK/MAK/SMALB/

Paket C.

(3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013
Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 953

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001



SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH

BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31
ayat(3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan
keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat
tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Sedangkan Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil
kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi
lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
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. Pengertian
Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi
kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.

. Tujuan

Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama
pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,

standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

. Ruang Lingkup

Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan
peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa
belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah.

. Monitoring dan Evaluasi

Untuk mengetahui ketercapaian dan = kesesuaian antara Standar
Kompetensi Lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan
dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu perlu
dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam
setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan
sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan

di masa yang akan datang.

70



BABII
KOMPETENSI LULUSAN SATUAN PENDIDIKAN

Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi

pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/
SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi sikap sebagai berikut.

DIMENSI SIKAP
SD/MI/SDLB/ SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMALB/
Paket A Paket B Paket C
RUMUSAN
Memiliki perilaku yang Memiliki perilaku yang Memiliki perilaku yang

mencerminkan sikap:

1. beriman dan
bertakwa kepada
Tuhan YME,

2. berkarakter, jujur,
dan peduli,

3. bertanggungjawab,

4. pembelajar sejati
sepanjang hayat, dan

5. sehat jasmani dan
rohani

sesuai dengan

perkembangan anak di

lingkungan keluarga,

sekolah, masyarakat dan
lingkungan alam sekitar,

bangsa, dan negara.

mencerminkan sikap:

1. beriman dan
bertakwa kepada
Tuhan YME,

2. berkarakter, jujur,
dan peduli,

3. bertanggungjawab,

4. pembelajar sejati
sepanjang hayat, dan

5. sehat jasmani dan
rohani

sesuai dengan

perkembangan anak di

lingkungan keluarga,

sekolah, masyarakat dan
lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, dan

kawasan regional.

mencerminkan sikap:

1. beriman dan
bertakwa kepada
Tuhan YME,

2. berkarakter, jujur,
dan peduli,

3. bertanggungjawab,

4. pembelajar sejati
sepanjang hayat,
dan

5. sehat jasmani dan
rohani

sesuai dengan

perkembangan anak di

lingkungan keluarga,

sekolah, masyarakat

dan lingkungan alam

sekitar, bangsa, negara,

kawasan regional, dan

internasional.

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/ SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/
SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sebagai
berikut.
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DIMENSI PENGETAHUAN

SD/MI/SDLB/ SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMALB/
Paket A Paket B Paket C
RUMUSAN

Memiliki pengetahuan
faktual, konseptual,
prosedural, dan
metakognitif pada
tingkat dasar
berkenaan dengan:

1. ilmu pengetahuan,
2. teknologi,

3. seni, dan
4

. budaya.

Mampu mengaitkan
pengetahuan di atas
dalam konteks diri
sendiri, keluarga,
sekolah, masyarakat
dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, dan

negara.

Memiliki pengetahuan
faktual, konseptual,
prosedural, dan
metakognitif pada
tingkat teknis dan
spesifik sederhana
berkenaan dengan:

1. ilmu pengetahuan,
2. teknologi,

3. seni, dan

4. budaya.

Mampu mengaitkan
pengetahuan di atas
dalam konteks diri
sendiri, keluarga,
sekolah, masyarakat
dan lingkungan alam
sekitar, bangsa,
negara, dan kawasan

regional.

Memiliki pengetahuan
faktual, konseptual,
prosedural, dan
metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik,
detil, dan kompleks
berkenaan dengan:

1. ilmu pengetahuan,
. teknologi,

seni,

budaya, dan

D pow o

humaniora.

Mampu mengaitkan
pengetahuan di atas
dalam konteks diri
sendiri, keluarga,
sekolah, masyarakat
dan lingkungan alam
sekitar, bangsa,
negara, serta kawasan
regional

dan internasional.

Istilah pengetahuan Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif pada

masing-masing satuan pendidikan dijelaskan pada matriks berikut.
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PENJELASAN SD/MI/SDLB/ | SMP/MTs/SMPLB/ | SMA/MA/SMALB/
Paket A Paket B Paket C

Faktual Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan
dasar teknis dan teknis dan
berkenaan spesifik tingkat spesifik, detail dan
dengan ilmu sederhana kompleks
pengetahuan, berkenaan dengan | berkenaan dengan
teknologi, seni, ilmu ilmu pengetahuan,
dan budaya pengetahuan, teknologi, seni,
terkait dengan teknologi, seni, dan budaya
diri sendiri, dan budaya terkait dengan
keluarga, terkait dengan masyarakat dan
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
masyarakat dan | lingkungan alam sekitar, bangsa,
lingkungan sekitar, bangsa, negara, kawasan
alam sekitar, negara, dan regional, dan
bangsa, dan kawasan regional. | internasional.
negara.

Konseptual | Terminologi/ Terminologi/ Terminologi/
istilah yang istilah dan istilah dan
digunakan, klasifikasi, klasifikasi,
klasifikasi, kategori, prinsip, kategori, prinsip,
kategori, generalisasi dan generalisasi,

prinsip, dan
generalisasi
berkenaan
dengan ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni
dan budaya
terkait dengan
diri sendiri,
keluarga,
sekolah,
masyarakat dan

lingkungan

teori, yang
digunakan terkait
dengan
pengetahuan
teknis dan
spesifik tingkat
sederhana
berkenaan dengan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
dan budaya

terkait dengan

teori,model, dan
struktur yang
digunakan terkait
dengan
pengetahuan
teknis dan
spesifik, detail dan
kompleks
berkenaan dengan
ilmu pengetahuan,
teknologi, seni,
dan budaya

terkait dengan
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SD/MI/SDLB/ | SMP/MTs/SMPLB/ | SMA/MA/SMALB/
PENJELASAN
Paket A Paket B Paket C
alam sekitar, masyarakat dan masyarakat dan
bangsa, dan lingkungan alam lingkungan alam
negara. sekitar, bangsa, sekitar, bangsa,
negara, dan negara, kawasan
kawasan regional. | regional, dan
internasional.
Prosedural Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan
tentang cara tentang cara tentang cara
melakukan melakukan melakukan
sesuatu atau sesuatu atau sesuatu atau
kegiatan yang kegiatan yang kegiatan yang
berkenaan terkait dengan terkait dengan
dengan ilmu pengetahuan pengetahuan
pengetahuan, teknis, spesifik, teknis, spesifik,
teknologi, seni, algoritma, metode | algoritma, metode,
dan budaya tingkat dan kriteria untuk
terkait dengan sederhana menentukan
diri sendiri, berkenaan dengan | prosedur yang
keluarga, ilmu sesuai berkenaan
sekolah, pengetahuan, dengan ilmu
masyarakat dan | teknologi, seni, pengetahuan,
lingkungan dan budaya teknologi, seni,
alam sekitar, terkait dengan dan budaya,
bangsa dan masyarakat dan terkait dengan
negara. lingkungan alam masyarakat dan
sekitar, bangsa, lingkungan alam
negara, dan sekitar, bangsa,
kawasan regional. | negara, kawasan
regional, dan
internasional.
Metakognitif | Pengetahuan Pengetahuan Pengetahuan
tentang tentang kekuatan tentang kekuatan

kekuatan dan

kelemahan diri

dan kelemahan

diri sendiri dan

dan kelemahan

diri sendiri dan
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dan budaya
terkait dengan
diri sendiri,
keluarga,
sekolah,
masyarakat dan
lingkungan alam
sekitar, bangsa

dan negara.

berkenaan dengan
ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni,
dan budaya
terkait dengan
masyarakat dan
lingkungan alam
sekitar, bangsa,
negara, dan

kawasan regional.

PENJELASAN SD/MI/SDLB/ | SMP/MTs/SMPLB/ | SMA/MA/SMALB/

Paket A Paket B Paket C

sendiri dan menggunakannya | menggunakannya

menggunakanny | dalam dalam

a dalam mempelajari mempelajari

mempelajari pengetahuan pengetahuan

ilmu teknis dan teknis, detail,

pengetahuan, spesifik tingkat spesifik,

teknologi, seni sederhana kompleks,

kontekstual dan
kondisional
berkenaan dengan
ilmu pengetahuan,
teknologi, seni,
dan budaya
terkait dengan
masyarakat dan
lingkungan alam
sekitar, bangsa,
negara, kawasan
regional, dan

internasional.

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan SMA/MA/
SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan sebagai

berikut.
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DIMENSI KETERAMPILAN

SD/MI/SDLB/ SMP/MTs/SMPLB/ SMA/MA/SMALB/
Paket A Paket B Paket C
RUMUSAN
Memiliki keterampilan Memiliki keterampilan Memiliki keterampilan
berpikir dan bertindak: berpikir dan bertindak: berpikir dan bertindak:
. kreatif, 1. kreatif, 1. kreatif,

. produktif,
. kritis,

1

2

3

4. mandiri,
5. kolaboratif, dan
6

. komunikatif

melalui pendekatan
ilmiah sesuai dengan
tahap perkembangan
anak yang relevan
dengan tugas yang
diberikan

2. produktif,

. kritis,

3

4. mandiri,
5. kolaboratif, dan
6

. komunikatif

melalui pendekatan
ilmiah sesuai dengan
yang dipelajari di satuan
pendidikan dan sumber

lain secara mandiri

2. produktif,
3. kritis,
mandiri,

kolaboratif, dan

A L

komunikatif

melalui pendekatan
ilmiah sebagai
pengembangan dari
yang dipelajari di
satuan pendidikan dan
sumber lain secara

mandiri

Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang

pendidikan memperhatikan:

a.
b.

c. kesinambungan;

perkembangan psikologis anak;

lingkup dan kedalaman;

d. fungsi satuan pendidikan; dan

lingkungan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti

NIP 196204301986012001
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STANDAR ISI
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SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR ISI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar

Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR ISI SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(7)

Pasal 1
Standar Isi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah yang
selanjutnya  disebut Standar Isi terdiri dari Tingkat
Kompetensi dan Kompetensi Inti sesuai dengan jenjang
dan jenis pendidikan tertentu.
Kompetensi Inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial,
pengetahuan dan ketrampilan.
Ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata
pelajaran dirumuskan berdasarkan Tingkat Kompetensi
dan Kompetensi Inti untuk mencapai kompetensi lulusan
minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar Isi untuk muatan peminatan kejuruan pada
SMK/MAK setiap program keahlian diatur dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah.
Pencapaian Kompetensi Inti dan penguasaan ruang
lingkup materi pada setiap mata pelajaran untuk setiap
kelas pada tingkat kompetensi sesuai dengan jenjang dan
jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat
Kurikulum dan Perbukuan.
Perumusan Kompetensi Dasar pada setiap Kompetensi
Inti untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan jenjang
dan jenis pendidikan tertentu ditetapkan oleh Pusat
Kurikulum dan Perbukuan.
Perumusan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti
Sikap Spiritual sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(6) pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan

Budipekerti disusun secara jelas.



(8) Perumusan Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti
Sikap Soial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan disusun secara jelas.

(9) Standar Isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Satuan
Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan Menengah wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 3

(tiga) tahun untuk semua tingkat kelas.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 954

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001



SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 77M ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah;

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014,

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Presiden Nomor 41 /P Tahun 2014,
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 54
Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 64
Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan
Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 65
Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
Menengah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 66
Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar
dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN PADA
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP
adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di
masing-masing satuan pendidikan.

Satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK).

Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah
kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2
KTSP dikembangkan, ditetapkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan
pendidikan.

Pengembangan KTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
SNP dan Kurikulum 2013.

Pasal 3

Pengembangan KTSP paling sedikit memperhatikan:
a. acuan konseptual;

b. prinsip pengembangan; dan

c. prosedur operasional.

Acuan konseptual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling
sedikit meliputi:

a. peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia;

b. toleransi dan kerukunan umat beragama;

c. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan;
d

peningkatan potensi, kecerdasan, bakat, dan minat sesuai dengan
tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik;



(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)
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kesetaraan warga negara memperoleh pendidikan bermutu;
kebutuhan kompetensi masa depan;
tuntutan dunia kerja;

50 e O

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

[y

keragaman potensi dan karakteristik daerah serta lingkungan;

j. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

k. dinamika perkembangan global; dan

1. karakteristik satuan pendidikan.

Prinsip pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
paling sedikit meliputi:

a. berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan

peserta didik dan lingkungannya pada masa kini dan yang akan
datang;

b. belajar sepanjang hayat; dan
c. menyeluruh dan berkesinambungan.

Prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling
sedikit meliputi:

a. analisis;

b. penyusunan;

c. penetapan; dan

d. pengesahan.

Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup:

a. analisis ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Kurikulum;

b. analisis kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan, dan lingkungan;
dan

c. analisis ketersediaan sumber daya pendidikan.

Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup:
a. perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan;

b. pengorganisasian muatan kurikuler satuan pendidikan;

c. pengaturan beban belajar peserta didik dan beban kerja pendidik
tingkat kelas;

penyusunan kalender pendidikan satuan pendidikan;
penyusunan silabus muatan atau mata pelajaran muatan lokal; dan

f. penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran setiap muatan
pembelajaran.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan kepala
sekolah/madrasah berdasarkan hasil rapat dewan pendidik satuan
pendidikan dengan melibatkan komite sekolah/madrasah.

Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

Pengembangan KTSP dilakukan oleh tim pengembang KTSP.

Pengembangan KTSP di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan
atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan KTSP merupakan tanggung jawab satuan pendidikan.
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Pasal 5

Pengembangan KTSP menggunakan Pedoman Pengembangan KTSP
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, ketentuan dalam Peraturan Menteri
Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum yang mengatur
mengenai KTSP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2014

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.
MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 957

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001



SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 59 TAHUN 2014 TENTANG KURIKULUM 2013
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik
dalam mengembangkan kemampuannya pada era
digital, perlu menambahkan dan mengintegrasikan
muatan informatika pada kompetensi dasar dalam
kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pada
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 59 TAHUN 2014
TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH.
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Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 955) diubah

sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal

yaitu Pasal 10A sebagai berikut:

Pasal 10A
(1) Pelaksanaan pembelajaran Informatika sebagai mata
pelajaran pilihan dilaksanakan mulai tahun ajaran
2019/2020 sesuai dengan kesiapan sekolah.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Mata Pelajaran
Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014
tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah diubah dengan menambahkan
mata pelajaran Informatika pada Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1691

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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L.

SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG KURIKULUM 2013 SEKOLAH MENENGAH
ATAS/MADRASAH ALIYAH

KERANGKA DASAR DAN STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.

Pengertian Kurikulum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang

pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan

bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang

digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Kurikulum 2013 yang diberlakukan mulai tahun ajaran 2013/2014

memenuhi kedua dimensi tersebut.

Rasional Pengembangan Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai

berikut:

a. Tantangan Internal
Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan
dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian
pendidikan.
Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan
penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia
produktif. Saat ini jumlah penduduk Indonesia usia produktif
(15-64 tahun) lebih banyak dari usia tidak produktif (anak-anak
berusia 0-14 tahun dan orang tua berusia 65 tahun ke atas).
Jumlah penduduk usia produktif ini akan mencapai puncaknya
pada tahun 2020-2035 pada saat angkanya mencapai 70%. Oleh
sebab itu tantangan besar yang dihadapi adalah bagaimana
mengupayakan agar sumberdaya manusia usia produktif yang
melimpah ini dapat ditransformasikan menjadi sumberdaya
manusia yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui
pendidikan agar tidak menjadi beban.
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b. Tantangan Eksternal
Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi
dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup,
kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif
dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat
internasional. Arus globalisasi akan menggeser pola hidup
masyarakat dari agraris dan perniagaan tradisional menjadi
masyarakat industri dan perdagangan modern seperti dapat
terlihat di World Trade Organization (WTO), Association of

Southeast Asian Nations (ASEAN) Community, Asia-Pacific

Economic Cooperation (APEC), dan ASEAN Free Trade Area

(AFTA). Tantangan eksternal juga terkait dengan pergeseran

kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains serta

mutu, investasi, dan transformasi bidang pendidikan.

Keikutsertaan Indonesia di dalam studi International Trends in

International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Program

for International Student Assessment (PISA) sejak tahun 1999

juga menunjukkan bahwa capaian anak-anak Indonesia tidak

menggembirakan dalam beberapa kali laporan yang dikeluarkan

TIMSS dan PISA. Hal ini disebabkan antara lain banyaknya

materi uji yang ditanyakan di TIMSS dan PISA tidak terdapat

dalam kurikulum Indonesia.
c. Penyempurnaan Pola Pikir

Kurikulum 2013 dikembangkan dengan penyempurnaan pola

pikir sebagai berikut.

1) Penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik. Peserta didik harus memiliki pilihan-pilihan terhadap
materi yang dipelajari dan gaya belajarnya (learning style)
untuk memiliki kompetensi yang sama;

2) Penguatan pola pembelajaran interaktif (interaktif guru-
peserta didik-masyarakat-lingkungan alam, sumber/media
lainnya);

3) Penguatan pola pembelajaran secara jejaring (peserta didik
dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang
dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet);

4) Penguatan pembelajaran aktif-mencari (pembelajaran siswa
aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan
pembelajaran saintifik);

5) Penguatan pola belajar sendiri dan kelompok (berbasis tim);

6) Penguatan pembelajaran berbasis multimedia;

7) Penguatan pola pembelajaran berbasis klasikal-massal
dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus
yang dimiliki setiap peserta didik;

8) Penguatan pola pembelajaran ilmu pengetahuan jamak
(multidisciplines); dan

9) Penguatan pola pembelajaran kritis.

d. Penguatan Tata Kelola Kurikulum

Kurikulum 2013 dilakukan penguatan tata kelola sebagai

berikut.

1) Penguatan tata kerja guru lebih bersifat kolaboratif;

2) Penguatan  manajeman  sekolah  melalui penguatan
kemampuan manajemen kepala sekolah sebagai pimpinan
kependidikan (educational leader); dan

3) Penguatan sarana dan prasarana untuk kepentingan
manajemen dan proses pembelajaran.
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e. Penguatan Materi
Penguatan materi dilakukan dengan cara pengurangan materi
yang tidak relevan serta pendalaman dan perluasan materi yang
relevan bagi peserta didik.

B. Karakteristik Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut.

1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial,
pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam
berbagai situasi di sekolah dan masyarakat;

2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang
memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu
menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan
memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar;

3. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan
berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

4. Mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk
kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi
dasar mata pelajaran;

5. Mengembangkan  kompetensi inti kelas menjadi unsur
pengorganisasi (organizing elements) kompetensi dasar. Semua
kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk
mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti;

6. Mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip
akumulatif, saling memperkuat (reinforced) dan memperkaya
(enriched) antar-mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi
horizontal dan vertikal).

C. Tujuan Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia
agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara
yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu
berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara,
dan peradaban dunia.

II. KERANGKA DASAR KURIKULUM

A. Landasan Filosofis
Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum menentukan
kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi
dari kurikulum, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian
hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan
lingkungan alam di sekitarnya.
Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang
memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik
menjadi manusia Indonesia berkualitas yang tercantum dalam tujuan
pendidikan nasional.
Pada dasarnya tidak ada satupun filosofi pendidikan yang dapat
digunakan secara spesifik untuk pengembangan kurikulum yang dapat
menghasilkan manusia yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut,
Kurikulum 2013 dikembangkan menggunakan filosofi sebagai berikut.
1. Pendidikan berakar pada budaya bangsa untuk membangun
kehidupan bangsa masa kini dan masa mendatang. Pandangan ini
menjadikan Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan budaya
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bangsa Indonesia yang beragam, diarahkan untuk membangun
kehidupan masa kini, dan untuk membangun dasar bagi kehidupan
bangsa yang lebih baik di masa depan. Mempersiapkan peserta
didik untuk kehidupan masa depan selalu menjadi kepedulian
kurikulum, hal ini mengandung makna bahwa kurikulum adalah
rancangan pendidikan untuk mempersiapkan kehidupan generasi
muda bangsa. Dengan demikian, tugas mempersiapkan generasi
muda bangsa menjadi tugas utama suatu kurikulum. Untuk
mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta
didik, Kurikulum 2013 mengembangkan pengalaman belajar yang
memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk menguasai
kompetensi yang diperlukan bagi kehidupan di masa kini dan masa
depan, dan pada waktu bersamaan tetap mengembangkan
kemampuan mereka sebagai pewaris budaya bangsa dan orang yang
peduli terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa masa kini.
Peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Menurut
pandangan filosofi ini, prestasi bangsa di berbagai bidang
kehidupan di masa lampau adalah sesuatu yang harus termuat
dalam isi kurikulum untuk dipelajari peserta didik. Proses
pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan kepada
peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi
kemampuan berpikir rasional dan kecemerlangan akademik dengan
memberikan makna terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca,
dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan
oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan
psikologis serta kematangan fisik peserta didik. Selain
mengembangkan kemampuan berpikir rasional dan cemerlang
dalam akademik, Kurikulum 2013 memposisikan keunggulan
budaya tersebut dipelajari untuk menimbulkan rasa bangga,
diaplikasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan pribadi,
dalam interaksi sosial di masyarakat sekitarnya, dan dalam
kehidupan berbangsa masa kini.

Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan
intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan
disiplin ilmu. Filosofi ini menentukan bahwa isi kurikulum adalah
disiplin ilmu dan pembelajaran adalah pembelajaran disiplin ilmu
(essentialism). Filosofi ini bertujuan untuk mengembangkan
kemampuan intelektual dan kecemerlangan akademik.

Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa
depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan
intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian,
dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan
bangsa yang lebih baik (experimentalism and social reconstructivism).
Dengan filosofi ini, Kurikulum 2013 bermaksud untuk
mengembangkan potensi peserta didik menjadi kemampuan dalam
berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di masyarakat,
dan untuk membangun kehidupan masyarakat demokratis yang
lebih baik.

Dengan demikian, Kurikulum 2013 menggunakan filosofi sebagaimana
di atas dalam mengembangkan kehidupan individu peserta didik dalam
beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai dan berbagai dimensi
inteligensi yang sesuai dengan diri seorang peserta didik dan diperlukan
masyarakat, bangsa dan umat manusia.
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B. Landasan Sosiologis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar adanya kebutuhan akan
perubahan rancangan dan proses pendidikan dalam rangka memenuhi
dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana
termaktub dalam tujuan pendidikan nasional. Dewasa ini
perkembangan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perubahan ini
dimungkinkan karena berkembangnya tuntutan baru dalam
masyarakat, dunia kerja, dan dunia ilmu pengetahuan yang
berimplikasi pada tuntutan perubahan kurikulum secara terus
menerus. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan selalu dapat menjawab
tuntutan perubahan sesuai dengan jamannya. Dengan demikian
keluaran pendidikan akan mampu memberikan kontribusi secara
optimal dalam upaya membangun masyarakat berbasis pengetahuan
(knowledge-based society).

C. Landasan Psikopedagogis

Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan perwujudan
konsepsi pendidikan yang bersumbu pada perkembangan peserta didik
beserta konteks kehidupannya sebagaimana dimaknai dalam konsepsi
pedagogik transformatif. Konsepsi ini menuntut bahwa kurikulum
harus didudukkan sebagai wahana pendewasaan peserta didik sesuai
dengan perkembangan psikologisnya dan mendapatkan perlakuan
pedagogis sesuai dengan konteks lingkungan dan jamannya.
Kebutuhan ini terutama menjadi prioritas dalam merancang kurikulum
untuk jenjang pendidikan menengah khususnya SMA. Oleh karena itu
implementasi pendidikan di SMA yang selama ini lebih menekankan
pada pengetahuan, perlu dikembangkan menjadi kurikulum yang
menekankan pada proses pembangunan sikap, pengetahuan, dan
keterampilan peserta didik melalui berbagai pendekatan yang
mencerdaskan dan mendidik. Penguasaan substansi mata pelajaran
tidak lagi ditekankan pada pemahaman konsep yang steril dari
kehidupan masyarakat melainkan pembangunan pengetahuan melalui
pembelajaran otentik. Dengan demikian kurikulum dan pembelajaran
selain mencerminkan muatan pengetahuan sebagai bagian dari
peradaban manusia, juga mewujudkan proses pembudayaan peserta
didik sepanjang hayat.

D. Landasan Teoritis

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan
standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis
kompetensi (competency-based curriculum). Pendidikan berdasarkan
standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal
warganegara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar
kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis
kompetensi dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-
luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk
bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak.

Kurikulum 2013 menganut: (1) pembelajaran yang dilakukan guru
(taught curriculum) dalam bentuk proses yang dikembangkan berupa
kegiatan pembelajaran di sekolah, kelas, dan masyarakat; dan (2)
pengalaman belajar langsung peserta didik (learned-curriculum) sesuai
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dengan latar belakang, karakteristik, dan kemampuan awal peserta
didik. Pengalaman belajar langsung individual peserta didik menjadi
hasil belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh peserta didik
menjadi hasil kurikulum.

E. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan
yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional; dan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.

III. STRUKTUR KURIKULUM

A. Kompetensi Inti
Kompetensi Inti Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi
Lulusan (SKL) yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA/MA pada
setiap tingkat kelas. Kompetensi Inti dirancang untuk setiap kelas.
Melalui kompetensi inti, sinkronisasi horisontal berbagai kompetensi
dasar antarmata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain
itu sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran
yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula.
Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut:
1. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual,
2. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial;
3. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan
4. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.
Uraian tentang Kompetensi Inti untuk jenjang SMA/MA dapat dilihat
pada Tabel berikut.

Tabel 1:

Kompetensi Inti SMA/MA

KOMPETENSI INTI
KELAS X

KOMPETENSI INTI
KELAS XI

KOMPETENSI INTI
KELAS XII

. Menghayati dan

mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

1. Menghayati dan

mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

. Menghayati dan

mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya

. Menghayati dan

mengamalkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(gotong royong,
kerjasama, toleran,
damai), santun,
responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan
sikap sebagai bagian
dari solusi atas
berbagai permasalahan

. Menghayati dan

mengamalkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(gotong royong,
kerjasama, toleran,
damai), santun,
responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan
sikap sebagai bagian
dari solusi atas
berbagai permasalahan

. Menghayati dan

mengamalkan perilaku
jujur, disiplin,
tanggungjawab, peduli
(gotong royong,
kerjasama, toleran,
damai), santun,
responsif dan pro-aktif
dan menunjukkan
sikap sebagai bagian
dari solusi atas
berbagai permasalahan
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KOMPETENSI INTI
KELAS X

KOMPETENSI INTI
KELAS XI

KOMPETENSI INTI
KELAS XII

dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia.

dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia

dalam berinteraksi
secara efektif dengan
lingkungan sosial dan
alam serta dalam
menempatkan diri
sebagai cerminan
bangsa dalam
pergaulan dunia

. Memahami,menerapka
n, menganalisis
pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural
berdasarkan rasa
ingintahunya tentang
ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada bidang
kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

. Memahami,

menerapkan, dan
menganalisis
pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural,
dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada bidang
kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

. Memahami,

menerapkan,
menganalisis dan
mengevaluasi
pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural,
dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu
pengetahuan,
teknologi, seni, budaya,
dan humaniora dengan
wawasan
kemanusiaan,
kebangsaan,
kenegaraan, dan
peradaban terkait
penyebab fenomena
dan kejadian, serta
menerapkan
pengetahuan
prosedural pada bidang
kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk
memecahkan masalah

. Mengolah, menalar,
dan menyaji dalam
ranah konkret dan
ranah abstrak terkait
dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya
di sekolah secara
mandiri, dan mampu
menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan

. Mengolah, menalar,

dan menyaji dalam
ranah konkret dan
ranah abstrak terkait
dengan pengembangan
dari yang dipelajarinya
di sekolah secara
mandiri, bertindak
secara efektif dan
kreatif, serta mampu
menggunakan metoda
sesuai kaidah keilmuan

. Mengolah, menalar,

menyaji, dan mencipta
dalam ranah konkret
dan ranah abstrak
terkait dengan
pengembangan dari
yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri
serta bertindak secara
efektif dan kreatif, dan
mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah
keilmuan

B. Mata Pelajaran

Struktur Kurikulum SMA/MA terdiri atas mata pelajaran umum
kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran
peminatan akademik kelompok C. Mata pelajaran peminatan akademik
kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran Peminatan Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam, mata pelajaran Peminatan Ilmu
Pengetahuan Sosial, dan mata pelajaran Peminatan Bahasa dan
Budaya. Khusus untuk MA, dapat ditambah dengan mata pelajaran
keagamaan yang diatur oleh Kementerian Agama.
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Struktur kurikulum SMA/MA adalah sebagai berikut.

Tabel 2: Alokasi Waktu Mata Pelajaran SMA/MA

MATA PELAJARAN ALOKASI WAKTU PER MINGGU
X | XI |  xu
KELOMPOK A (UMUM)
1. |Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3
2. | Pendidikan Pancasila dan
2 2 2
Kewarganegaraan
3. | Bahasa Indonesia 4 4 4
4. | Matematika 4 4 4
S. | Sejarah Indonesia 2 2 2
6. | Bahasa Inggris 2 2 2
KELOMPOK B (UMUM)
7. | Seni Budaya 2 2 2
8. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
3
Kesehatan
9. | Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2
Jumlgh jam pelajaran kelompok A dan B 24 04 24
per minggu
KELOMPOK C (PEMINATAN)
Mata pelajaran peminatan akademik 9 atau 12 | 12 atau 16 | 12 atau 16
Mata pelajaran pilihan 6 atau 9 4 atau 8 4 atau 8
Jumlgh jam pelajaran kelompok A, B, dan C 492 44 44
per minggu
Keterangan:
a. Mata pelajaran Kelompok A dan C merupakan kelompok mata

b.

pelajaran yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat.
Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran
yang muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat
dilengkapi dengan muatan/konten lokal.

Mata pelajaran Kelompok B dapat berupa mata pelajaran muatan
lokal yang berdiri sendiri.

Muatan lokal dapat memuat Bahasa Daerah

Satu jam pelajaran beban belajar tatap muka adalah 45 menit.
Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri,
maksimal 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang
bersangkutan.

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu
sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik dan/atau kebutuhan
akademik, sosial, budaya, dan faktor lain yang dianggap penting,
namun yang diperhitungkan Pemerintah maksimal 2 (dua)
jam/minggu.

Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan Mata Pelajaran Prakarya
dan Kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan
minimal 2 aspek dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik
mengikuti salah satu aspek yang disediakan untuk setiap semester,
aspek yang diikuti dapat diganti setiap semesternya.

Khusus wuntuk Madrasah Aliyah struktur kurikulum dapat
dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang diatur oleh
Kementerian Agama.

Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas Pendidikan Kepramukaan
(wajib), usaha kesehatan sekolah (UKS), palang merah remaja
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(PMR), dan lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi masing-
masing satuan pendidikan.

1. Mata Pelajaran Umum
Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler
yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi
pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai
dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler
yang bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi
pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik terkait
lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni.

2. Mata Pelajaran Peminatan Akademik
Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C merupakan
program kurikuler yang bertujuan mengembangkan kompetensi
sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan
peserta didik sesuai dengan minat, bakat dan/atau kemampuan
akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan.

Tabel 3: Mata Pelajaran Peminatan Akademik

KELAS

MATA PELAJARAN X | XI | Xl
I. Peminatan Matematika dan [lmu Pengetahuan Alam
1 | Matematika 3 4 4
2 | Biologi 3 4 4
3 | Fisika 3 4 4
4 | Kimia 3 4 4
II. Peminatan [lmu Pengetahuan Sosial
1 | Geografi 3 4 4
2 | Sejarah 3 4 4
3 | Sosiologi 3 4 4
4 | Ekonomi 3 4 4
III. Peminatan Bahasa dan Budaya
1 | Bahasa dan Sastra Indonesia 3
2 | Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4

Bahasa dan Sastra Asing Lain (Arab,
3 | Mandarin, Jepang, Korea, Jerman, 3 4 4
Perancis)

4 | Antropologi 3 4 4
Mata Pelajaran Pilihan *)
Lintas minat dan/atau Pendalaman minat | 6 atau 9 4 atau 8 4 atau 8
dan/atau Informatika

3. Mata Pelajaran Pilihan

Mata Pelajaran Pilihan merupakan mata pelajaran yang dikembangkan
berdasarkan kebutuhan dan perkembangan keilmuan, teknologi, dan
seni yang memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan memiliki manfaat
jangka panjang bagi bangsa Indonesia.

Kurikulum SMA/MA dirancang untuk memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk belajar berdasarkan minat mereka. Peserta didik
diperkenankan memilih Mata Pelajaran Lintas Minat dan/atau
Pendalaman Minat dan/atau Mata Pelajaran Informatika.
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Pemilihan Peminatan dan Pemilihan Mata Pelajaran Lintas Minat
dan/atau Pendalaman Minat

Pemilihan peminatan dilakukan peserta didik saat mendaftar pada
SMA/MA berdasarkan nilai rapor Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau yang sederajat,
nilai ujian nasional SMP/MTs atau yang sederajat, rekomendasi
guru bimbingan dan konseling/konselor di SMP/MTs atau yang
sederajat, dan hasil tes penempatan (placement test) ketika
mendaftar di SMA/MA, atau tes bakat dan minat oleh psikolog.
Peserta didik masih mungkin pindah peminatan paling lambat pada
awal semester kedua di Kelas X sepanjang daya tampung peminatan
baru masih tersedia, berdasarkan hasil pembelajaran berjalan pada
semester pertama dan rekomendasi guru bimbingan dan konseling,
peserta didik yang pindah peminatan wajib mengikuti dan tuntas
matrikulasi mata pelajaran yang belum dipelajari sebelum
pembelajaran pada peminatan baru dimulai.

Peserta didik dapat memilih minimal 3 mata pelajaran dari 4 mata
pelajaran yang terdapat pada satu peminatan, 1 mata pelajaran
yang tidak diambil beban belajarnya dialihkan ke mata pelajaran
lintas minat. Selain mengikuti mata pelajaran di peminatan yang
dipilihnya, setiap peserta didik harus mengikuti mata pelajaran
tertentu untuk lintas minat dan/atau pendalaman minat. Bila
peserta didik mengambil 3 mata pelajaran dari peminatan yang
dipilihnya, maka peserta didik tersebut dapat mengambil mata
pelajaran lintas minat sebanyak 9 jam pelajaran (3 mata pelajaran)
di Kelas X atau sebanyak 8 jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas
Xl dan XII. Sedangkan bila peserta didik mengambil 4 mata
pelajaran dari peminatan yang dipilihnya, maka peserta didik
tersebut dapat mengambil mata pelajaran lintas minat sebanyak 6
jam pelajaran (2 mata pelajaran) di Kelas X atau sebanyak 4 jam
pelajaran (1 mata pelajaran) di Kelas XI dan XII.

Peserta didik yang mengambil Peminatan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam atau Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, lintas
minatnya harus diluar peminatan yang dipilihnya. Sedangkan
peserta didik yang mengambil Peminatan Bahasa dan Budaya,
dapat mengambil mata pelajaran lintas minat: (1) di luar; (2) di
dalam; atau (3) sebagian di dalam dan sebagian di luar, peminatan
yang dipilihnya. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya
tetap dari Kelas X sampai dengan XII.

Sebagai contoh, peserta didik Kelas X yang memilih Peminatan
Bahasa dan Budaya, dapat mengambil 3 mata pelajaran yaitu
Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, dan
Antropologi. Lintas minatnya dapat mengambil mata pelajaran: (1)
Biologi, Fisika, dan Kimia; (2) Geografi, Sejarah, dan Ekonomi; (3)
Matematika, Sosiologi, dan Bahasa Jerman; atau (4) Bahasa
Mandarin, Bahasa Arab, dan Bahasa Jepang. Alternatif (1), (2), dan
(3) merupakan contoh lintas minat di luar peminatan yang
dipilihnya, sedangkan alternatif (4) merupakan contoh lintas minat
di dalam peminatan yang dipilihnya. Peserta didik dapat
menentukan pilihannya masing-masing, sesuai dengan sumber
daya (ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimiliki SMA/MA.
SMA/MA yang tidak memiliki Peminatan Bahasa dan Budaya, dapat
menyediakan pilihan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia,
Bahasa dan Sastra Inggris, Antropologi atau salah satu mata
pelajaran dalam kelompok Bahasa Asing Lain sebagai pilihan mata
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pelajaran lintas minat yang dapat diambil peserta didik dari
Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau Kelompok
Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, sesuai dengan sumber daya
(ketersediaan guru dan fasilitas belajar) yang dimilikinya.

Bagi peserta didik yang menggunakan pilihan untuk menguasai
satu mata pelajaran tertentu misalnya bahasa asing tertentu,
dianjurkan untuk memilih mata pelajaran yang sama sejak Kelas X
sampai Kelas XII.

Dianjurkan setiap SMA/MA memiliki ketiga peminatan. Peserta
didik di SMA/MA Kelas XII dapat mengambil mata kuliah pilihan di
perguruan tinggi yang akan diakui sebagai kredit dalam kurikulum
perguruan tinggi yang bersangkutan. Pilihan ini tersedia bagi
peserta didik SMA/MA yang memiliki kerjasama dengan perguruan
tinggi terkait.

Pendalaman minat mata pelajaran tertentu dalam peminatan dapat
diselenggarakan oleh satuan pendidikan melalui kerjasama dengan
perguruan tinggi di kelas XII.

Mata Pelajaran Informatika

Informatika merupakan salah satu disiplin ilmu yang berfungsi
memberikan kemampuan berpikir manusia dalam mengatasi
persoalan-persoalan yang semakin kompleks agar dapat bersaing di
Abad ke-21. Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai salah
satu bagian dari Informatika merupakan kebutuhan dasar peserta
didik agar dapat mengembangkan kemampuannya pada era digital.
Mata Pelajaran Informatika merupakan mata pelajaran pilihan yang
diselenggarakan berdasarkan ketersediaan guru sesuai dengan
kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sarana prasarana pada
satuan pendidikan.

Alokasi waktu untuk Mata Pelajaran Informatika di Kelas X
sebanyak 3 Jam Pelajaran; Kelas XI dan XII masing-masing
sebanyak 4 Jam Pelajaran.

C. Beban Belajar
Beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti
peserta didik dalam satu minggu, satu semester, dan satu tahun
pembelajaran.

1.

2.

3.

4.

Beban belajar di SMA/MA dinyatakan dalam jam pelajaran per

minggu.

a. Beban belajar satu minggu Kelas X adalah minimal 42 jam
pelajaran.

b. Beban belajar satu minggu Kelas XI dan XII adalah minimal 44
jam pelajaran.

Beban belajar di Kelas X dan XI dalam satu semester minimal 18

minggu.

Beban belajar di kelas XII pada semester ganjil minimal 18 minggu

Beban belajar di kelas XII pada semester genap minimal 14 minggu.

Beban belajar bagi SMA/MA yang menyelengarakan Sistem Kredit
Semester (SKS), diatur dalam pedoman SKS.
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D. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar dirumuskan untuk mencapai Kompetensi Inti.

Rumusan Kompetensi Dasar dikembangkan dengan memperhatikan

karakteristik dan kemampuan peserta didik, dan kekhasan masing-

masing mata pelajaran. Kompetensi Dasar meliputi empat kelompok

sesuai dengan pengelompokan Kompetensi Inti sebagai berikut:

1. kelompok 1: kelompok Kompetensi Dasar sikap spiritual dalam
rangka menjabarkan KI-1;

2. kelompok 2: kelompok Kompetensi Dasar sikap sosial dalam rangka
menjabarkan KI-2;

3. kelompok 3: kelompok Kompetensi Dasar pengetahuan dalam
rangka menjabarkan KI-3; dan

4. kelompok 4: kelompok Kompetensi Dasar keterampilan dalam
rangka menjabarkan KI-4.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI
DASAR PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik
dalam mengembangkan kemampuannya pada era
digital, perlu menambahkan dan mengintegrasikan
muatan informatika pada kompetensi dasar dalam
kerangka dasar dan struktur kurikulum 2013 pada
jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan
Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
PELAJARAN PADA KURIKULUM 2013 PADA PENDIDIKAN
DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal I
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 971) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal

yaitu Pasal 2A sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Muatan informatika pada Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI) dapat digunakan sebagai alat
pembelajaran dan/atau dipelajari melalui
ekstrakurikuler dan/atau muatan lokal.

(2) Mata Pelajaran Informatika pada Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA) dimuat dalam Kompetensi Dasar

yang digunakan sebagai acuan pembelajaran.

2. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan
Menengah sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun
2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar

jdih.kemdikbud.go.id



dan Pendidikan Menengah diubah dengan
menambahkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Informatika SMP/MTs pada nomor urut 60 dan
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Informatika
SMA/MA pada nomor urut 61 sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan

Menteri ini.
Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

jdih.kemdikbud.go.id



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Desember 2018

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1692

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001
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SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24
Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH.

Pasal 1

(1) Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
selanjutnya disebut Standar Proses merupakan kriteria
mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan
pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar
menengah untuk mencapai kompetensi lulusan.

(2) Standar Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 65 Tahun 2013 Tentang
Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 955

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001



SALINAN

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR PROSES PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan negara.

Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada
satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar
Proses dikembangkan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan
Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi pesertadidik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk itu setiap satuan
pendidikan melakukan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan proses
pembelajaran serta penilaian proses pembelajaran untuk meningkatkan

efisiensi dan efektivitas ketercapaian kompetensi lulusan.
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Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi maka prinsip

pembelajaran yang digunakan:

1.

2.

o

10.

11.

12.

13.

14.

dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu;

dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis
aneka sumber belajar;

dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan
pendekatan ilmiah;

dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis
kompetensi;

dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu;

dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju
pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif;

peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills)
dan keterampilan mental (softskills);

pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat;

pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan
(ing ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun
karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses
pembelajaran (tut wuri handayani);

pembelajaran yang berlangsung di rumah di sekolah, dan di masyarakat;
pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru,
siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas;
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan

Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta
didik.

Terkait dengan prinsip di atas, dikembangkan standar proses yang mencakup

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,

penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
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BABII
KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN

Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi. Standar Kompetensi Lulusan
memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus
dicapai. Standar Isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan
belajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang
lingkup materi.

Sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan, sasaran pembelajaran
mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang
dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan.

Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses
psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima,
menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan
diperoleh  melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan,
menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui
aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”.
Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta
mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan
ilmiah (scientific), tematik terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik
(dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis
penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry learning). Untuk mendorong
kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik
individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan
pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan

masalah (project based learning).

Rincian gradasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut

Sikap Pengetahuan Keterampilan
Menerima Mengingat Mengamati
Menjalankan Memahami Menanya
Menghargai Menerapkan Mencoba
Menghayati, Menganalisis Menalar
Mengamalkan Mengevaluasi Menyaji
- Mencipta
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Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik
kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SD/MI/SDLB/Paket A
disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik
kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu di SMP/MTs/SMPLB/Paket B
disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Proses pembelajaran
di SMP/MTs/SMPLB/Paket B disesuaikan dengan karakteristik kompetensi
yang mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan
tematik terpadu pada IPA dan IPS.

Karakteristik proses pembelajaran di SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/
Paket C Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun
pendekatan tematik masih dipertahankan.

Standar Proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tuna
netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal.
Secara umum pendekatan belajar yang dipilih berbasis pada teori tentang
taksonomi tujuan pendidikan yang dalam lima dasawarsa terakhir yang secara
umum sudah dikenal luas. Berdasarkan teori taksonomi tersebut, capaian
pembelajaran dapat dikelompokkan dalam tiga ranah yakni: ranah kognitif,
affektif dan psikomotor. Penerapan teori taksonomi dalam tujuan pendidikan di
berbagai negara dilakukan secara adaptif sesuai dengan kebutuhannya masing-
masing. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional telah mengadopsi taksonomi dalam bentuk rumusan sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.

Proses pembelajaran sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ketiga ranah
tersebut secara utuh/holistik, artinya pengembangan ranah yang satu tidak
bisa dipisahkan dengan ranah lainnya. Dengan demikian proses pembelajaran
secara utuh melahirkan kualitas pribadi yang sikap, pengetahuan, dan

keterampilan.
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BAB III
PERENCANAAN PEMBELAJARAN

A. Desain Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk Silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi.

Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan

pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat

penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. Penyusunan Silabus

dan RPP disesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan.

1. Silabus

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk

setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat:

a.

Identitas mata pelajaran (khusus SMP/MTs/SMPLB/Paket B dan
SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/Paket C/ Paket C Kejuruan);

Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
Kompetensi inti, merupakan gambaran secara kategorial mengenai
kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan
yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah,
kelas dan mata pelajaran;

kompetensi dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup
sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau
mata pelajaran;

tema (khusus SD/MI/SDLB/Paket A);

materi pokok, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang
relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai  dengan
rumusan indikator pencapaian kompetensi;

pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan
peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
penilaian, merupakan proses pengumpulan dan pengolahan
informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur
kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan

sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik,

alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

111



b. Silabus dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan
dan Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu.
Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana

pelaksanaan pembelajaran.

. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan
pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP
dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran
peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Setiap
pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif,
inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan
perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun
berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan kali pertemuan atau
lebih.

Komponen RPP terdiri atas:

a. identitas sekolah yaitu nama satuan pendidikan;

b. identitas mata pelajaran atau tema/subtema;

c. kelas/semester;

d. materi pokok;

e. alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk
pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan
jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang
harus dicapai;

f. tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan
menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan
diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi;

e

h. materi pembelajaran, memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur
yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan

rumusan indikator ketercapaian kompetensi;
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metode pembelajaran, digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik
dan KD yang akan dicapai;

media pembelajaran, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk
menyampaikan materi pelajaran;

sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak dan elektronik,
alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan;

langkah-langkah  pembelajaran  dilakukan melalui  tahapan

pendahuluan, inti, dan penutup; dan

m. penilaian hasil pembelajaran.

3. Prinsip Penyusunan RPP

Dalam menyusun RPP hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip

sebagai berikut:

a.

Perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal,
tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar,
kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan Kkhusus,
kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau
lingkungan peserta didik.

Partisipasi aktif peserta didik.

Berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar,
motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi dan
kemandirian.

Pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang
untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam
bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan
program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan
remedi.

Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indicator pencapaian
kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan
pengalaman belajar.

Mengakomodasi pembelajaran tematik-terpadu, keterpaduan lintas

mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.
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h. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi,

sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.
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BAB IV
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

A. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Alokasi Waktu Jam Tatap Muka Pembelajaran

a. SD/MI : 35 menit
b. SMP/MTs : 40 menit
c. SMA/MA : 45 menit

d. SMK/MAK : 45 menit

2. Rombongan belajar
Jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dan jumlah
maksimum peserta didik dalam setiap rombongan belajar dinyatakan

dalam tabel berikut:

Jumlah
Jumlah Maksimum
Satuan
No L Rombongan Peserta Didik Per
Pendidikan )
Belajar Rombongan
Belajar
1. | SD/MI 6-24 28
2. | SMP/MTs 3-33 32
3. | SMA/MA 3-36 36
4. | SMK 3-72 36
5. | SDLB 6 5}
6. | SMPLB 3
7. | SMALB 3

3. Buku Teks Pelajaran
Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan

peserta didik.
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4. Pengelolaan Kelas dan Laboratorium

a.

e

Guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta
mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama.

Guru wajib menjadi teladan bagi peserta didik dalam menghayati
dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan
sumber daya lain sesuai dengan tujuan dan karakteristik proses
pembelajaran.

Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus
dapat didengar dengan baik oleh peserta didik.

Guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah
dimengerti oleh peserta didik.

Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan
kemampuan belajar peserta didik.

Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, dan
keselamatan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.

Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons
dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran
berlangsung.

Guru mendorong dan menghargai peserta didik untuk bertanya dan
mengemukakan pendapat.

Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi.

Pada tiap awal semester, guru menjelaskan kepada peserta didik
silabus mata pelajaran; dan

Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan

waktu yang dijadwalkan.
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B. Pelaksanaan Pembelajaran
Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi
kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.
1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru wajib:

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti
proses pembelajaran;

b. memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai
manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari,
dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan
internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang
peserta didik;

c. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan
sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

d. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan
dicapai; dan

e. menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan

sesuai silabus.

2. Kegiatan Inti
Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran,
media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan
karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan
tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiri
dan penyingkapan (discovery) dan/atau pembelajaran yang
menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (project based
learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang
pendidikan.
a. Sikap
Sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang
dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan,
menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Seluruh aktivitas
pembelajaran  berorientasi pada tahapan kompetensi yang

mendorong peserta didik untuk melakuan aktivitas tersebut.
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b.

Pengetahuan

Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami,
menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga mencipta.
Karakteritik aktivititas belajar dalam domain pengetahuan ini
memiliki perbedaan dan kesamaan dengan aktivitas belajar dalam
domain keterampilan. Untuk memperkuat pendekatan saintifik,
tematik terpadu, dan tematik sangat disarankan untuk menerapkan
belajar  berbasis  penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry
learning). Untuk mendorong peserta didik menghasilkan karya
kreatif dan kontekstual, baik individual maupun kelompok,
disarankan yang menghasilkan karya berbasis pemecahan
masalah (project based learning).

Keterampilan

Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya,
mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi (topik
dan sub topik) mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan
harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses
pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan
tersebut perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modus
belajar  berbasis  penyingkapan/penelitian (discovery/inquiry
learning) dan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis

pemecahan masalah (project based learning).

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didik baik secara

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi:

a.

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang
diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat
langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah

berlangsung;

. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;

melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas,
baik tugas individual maupun kelompok; dan
menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan

berikutnya.
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BABV
PENILATAN PROSES DAN HASIL PEMBELAJARAN

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik
(authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil
belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan
menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang
mampu menghasilkan dampak instruksional (instructional effect) pada aspek
pengetahuan dan dampak pengiring (nurturant effect) pada aspek sikap.

Hasil penilaian otentik digunakan guru untuk merencanakan program
perbaikan (remedial) pembelajaran, pengayaan (enrichment), atau pelayanan
konseling. Selain itu, hasil penilaian otentik digunakan sebagai bahan untuk
memperbaiki proses pembelajaran sesuai dengan Standar Penilaian
Pendidikan. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses
pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya,
rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran
dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan
menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis. Hasil
evaluasi akhir diperoleh dari gabungan evaluasi proses dan evaluasi hasil

pembelajaran.
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BAB VI
PENGAWASAN PROSES PEMBELAJARAN

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan,
supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan
berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh kepala

satuan pendidikan dan pengawas.

1. Prinsip Pengawasan
Pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna

peningkatan mutu secara berkelanjutan.

2. Sistem dan Entitas Pengawasan
Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas,
dan dinas pendidikan dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.
a. Kepala Sekolah, Pengawas dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu.
b. Kepala Sekolah dan Pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk

supervisi akademik dan supervise manajerial.

3. Proses Pengawasan

a. Pemantauan
Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan
melalui antara lain, diskusi  kelompok  terfokus, pengamatan,
pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

b. Supervisi
Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan melalui
antara lain, pemberian contoh pembelajaran di  kelas, diskusi,
konsultasi, atau pelatihan.

c. Pelaporan
Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses
pembelajaran disusun dalam bentuk laporan untuk kepentingan tindak

lanjut pengembangan keprofesionalan pendidik secara berkelanjutan.
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d.Tindak Lanjut
Tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam bentuk:
1) Penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja
yang memenuhi atau melampaui standar; dan
2) pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program

pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001
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SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu
disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam
penilaian hasil belajar;

b. bahwa dalam rangka pengendalian mutu penilaian hasil
belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan
pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar

Penilaian Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);



Menetapkan :

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1

. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai

lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan
instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang
digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar
peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan

menengah.

. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta

didik.

. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik,

antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar

pada suatu lingkungan belajar.



4.

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur
pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan
dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan

perbaikan hasil belajar Peserta Didik.

. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan

untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian

dari suatu satuan pendidikan.

. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM

adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh
satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi
kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta
didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan
pendidikan.
BAB II
LINGKUP PENILAIAN

Pasal 2

Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan

menengah terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

penilaian hasil belajar oleh pendidik;
penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Pasal 3
Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar
dan pendidikan menengah meliputi aspek:
a. sikap;
b. pengetahuan; dan
c. keterampilan.
Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik
untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku
peserta didik.
Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk

mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.



(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur kemampuan peserta didik menerapkan
pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.

Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh

pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.

BAB III
TUJUAN PENILAIAN

Pasal 4
Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk
memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar,
dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara
berkesinambungan.
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan
untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan
untuk semua mata pelajaran.
Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk
menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional

pada mata pelajaran tertentu.

BAB IV
PRINSIP PENILAIAN

Pasal 5

Prinsip penilaian hasil belajar:

a.

sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang
mencerminkan kemampuan yang diukur;

objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan
kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau
merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus
serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat

istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.



(1)

(2)

(3)

terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen
yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan
dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak
yang berkepentingan;
menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian
mencakup semua  aspek kompetensi  dengan
menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai,
untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan
peserta didik;
sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana
dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
beracuan Kkriteria, berarti penilaian didasarkan pada
ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
akuntabel, berarti penilaian dapat
dipertanggungjawabkan, baik dari segimekanisme,

prosedur, teknik, maupun hasilnya.

BAB V
BENTUK PENILATAN

Pasal 6

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam

bentuk wulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau

bentuk lain yang diperlukan.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:

a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi
Peserta Didik;

b. memperbaiki proses pembelajaran; dan

c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian,
tengah semester, akhir semester, akhir tahun.
dan/atau kenaikan kelas.

Pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh

Direktorat Jenderal terkait.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pasal 7
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan
dalam bentuk ujian sekolah/madrasah.
Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.
Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh
satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk
melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan mutu
pendidikan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3),
satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan
minimal serta kriteria dan/atau kenaikan kelas peserta
didik.

Pasal 8
Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam
bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang
diperlukan.
Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk
Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk:
a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
b. pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan
berikutnya; dan
c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan

mutu pendidikan.



(1)

(2)

(1)

BAB VI
MEKANISME PENILAIAN

Pasal 9

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik:

a.

perancangan  strategi penilaian oleh  pendidik
dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;

penilaian aspek sikap dilakukan melalui
observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang
relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali
kelas atau guru kelas;

penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes
tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan
kompetensi yang dinilai;

penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik,
produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai
dengan kompetensi yang dinilai;

peserta didik yang belum mencapai KKM satuan
pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan
hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan
keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk

angka dan/atau deskripsi.

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh

pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh

Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

Pasal 10

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan:

a.

penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik
melalui rapat dewan pendidik;

penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada
semua mata pelajaran mencakup aspek sikap,
pengetahuan, dan keterampilan;

penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan

melalui ujian sekolah/madrasah;



(2)

d. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir
semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat
dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh Satuan
Pendidikan dan hasil penilaian oleh Pendidik; dan

e. kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari
satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan
pendidik.

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh

satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun

oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

Pasal 11

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah:

a.

penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam
bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam
rangka pengendalian mutu pendidikan;

penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait
untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan.

hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk
sertifikat hasil UN;

hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk
dijadikan masukan dalam perbaikan proses
pembelajaran;

hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu
program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan
seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; serta
pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan
pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu
pendidikan;

bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dapat
dilakukan dalam bentuk survei dan/atau sensus; dan
bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur

dengan Peraturan Menteri.



(1)

(2)

(3)

(1)

BAB VI
PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 12

Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan:

a.

C.
d.

mengamati  perilaku  peserta  didik selama
pembelajaran;

mencatat perilaku peserta didik dengan
menggunakan lembar observasi/pengamatan;
menindaklanjuti hasil pengamatan; dan

mendeskripsikan perilaku peserta didik.

Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan:

menyusun perencanaan penilaian,;

mengembangkan instrumen penilaian;
melaksanakan penilaian;

memanfaatkan hasil penilaian; dan

melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka

dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan:

a.
b.

C.

menyusun perencanaan penilaian;

mengembangkan instrumen penilaian;
melaksanakan penilaian;

memanfaatkan hasil penilaian; dan

melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka

dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Pasal 13

Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh

pendidik dilakukan dengan urutan:

a.

menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada
RPP yang telah disusun;

menyusun kisi-kisi penilaian;

membuat instrumen penilaian berikut pedoman
penilaian;

melakukan analisis kualitas instrumen;

melakukan penilaian;

mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan



(2)

(3)

(4)

10

hasil penilaian;

g. melaporkan hasil penilaian; dan

h. memanfaatkan laporan hasil penilaian.

Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan

dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan

urutan:

a. menetapkan KKM;

b. menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran;

c. menyusun instrumen penilaian dan pedoman
penskorannya;

d. melakukan analisis kualitas instrumen;

e. melakukan penilaian;

f.  mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan
hasil penilaian,;

g. melaporkan hasil penilaian; dan

h. memanfaatkan laporan hasil penilaian.

Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah

dilakukan dengan urutan:

a. menyusun kisi-kisi penilaian;

b. menyusun instrumen penilaian dan pedoman
penskorannya,;

c. melakukan analisis kualitas instrumen;

d. melakukan penilaian,;

e. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan
hasil penilaian;

f.  melaporkan hasil penilaian; dan

g. memanfaatkan laporan hasil penilaian.

Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur Penilaian oleh

Pendidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) serta

Penilaian oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disusun oleh

Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian.
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BAB VII
INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 14

(1) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam
bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan
perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai
dengan karakteristik kompetensi dan tingkat
perkembangan peserta didik.

(2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan
pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian
sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi,
konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas
empirik.

(3) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah
dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi,
konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik
serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan

antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang
Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
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Pasal 16
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 897

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001



STANDAR PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
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SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

: bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 28 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi
Guru;

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);

4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;



5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun
2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK
DAN KOMPETENSI GURU.

Pasal 1

(1) Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi
guru yang berlaku secara nasional.

(2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Ketentuan mengenai guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi
akademik  diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) akan diatur dengan
Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan dan

Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478






SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 16 TAHUN 2007 TANGGAL 4 MEI 2007

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU

A. KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

1.

Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal
mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/
Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah
dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah
pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah
atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar
biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa
(SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah
kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*), sebagai berikut.

a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA
Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik
pendidikan minimum diploma empat (D-1V) atau sarjana (S1) dalam
bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari
program studi yang terakreditasi.

b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI
Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki
kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-1V)
atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-1V/S1
PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi
yang terakreditasi.

c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs
Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-1V) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata
pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi
yang terakreditasi.

d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA
Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-1V) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata
pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi
yang terakreditasi.
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e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB
Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat,
harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma
empat (D-1V) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau
sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu,
dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK*
Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus
memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat
(D-1V) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata
pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi
yang terakreditasi.

2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan
Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat
sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan
tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui
uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi
seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh
perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Keterangan:
Tanda * pada halaman ini dan halaman-halaman berikutmya, hanya untuk guru
kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif.
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STANDAR KOMPETENSI GURU

Standar kompetensi guru ini dikembangkan secara utuh dari empat
kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan
profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang
dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI,
dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK*
sebagai berikut.

Tabel 1
Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA

No.

KOMPETENSI INTI GURU KOMPETENSI GURU TK/PAUD

Kompetensi Pedagodik

1.

Menguasai karakteristik peserta 1.1  Memahami karakteristik peserta didik
didik dari aspek fisik, moral, sosial, usia TK/PAUD yang berkaitan dengan

kultural, emosional, dan intelektual. aspek fisik, intelektual, sosial-emosional,
moral, dan latar belakang sosial-budaya.

1.2 Mengidentifikasi potensi peserta didik
usia TK/PAUD dalam berbagai bidang
pengembangan.

1.3 Mengidentifikasi kemampuan awal
peserta didik usia TK/PAUD dalam
berbagai bidang pengembangan.

1.4 Mengidentifikasi kesulitan pesertadidik
usia TK/PAUD dalam berbagai bidang
Pengembangan.

Menguasai teori belajar dan prinsip- 2.1 Memahami berbagai teori belajar dan

prinsip pembelajaran yang mendidik. prinsip-prinsip bermain sambil belajar
yang mendidik yang terkait dengan
berbagai bidang pengembangan di
TK/PAUD.

2.2 Menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode, dan teknik bermain
sambil belajar yang bersifat holistik,
otentik, dan bemakna, yang terkait

di TK/PAUD.

Mengembangkan kurikulum yang 3.1 Memahami prinsip-prinsip
terkait dengan bidang pengembangan kurikulum.
pengembangan yang diampu. 3.2 Menentukan tujuan kegiatan
pengembangan yang mendidik.
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No.

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU TK/PAUD

3.3

3.4

3.5

3.6

Menentukan kegiatan bermain sambil
belajar yang sesuai untuk mencapai
tujuan pengembangan.

Memilih materi kegiatan pengembangan
yang mendidik yaitu kegiatan bermain
sambil belajar sesuai dengan tujuan
pengembangan

Menyusun perencanaan semester,
mingguan dan harian dalam berbagai
kegiatan pengembangan di TK/PAUD.
Mengembangkan indikator dan instrumen
penilaian.

Menyelenggarakan kegiatan
pengembangan yang mendidik

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Memahami prinsip-prinsip perancangan
kegiatan pengembangan yang mendidik
dan menyenangkan.

Mengembangkan komponen-komponen
rancangan kegiatan pengembangan yang
mendidik dan menyenangkan.

Menyusun rancangan kegiatan
pengembangan yang mendidik yang
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam
kelas, maupun di luar kelas.

Menerapkan kegiatan bermain yang
bersifat holistik, otentik, dan bermakna.
Menciptakan suasana bermain yang
menyenangkan, inklusif, dan demokratis
Memanfaatkan media dan sumber belajar
yang sesuai dengan pendekatan bermain
sambil belajar.

Menerapkan tahapan bermain anak
dalam kegiatan pengembangan di
TK/PAUD.

Mengambil keputusan transaksional
dalam kegiatan pengembangan di
TK/PAUD sesuai dengan situasi yang
berkembang.

Memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk kepentingan
penyelenggaraan kegiatan
pengembangan yang mendidik.

5.1

Memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan kualitas
kegiatan pengembangan yang mendidik.

Memfasilitasi pengembangan
potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.

6.1

Menyediakan berbagai kegiatan bermain
sambil belajar untuk mendorong peserta

didik mengembangkan potensinya secara
optimal termasuk kreativitasnya.
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No.

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU TK/PAUD

Berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan peserta
didik.

71

7.2

Memahami berbagai strategi
berkomunikasi yang efektif, empatik dan
santun, baik secara lisan maupun
tulisan.

Berkomunikasi secara efektif, empatik,
dan santun dengan peserta didik dengan
bahasa yang khas dalam interaksi
pembelajaran yang terbangun secara
siklikal dari (a) penyiapan kondisi
psikologis peserta didik, (b) memberikan
pertanyaan atau tugas sebagai undangan
kepada peserta didik untuk merespons,
(c) respons peserta didik, (d) reaksi guru
terhadap respons peserta didik, dan
seterusnya.

Menyelenggarakan penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Memahami prinsip-prinsip penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar sesuai
dengan karakteristik lima mata pelajaran
SD/MI.

Menentukan aspek-aspek proses dan
hasil belajar yang penting untuk dinilai
dan dievaluasi sesuai dengan
karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
Menentukan prosedur penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.
Mengembangkan instrumen penilaian
dan evaluasi proses dan hasil belajar.
Mengadministrasikan penilaian proses
dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan mengunakan
berbagai instrumen.

Menganalisis hasil penilaian proses dan
hasil belajar untuk berbagai tujuan.
Melakukan evaluasi proses dan hasil
belajar.

Memanfaatkan hasil penilaian dan
evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran.

9.1

Menggunakan informasi hasil penilaian
dan evaluasi untuk menentukan
ketuntasan belajar.

9.2

9.3

9.4

Menggunakan informasi hasil penilaian
dan evaluasi untuk merancang program
remedial dan pengayaan.
Mengkomunikasikan hasil penilaian dan
evaluasi kepada pemangku kepentingan.
Memanfaatkan informasi hasil penilaian
dan evaluasi pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
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No.

KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU TK/PAUD

10. Melakukan tindakan reflektif untuk 10.1  Melakukan refleksi terhadap
peningkatan kualitas pembelajaran. pembelajaran yang telah dilaksanakan.

10.2 Memanfaatkan hasil refleksi untuk
perbaikan dan pengembangan lima mata
pelajaran SD/MI.

10.3 Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.

Kompetensi Kepribadian

11. Bertindak sesuai dengan norma 11.1  Menghargai peserta didik tanpa
agama, hukum, sosial, dan membedakan keyakinan yang dianut,
kebudayaan nasional Indonesia. suku, adat-istiadat, daerah asal, dan

gender.

11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama
yang dianut, hukum dan norma sosial
yang berlaku dalam masyarakat, serta
kebudayaan nasional Indonesia yang
beragam.

12. Menampilkan diri sebagai pribadi 12.1  Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
yang jujur, berakhlak mulia, dan 12.2  Berperilaku yang mencerminkan
teladan bagi peserta didik dan ketakwaan, dan akhlak mulia.
masyarakat. 12.3 Berperilaku yang dapat diteladani oleh

peserta didik dan anggota masyarakat di
sekitarnya.

13. Menampilkan diri sebagai pribadi 13.1  Menampilkan diri sebagai pribadi yang
yang mantap, stabil, dewasa, arif, mantap dan stabil.
dan berwibawa. 13.2 Menampilkan diri sebagai pribadi yang

dewasa, arif, dan berwibawa.

14. Menunjukkan etos kerja, 14.1  Menunjukkan etos kerja dan tanggung
tanggungjawab yang tinggi, rasa jawab yang tinggi.
bangga menjadi guru, dan rasa 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada
percaya diri. diri sendiri.

14.3 Bekerja mandiri secara profesional.

15. | Menjunjung tinggi kode etik profesi 15.1  Memahami kode etik profesi guru.
guru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru.

15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik

guru.
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KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU TK/PAUD

Kompetensi Sosial

16. Bersikap inklusif, bertindak objektif, 16.1  Bersikap inklusif dan objektif terhadap
serta tidak diskriminatif karena peserta didik, teman sejawat dan
pertimbangan jenis kelamin, agama, lingkungan sekitar dalam melaksanakan
ras, kondisi fisik, latar belakang pembelajaran.
keluarga, dan status sosial ekonomi. | 16.2 Tidak bersikap diskriminatif terhadap

peserta didik, teman sejawat, orang tua
peserta didik dan lingkungan sekolah
karena perbedaan agama, suku, jenis
kelamin, latar belakang keluarga, dan
status sosial-ekonomi.

17. Berkomunikasi secara efektif, 17.1  Berkomunikasi dengan teman sejawat
empatik, dan santun dengan dan komunitas ilmiah lainnya secara
sesama pendidik, tenaga santun, empatik dan efektif.
kependidikan, orang tua, dan 17.2 Berkomunikasi dengan orang tua peserta
masyarakat. didik dan masyarakat secara santun,

empatik, dan efektif tentang program
pembelajaran dan kemajuan peserta
didik.

17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik
dan masyarakat dalam program
pembelajaran dan dalam mengatasi
kesulitan belajar peserta didik.

18. Beradaptasi di tempat bertugas di 18.1  Beradaptasi dengan lingkungan tempat
seluruh wilayah Republik Indonesia bekerja dalam rangka meningkatkan
yang memiliki keragaman sosial efektivitas sebagai pendidik, termasuk
budaya. memahami bahasa daerah setempat.

18.2 Melaksanakan berbagai program dalam
lingkungan kerja untuk mengembangkan
dan meningkatkan kualitas pendidikan di
daerah yang bersangkutan.

19. Berkomunikasi dengan komunitas 19.1  Berkomunikasi dengan teman sejawat,
profesi sendiri dan profesi lain profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah
secara lisan dan tulisan atau bentuk lainnya melalui berbagai media dalam
lain. rangka meningkatkan kualitas

pendidikan.

19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi

pembelajaran kepada komunitas profesi
sendiri secara lisan dan tulisan atau
bentuk lain.
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KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU TK/PAUD

Kompetensi Profesional

20. Menguasai materi, struktur, konsep, | 20.1 Menguasai konsep dasar matematika,
dan pola pikir keilmuan yang sains, bahasa, pengetahuan sosial,
mendukung mata pelajaran yang agama, seni, pendidikan jasmani,
diampu. kesehatan dan gizi sebagai sarana

pengembangan untuk setiap bidang
pengembangan anak TK/PAUD.

20.2 Menguasai penggunaan berbagai alat
permainan untuk mengembangkan aspek
fisik, kognitif, sosial-emosional, nilai
moral, sosial budaya, dan bahasa anak
TK/PAUD.

20.3 Menguasai berbagai permainan anak.

21. Menguasai standar kompetensi dan | 21.1  Memahami kemampuan anak TK/PAUD
kompetensi dasar mata dalam setiap bidang pengembangan.
pelajaran/bidang pengembangan 21.2 Memahami kemajuan anak dalam setiap
yang diampu. bidang pengembangan di TK/PAUD.

21.3 Memahami tujuan setiap kegiatan
pengembangan.

22. Mengembangkan materi 22.1  Memilih materi bidang pengembangan
pembelajaran yang diampu secara yang sesuai dengan tingkat
kreatif. perkembangan peserta didik.

22.2 Mengolah materi bidang pengembangan
secara kreatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

23. Mengembangkan keprofesionalan 23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja
secara berkelanjutan dengan sendiri secara terus menerus.
melakukan tindakan reflektif. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam

rangka peningkatan keprofesionalan.

23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk peningkatan keprofesionalan.

23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan
belajar dari berbagai sumber.

24, Memanfaatkan teknologi informasi 241 Memanfaatkan teknologi informasi dan
dan komunikasi untuk komunikasi dalam berkomunikasi.
berkomunikasi dan 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan

mengembangkan diri.

komunikasi untuk pengembangan diri.
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Tabel 2

Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI

No. KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

Kompetensi Pedagodik

L. Menguasai karakteristik peserta
didik dari aspek fisik, moral,
sosial, kultural, emosional, dan
intelektual.

1.1

1.2

1.3

1.4

Memahami karakteristik peserta didik usia
sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek
fisik, intelektual, sosial-emosional, moral,
spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
Mengidentifikasi potensi peserta didik usia
sekolah dasar dalam lima mata pelajaran
SD/MIL.

Mengidentifikasi kemampuan awal peserta
didik usia sekolah dasar dalam lima mata
pelajaran SD/MI.

Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar
usia sekolah dasar dalam lima mata
pelajaran SD/MI.

2. | Menguasai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik.

2.1

2.2

23

Memahami berbagai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.
Menerapkan berbagai pendekatan, strateqi,
metode, dan teknik pembelajaran yang
mendidik secara kreatif dalam lima mata
pelajaran SD/MI.

Menerapkan pendekatan pembelajaran
tematis, khususnya di kelas-kelas awal
SD/MIL.

3. Mengembangkan kurikulum yang
terkait dengan mata
pelajaran/bidang pengembangan
yang diampu.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Memahami prinsip-prinsip pengembangan
kurikulum.

Menentukan tujuan lima mata pelajaran
SD/MI.

Menentukan pengalaman belajar yang
sesuai untuk mencapai tujuan lima mata
pelajaran SD/MI

Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI
yang terkait dengan pengalaman belajar
dan tujuan pembelajaran.

Menata materi pembelajaran secara benar
sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan
karakteristik peserta didik usia SD/MI.
Mengembangkan indikator dan instrumen
penilaian.

4. Menyelenggarakan pembelajaran
yang mendidik.

4.1

Memahami prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang mendidik.
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KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Mengembangkan komponen-komponen
rancangan pembelajaran.

Menyusun rancangan pembelajaran yang
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas,
laboratorium, maupun lapangan.
Melaksanakan pembelajaran yang mendidik
di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
Menggunakan media pembelajaran sesuai
dengan karakteristik peserta didik dan lima
mata pelajaran SD/MI untuk mencapai
tujuan pembelajaran secara utuh.
Mengambil keputusan transaksional dalam

lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan
situasi yang berkembang.

Memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk
kepentingan pembelajaran.

5.1

Memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pembelajaran.

Memfasilitasi pengembangan
potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.

6.1

6.2

Menyediakan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi belajar secara
optimal.

Menyediakan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mengaktualisasikan
potensi peserta didik, termasuk
kreativitasnya.

Berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan
peserta didik.

71

7.2

Memahami berbagai strategi berkomunikasi
yang efektif, empatik dan santun, baik
secara lisan maupun tulisan.
Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan
santun dengan peserta didik dengan
bahasa yang khas dalam interaksi
pembelajaran yang terbangun secara
siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis
peserta didik, (b) memberikan pertanyaan
atau tugas sebagai undangan kepada
peserta didik untuk merespons, (c) respons
peserta didik, (d) reaksi guru terhadap
respons peserta didik, dan seterusnya.

Menyelenggarakan penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.

8.1 Memahami prinsip-prinsip penilaian dan

evaluasi proses dan hasil belajar sesuai
dengan karakteristik lima mata pelajaran
SD/MIL.
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KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Menentukan aspek-aspek proses dan hasil
belajar yang penting untuk dinilai dan
dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima
mata pelajaran SD/MI.

Menentukan prosedur penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.
Mengembangkan instrumen penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.

Mengadministrasikan penilaian proses dan
hasil belajar secara berkesinambungan
dengan mengunakan berbagai instrumen.
Menganalisis hasil penilaian proses dan
hasil belajar untuk berbagai tujuan.
Melakukan evaluasi proses dan hasil
belajar.

9. Memanfaatkan hasil penilaian dan
evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran.

9.1

9.2

9.3

9.4

Menggunakan informasi hasil penilaian dan
evaluasi untuk menentukan ketuntasan
belajar.

Menggunakan informasi hasil penilaian dan
evaluasi untuk merancang program
remedial dan pengayaan.
Mengkomunikasikan hasil penilaian dan
evaluasi kepada pemangku kepentingan.
Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan
evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran.

10. | Melakukan tindakan reflektif untuk
peningkatan kualitas
pembelajaran.

10.1

10.2

10.3

Melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang telah dilaksanakan.

Memanfaatkan hasil refleksi untuk
perbaikan dan pengembangan lima mata
pelajaran SD/MI.

Melakukan penelitian tindakan kelas untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran lima
mata pelajaran SD/MI.

Kompetensi Kepribadian

11. | Bertindak sesuai dengan norma
agama, hukum, sosial, dan
kebudayaan nasional Indonesia.

11.2

Menghargai peserta didik tanpa
membedakan keyakinan yang dianut, suku,
adat-istiadat, daerah asal, dan gender.
Bersikap sesuai dengan norma agama yang
dianut, hukum dan norma sosial yang
berlaku dalam masyarakat, serta
kebudayaan nasional Indonesia yang
beragam.
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KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

12. | Menampilkan diri sebagai pribadi | 12.1  Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
yang jujur, berakhlak mulia, dan 12.2  Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan
teladan bagi peserta didik dan dan akhlak mulia.
masyarakat. 12.3  Berperilaku yang dapat diteladani oleh

peserta didik dan anggota masyarakat di
sekitarnya.

13. | Menampilkan diri sebagai pribadi | 13.3  Menampilkan diri sebagai pribadi yang
yang mantap, stabil, dewasa, arif, mantap dan stabil.
dan berwibawa. 13.2  Menampilkan diri sebagai pribadi yang

dewasa, arif, dan berwibawa.

14. | Menunjukkan etos kerja, tanggung | 14.1  Menunjukkan etos kerja dan tanggung
jawab yang tinggi, rasa bangga jawab yang tinggi.
menjadi guru, dan rasa percaya 14.2  Bangga menjadi guru dan percaya pada diri
diri. sendiri.

14.3  Bekerja mandiri secara profesional.

15. | Menjunjung tinggi kode etik 15.1  Memahami kode etik profesi guru.
profesi guru. 15.2  Menerapkan kode etik profesi guru.

15.3  Berperilaku sesuai dengan kode etik guru.
Kompetensi Sosial

16. | Bersikap inklusif, bertindak 16.1  Bersikap inklusif dan objektif terhadap
objektif, serta tidak diskriminatif peserta didik, teman sejawat dan
karena pertimbangan jenis lingkungan sekitar dalam melaksanakan
kelamin, agama, ras, kondisi fisik, pembelajaran.
latar belakang keluarga, dan 16.2  Tidak bersikap diskriminatif terhadap
status sosial ekonomi. peserta didik, teman sejawat, orang tua

peserta didik dan lingkungan sekolah
karena perbedaan agama, suku, jenis
kelamin, latar belakang keluarga, dan status
sosial-ekonomi.

17. | Berkomunikasi secara efektif, 17.1  Berkomunikasi dengan teman sejawat dan
empatik, dan santun dengan komunitas ilmiah lainnya secara santun,
sesama pendidik, tenaga empatik dan efektif.
kependidikan, orang tua, dan 17.2  Berkomunikasi dengan orang tua peserta
masyarakat. didik dan masyarakat secara santun,

empatik, dan efektif tentang program
pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
17.3  Mengikutsertakan orang tua peserta didik

dan masyarakat dalam program
pembelajaran dan dalam mengatasi
kesulitan belajar peserta didik.
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KOMPETENSI GURU KELAS SD/MI

18. | Beradaptasi di tempat bertugas di
seluruh wilayah Republik
Indonesia yang memiliki
keragaman sosial budaya.

18.1

18.2

Beradaptasi dengan lingkungan tempat
bekerja dalam rangka meningkatkan
efektivitas sebagai pendidik, termasuk
memahami bahasa daerah setempat.
Melaksanakan berbagai program dalam
lingkungan kerja untuk mengembangkan
dan meningkatkan kualitas pendidikan di
daerah yang bersangkutan.

19. | Berkomunikasi dengan komunitas
profesi sendiri dan profesi lain
secara lisan dan tulisan atau
bentuk lain.

19.1

19.2

Berkomunikasi dengan teman sejawat,
profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya
melalui berbagai media dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan.
Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi
pembelajaran kepada komunitas profesi
sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk
lain.

Kompetensi Profesional

20. | Menguasai materi, struktur,
konsep, dan pola pikir keilmuan
yang mendukung mata pelajaran
yang diampu.

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

20.8

Bahasa Indonesia

Memahami hakikat bahasa dan
pemerolehan bahasa.

Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam
bahasa Indonesia.

Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa
Indonesia sebagai rujukan penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia
(menyimak, berbicara, membaca, dan
menulis)

Memahami teori dan genre sastra
Indonesia.

Mampu mengapresiasi karya sastra
Indonesia, secara reseptif dan produktif.

Matematika

Menguasai pengetahuan konseptual dan
prosedural serta keterkaitan keduanya
dalam konteks materi aritmatika, aljabar,
geometri, trigonometri, pengukuran,
statistika, dan logika matematika.

Mampu menggunakan matematisasi
horizontal dan vertikal untuk
menyelesaikan masalah matematika dan
masalah dalam dunia nyata.
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20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

Mampu menggunakan pengetahuan
konseptual, prosedural, dan keterkaitan
keduanya dalam pemecahan masalah
matematika, serta. penerapannya dalam
kehidupan sehari-hari.

Mampu menggunakan alat peraga, alat
ukur, alat hitung, dan piranti lunak
komputer.

IPA

Mampu melakukan observasi gejala alam
baik secara langsung maupun tidak
langsung.

Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-
hukum ilmu pengetahuan alam dalam
berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
Memahami struktur ilmu pengetahuan alam,
termasuk hubungan fungsional
antarkonsep, yang berhubungan dengan
mata pelajaran IPA.

IPS

Menguasai materi keilmuan yang meliputi
dimensi pengetahuan, nilai, dan
keterampilan IPS.

Mengembangkan materi, struktur, dan
konsep keilmuan IPS.

Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan
prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam
konteks kebhinnekaan masyarakat
Indonesia dan dinamika kehidupan global.
Memahami fenomena interaksi
perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, kehidupan agama, dan
perkembangan masyarakat serta saling
ketergantungan global.

PKn

Menguasai materi keilmuan yang meliputi
dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan
perilaku yang mendukung kegiatan
pembelajaran PKn.

Menguasai konsep dan prinsip kepribadian
nasional dan demokrasi konstitusional
Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta
tanah air serta bela negara.

Menguasai konsep dan prinsip
perlindungan, pemajuan HAM, serta
penegakan hukum secara adil dan benar.
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20.21 Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan
norma kewarganegaraan Indonesia yang
demokratis dalam konteks kewargaan
negara dan dunia.

21. | Menguasai standar kompetensi 211  Memahami standar kompetensi limamata
dan kompetensi dasar mata pelajaran SD/MI.
pelajaran/bidang pengembangan | 21.2 Memahami kompetensi dasar lima mata
yang diampu. pelajaran SD/MI.

21.3  Memahami tujuan pembelajaran lima mata
pelajaran SD/MI.

22. | Mengembangkan materi 22.1  Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI
pembelajaran yang diampu yang sesuai dengan tingkat perkembangan
secara kreatif. peserta didik.

22.2  Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI
secara integratif dan kreatif sesuai dengan
tingkat perkembangan peserta didik.

23. | Mengembangkan keprofesionalan | 23.1  Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri
secara berkelanjutan dengan secara\ terus menerus.
melakukan tindakan reflektif. 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka

peningkatan keprofesionalan.

23.3  Melakukan penelitian tindakan kelas untuk
peningkatan keprofesionalan.

23.4  Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar
dari berbagai sumber.

24. | Memanfaatkan teknologi informasi | 24.1  Memanfaatkan teknologi informasi dan
dan komunikasi untuk komunikasi dalam berkomunikasi.
berkomunikasi dan 242 Memanfaatkan teknologi informasi dan

mengembangkan diri.

komunikasi untuk pengembangan diri.
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Tabel 3
Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA, dan SMK/MAK*

No. KOMPETENSI INTI GURU

KOMPETENSI GURU MATA PELAJARAN

Kompetensi Pedagodik

1. Menguasai karakteristik
peserta didik dari aspek fisik,
moral, spiritual, sosial, kultural,
emosional, dan intelektual.

1.1

1.2

1.3

1.4

Memahami karakteristik peserta didik
yang berkaitan dengan aspek fisik,
intelektual, sosial-emosional, moral,
spiritual, dan latar belakang sosial-
budaya.

Mengidentifikasi potensi peserta didik
dalam mata pelajaran yang diampu.
Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta
didik dalam mata pelajaran yang diampu.
Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta
didik dalam mata pelajaran yang diampu.

2. Menguasai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran
yang mendidik.

2.1

2.2

Memahami berbagai teori belajar dan
prinsip-prinsip pembelajaran yang
mendidik terkait dengan mata pelajaran
yang diampu.

Menerapkan berbagai pendekatan,
strategi, metode, dan teknik pembelajaran
yang mendidik secara kreatif dalam mata
pelajaran yang diampu.

3. Mengembangkan kurikulum
yang terkait dengan mata
pelajaran yang diampu.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Memahami prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum.

Menentukan tujuan pembelajaran yang
diampu.

Menentukan pengalaman belajar yang
sesuai untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang diampu.

Memilih materi pembelajaran yang
diampu yang terkait dengan pengalaman
belajar dan tujuan pembelajaran.
Menata materi pembelajaran secara
benar sesuai dengan pendekatan yang
dipilih dan karakteristik peserta didik.
Mengembangkan indikator dan instrumen
penilaian.

4. Menyelenggarakan
pembelajaran yang mendidik.

4.1

4.2

Memahami prinsip-prinsip perancangan
pembelajaran yang mendidik.
Mengembangkan komponen-komponen
rancangan pembelajaran.
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4.3

Menyusun rancangan pembelajaran yang
lengkap, baik untuk kegiatan di dalam
kelas, laboratorium, maupun lapangan.

4.4

4.5

4.6

Melaksanakan pembelajaran yang
mendidik di kelas, di laboratorium, dan di
lapangan dengan memperhatikan standar
keamanan yang dipersyaratkan.

Menggunakan media pembelajaran dan
sumber belajar yang relevan dengan
karakteristik peserta didik dan mata
pelajaran yang diampu untuk mencapai
tujuan pembelajaran secara utuh.
Mengambil keputusan transaksional
dalam pembelajaran yang diampu sesuai
dengan situasi yang berkembang.

Memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi
untuk kepentingan
pembelajaran.

5.1

Memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam pembelajaran yang
diampu.

Memfasilitasi pengembangan
potensi peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimiliki.

6.1

6.2

Menyediakan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi secara optimal.
Menyediakan berbagai kegiatan
pembelajaran untuk mengaktualisasikan
potensi peserta didik, termasuk
kreativitasnya.

Berkomunikasi secara efektif,
empatik, dan santun dengan
peserta didik.

7.1

7.2

Memahami berbagai strategi
berkomunikasi yang efektif, empatik, dan
santun, secara lisan, tulisan, dan/atau
bentuk lain.

Berkomunikasi secara efektif, empatik,
dan santun dengan peserta didik dengan
bahasa yang khas dalam interaksi
kegiatan/permainan yang mendidik yang
terbangun secara siklikal dari (a)
penyiapan kondisi psikologis peserta didik
untuk ambil bagian dalam permainan
melalui bujukan dan contoh, (b) ajakan
kepada peserta didik untuk ambil bagian,
(c) respons peserta didik terhadap ajakan
guru, dan (d) reaksi guru terhadap
respons peserta didik, dan seterusnya.
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Menyelenggarakan penilaian
dan evaluasi proses dan hasil
belajar.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Memahami prinsip-prinsip penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar sesuai
dengan karakteristik mata pelajaran yang
diampu.

Menentukan aspek-aspek proses dan
hasil belajar yang penting untuk dinilai
dan dievaluasi sesuai dengan
karakteristik mata pelajaran yang diampu.
Menentukan prosedur penilaian dan
evaluasi proses dan hasil belajar.
Mengembangkan instrumen penilaian
dan evaluasi proses dan hasil belajar.
Mengadministrasikan penilaian proses
dan hasil belajar secara
berkesinambungan dengan mengunakan
berbagai instrumen.

Menganalisis hasil penilaian proses dan
hasil belajar untuk berbagai tujuan.
Melakukan evaluasi proses dan hasil
belajar.

Memanfaatkan hasil penilaian
dan evaluasi untuk
kepentingan pembelajaran.

9.1

9.2

9.3

9.4

Menggunakan informasi hasil penilaian
dan evaluasi untuk menentukan
ketuntasan belajar

Menggunakan informasi hasil penilaian
dan evaluasi untuk merancang program
remedial dan pengayaan.
Mengkomunikasikan hasil penilaian dan
evaluasi kepada pemangku kepentingan.
Memanfaatkan informasi hasil penilaian
dan evaluasi pembelajaran untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.

10.

Melakukan tindakan reflektif
untuk peningkatan kualitas
pembelajaran.

10.1

10.2

10.3

Melakukan refleksi terhadap
pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Memanfaatkan hasil refleksi untuk
perbaikan dan pengembangan
pembelajaran dalam mata pelajaran yang
diampu.

Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dalam mata pelajaran yang
diampu.
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Kompetensi Kepribadian

11. Bertindak sesuai dengan 111 Menghargai peserta didik tanpa
norma agama, hukum, sosial, membedakan keyakinan yang dianut,
dan kebudayaan nasional suku, adat-istiadat, daerah asal, dan
Indonesia. gender.

11.2 Bersikap sesuai dengan norma agama
yang dianut, hukum dan sosial yang
berlaku dalam masyarakat, dan
kebudayaan nasional Indonesia yang
beragam.

12. Menampilkan diri sebagai 121 Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
pribadi yang jujur, berakhlak 12.2  Berperilaku yang mencerminkan
mulia, dan teladan bagi ketakwaan dan akhlak mulia.
peserta didik dan masyarakat. 12.3 Berperilaku yang dapat diteladan oleh

peserta didik dan anggota masyarakat di
sekitarnya.

13. Menampilkan diri sebagai 13.1  Menampilkan diri sebagai pribadi yang
pribadi yang mantap, stabil, mantap dan stabil.
dewasa, arif, dan berwibawa. 13.2  Menampilkan diri sebagai pribadi yang

dewasa, arif, dan berwibawa.

14. Menunjukkan etos kerja, 14T Menunjukkan etos kerja dan tanggung
tanggung jawab yang tinggi, jawab yang tinggi.
rasa bangga menjadi guru, 14.2 Bangga menjadi guru dan percaya pada
dan rasa percaya diri. diri sendiri.

14.3  Bekerja mandiri secara profesional.

15. Menjunjung tinggi kode etik 15.1  Memahami kode etik profesi guru.
profesi guru. 15.2 Menerapkan kode etik profesi guru.

15.3 Berperilaku sesuai dengan kode etik
profesi guru.

Kompetensi Sosial

16. Bersikap inklusif, bertindak 16.1  Bersikap inklusif dan objektif terhadap
objektif, serta tidak peserta didik, teman sejawat dan
diskriminatif karena lingkungan sekitar dalam melaksanakan
pertimbangan jenis kelamin, 16.2 pembelajaran.

agama, ras, kondisi fisik, latar
belakang keluarga, dan status
sosial ekonomi.

Tidak bersikap diskriminatif terhadap
peserta didik, teman sejawat, orang tua
peserta didik dan lingkungan sekolah
karena perbedaan agama, suku, jenis
kelamin, latar belakang keluarga, dan
status sosial-ekonomi.
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17. Berkomunikasi secara efektif, 171 Berkomunikasi dengan teman sejawat
empatik, dan santun dengan dan komunitas ilmiah lainnya secara
sesama pendidik, tenaga santun, empatik dan efektif.
kependidikan, orang tua, dan 17.2  Berkomunikasi dengan orang tua peserta
masyarakat. didik dan masyarakat secara santun,

empatik, dan efektif tentang program
pembelajaran dan kemajuan peserta
didik.

17.3 Mengikutsertakan orang tua peserta didik
dan masyarakat dalam program
pembelajaran dan dalam mengatasi
kesulitan belajar peserta didik.

18. Beradaptasi di tempat 18.1  Beradaptasi dengan lingkungan tempat
bertugas di seluruh wilayah bekerja dalam rangka meningkatkan
Republik Indonesia yang efektivitas sebagai pendidik.
memiliki keragaman sosial 18.2  Melaksanakan berbagai program dalam
budaya. lingkungan kerja untuk mengembangkan

dan meningkatkan kualitas pendidikan di
daerah yang bersangkutan.

19. Berkomunikasi dengan 19.1  Berkomunikasi dengan teman sejawat,
komunitas profesi sendiri dan profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah
profesi lain secara lisan dan lainnya melalui berbagai media dalam
tulisan atau bentuk lain. rangka meningkatkan kualitas

pembelajaran.

19.2 Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi
pembelajaran kepada komunitas profesi
sendiri secara lisan dan tulisan maupun
bentuk lain.

Kompetensi Profesional

20. | Menguasai materi, struktur, Jabaran kompetensi Butir 20 untuk masing-
konsep, dan pola pikir masing guru mata pelajaran disajikan setelah
keilmuan yang mendukung tabel ini.
mata pelajaran yang diampu.

21. Menguasai standar 211  Memahami standar kompetensi mata
kompetensi dan kompetensi pelajaran yang diampu.
dasar mata pelajaran yang 21.2 Memahami kompetensi dasar mata
diampu. pelajaran yang diampu.

21.3 Memahami tujuan pembelajaran yang
diampu.

22. Mengembangkan materi 22.1  Memilih materi pembelajaran yang

pembelajaran yang diampu
secara kreatif.

diampu sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.
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22.2 Mengolah materi pelajaran yang diampu
secara kreatif sesuai dengan tingkat
perkembangan peserta didik.

23. Mengembangkan 23.1 Melakukan refleksi terhadap kinerja
keprofesionalan secara sendiri secara terus menerus.
berkelanjutan dengan 23.2 Memanfaatkan hasil refleksi dalam
melakukan tindakan reflektif. rangka peningkatan keprofesionalan.

23.3 Melakukan penelitian tindakan kelas
untuk peningkatan keprofesionalan.

23.4 Mengikuti kemajuan zaman dengan
belajar dari berbagai sumber.

24, Memanfaatkan teknologi 241 Memanfaatkan teknologi informasi dan
informasi dan komunikasi komunikasi dalam berkomunikasi.
untuk mengembangkan diri. 24.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk pengembangan diri.

Kompetensi Inti Guru butir 20 untuk setiap guru mata pelajaran dijabarkan
sebagai berikut.

1. Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Agama pada SD/MI,
SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK*

1.1 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam

— Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

— Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

1.2 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Kristen

— Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.

— Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Kristen.
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1.3 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Katolik

— Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.

— Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Katolik.
1.4 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Hindu

— Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.

— Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Hindu.

1.5 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Buddha

— Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.

— Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Buddha.

1.6 Kompetensi Guru Pendidikan Agama Konghucu

— Menginterpretasikan materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu
yang relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu.

— Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Konghucu.

2. Kompetensi Guru mata pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK*

— Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

— Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), nilai dan sikap
kewarganegaraan (civic disposition), dan ketrampilan kewarganegaraan
(civic skills).

— Menunjukkan manfaat mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan.

3. Kompetensi Guru mata pelajaran Seni Budaya pada SD/MI, SMP/MTs,
dan SMA/MA, SMK/MAK*

— Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan (mencakup
materi yang bersifat konsepsi, apresiasi, dan kreasi/rekreasi) yang
mendukung pelaksanaan pembelajaran seni budaya (seni rupa, musik,
tari, teater) dan keterampilan.
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— Menganalisis materi, struktur, konsep, dan pola pikir ilmu-ilmu yang
relevan dengan pembelajaran Seni Budaya.

. Kompetensi Guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
Kesehatan pada SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, SMK/MAK*

— Menjelaskan dimensi filosofis pendidikan jasmani termasuk etika sebagai
aturan dan profesi.

— Menjelaskan perspektif sejarah pendidikan jasmani.

— Menjelaskan dimensi anatomi manusia, secara struktur dan fungsinya

— Menjelaskan aspek kinesiologi dan kinerja fisik manusia.

— Menjelaskan aspek fisiologis manusia dan efek dari kinerja latihan.

— Menjelaskan aspek psikologi pada kinerja manusia, termasuk motivasi
dan tujuan, kecemasan dan stress, serta persepsi diri.

— Menjelaskan aspek sosiologi dalam kinerja diri, termasuk dinamika sosial;
etika dan perilaku moral, dan budaya, suku, dan perbedaan jenis kelamin.

— Menjelaskan teori perkembangan gerak, termasuk aspek-aspek yang
mempengaruhinya.

— Menjelaskan teori belajar gerak, termasuk keterampilan dasar dan
kompleks dan hubungan timbal balik di antara domain kognitif, afektif dan
psikomotorik.

. Kompetensi Guru mata pelajaran Matematika pada SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK*

— Menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem
bilangan dan teori bilangan.

— Menggunakan pengukuran dan penaksiran.

— Menggunakan logika matematika.

— Menggunakan konsep-konsep geometri.

— Menggunakan konsep-konsep statistika dan peluang.

— Menggunakan pola dan fungsi.

— Menggunakan konsep-konsep aljabar.

— Menggunakan konsep-konsep kalkulus dan geometri analitik.

— Menggunakan konsep dan proses matematika diskrit.

— Menggunakan trigonometri.

— Menggunakan vektor dan matriks.

— Menjelaskan sejarah dan filsafat matematika.

— Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, piranti lunak
komputer, model matematika, dan model statistika.
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6. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada SMP/MTs,
SMA/MA, SMK/MAK*

— Mengoperasikan komputer personal dan periferalnya.

— Merakit, menginstalasi, men-setup, memelihara dan melacak serta
memecahkan masalah (troubleshooting) pada komputer personal.

— Melakukan pemrograman komputer dengan salah satu bahasa
pemrograman berorientasi objek.

— Mengolah kata (word processing) dengan komputer personal.

— Mengolah lembar kerja (spreadsheet) dan grafik dengan komputer
personal.

— Mengelola pangkalan data (data base) dengan komputer personal atau
komputer server.

— Membuat presentasi interaktif yang memenuhi kaidah komunikasi visual
dan interpersonal.

— Membuat media grafis dengan menggunakan perangkat lunak publikasi.
— Membuat dan memelihara jaringan komputer (kabel dan nirkabel).

— Membuat dan memelihara situs laman (web).

— Menggunakan sarana telekomunikasi (telephone, mobilephone, faximile).

— Membuat dan menggunakan media komunikasi, termasuk pemrosesan
gambar, audio dan video.

— Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam disiplin atau
materi pembelajaran lain dan sebagai media komunikasi.

— Mendesain dan mengelola lingkungan pembelajaran/sumber daya dengan
memperhatikan standar kesehatan dan keselamatan.

— Mengoperasikan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung
pembelajaran.

— Memahami EULA (End User Licence Agreement) dan keterbatasan serta
keluasan penggunaan perangkat lunak secara legal.

7. Kompetensi Guru mata pelajaran IPA pada SMP/MTs

— Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori IPA serta
penerapannya secara fleksibel.

— Memahami proses berpikir IPA dalam mempelajari proses dan gejala alam

— Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala
alam.

— Memahami hubungan antar berbagai cabang IPA, dan hubungan IPA
dengan matematika dan teknologi.

— Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum
alam sederhana.
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— Menerapkan konsep, hukum, dan teori IPAuntuk menjelaskan berbagai
fenomena alam.

— Menjelaskan penerapan hukum-hukum IPA dalam teknologi terutama
yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

— Memahami lingkup dan kedalaman IPA sekolah.

— Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan IPA.

— Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium IPA sekolah.

— Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak
komputer untuk meningkatkan pembelajaran IPA di kelas, laboratorium.

— Merancang eksperimen |IPA untuk keperluan pembelajaran atau
penelitian

— Melaksanakan eksperimen IPA dengan cara yang benar.

— Memahami sejarah perkembangan I[PA dan pikiran-pikiran yang
mendasari perkembangan tersebut.

. Kompetensi Guru Mata pelajaran Biologi pada SMA/MA, SMK/MAK*

— Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori biologi serta
penerapannya secara fleksibel.

— Memahami proses berpikir biologi dalam mempelajari proses dan gejala
alam.

— Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala
alam/biologi.

— Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu
Biologi dan ilmu-ilmu lain yang terkait.

— Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum
biologi.

— Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika kimia dan matematika
untuk menjelaskan/mendeskripsikan fenomena biologi.

— Menjelaskan penerapan hukum-hukum biologi dalam teknologi yang
terkait dengan biologi terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan
sehari-hari.

— Memahami lingkup dan kedalaman biologi sekolah.

— Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu
biologi dan ilmu-ilmu yang terkait.

— Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium biologi sekolah.

— Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak
komputer untuk meningkatkan pembelajaran biologi di kelas, laboratorium
dan lapangan.

— Merancang eksperiment biologi untuk keperluan pembelajaran atau
penelitian.

— Melaksanakan eksperiment biologi dengan cara yang benar.
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Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khusunya biologi
dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

9. Kompetensi Guru mata pelajaran Fisika pada SMA/MA, SMK/MAK*

Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori fisika serta
penerapannya secara fleksibel.

Memahami proses berpikir fisika dalam mempelajari proses dan gejala
alam.

Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala
alam.

Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu
Fisika dan ilmu-ilmu lain yang terkait.

Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum
fisika.

Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika untuk menjelaskan fenomena
biologi, dan kimia.

Menjelaskan penerapan hukum-hukum fisika dalam teknologi terutama
yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Memahami lingkup dan kedalaman fisika sekolah.

Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu
fisika dan ilmu-ilmu yang terkait.

Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium fisika sekolah.

Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak
komputer untuk meningkatkan pembelajaran fisika di kelas, laboratorium,
dan lapangan.

Merancang eksperimen fisika untuk keperluan pembelajaran atau
penelitian.

Melaksanakan eksperimen fisika dengan cara yang benar.

Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khususnya fisika
dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

10. Kompetensi Guru mata pelajaran Kimia pada SMA/MA, SMK/MAK*

Memahami konsep-konsep, hukum-hukum, dan teori-teori kimia yang
meliputi struktur, dinamika, energetika dan kinetika serta penerapannya
secara fleksibel.

Memahami proses berpikir kimia dalam mempelajari proses dan gejala
alam.

Menggunakan bahasa simbolik dalam mendeskripsikan proses dan gejala
alam/kimia.

Memahami struktur (termasuk hubungan fungsional antar konsep) ilmu
Kimia dan ilmu-ilmu lain yang terkait.

Bernalar secara kualitatif maupun kuantitatif tentang proses dan hukum
kimia.
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1.

12.

13.

Menerapkan konsep, hukum, dan teori fisika dan matematika untuk
menjelaskan/mendeskripsikan fenomena kimia.

Menjelaskan penerapan hukum-hukum kimia dalam teknologi yang terkait
dengan kimia terutama yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-
hari.

Memahami lingkup dan kedalaman kimia sekolah.

Kreatif dan inovatif dalam penerapan dan pengembangan bidang ilmu
yang terkait dengan mata pelajaran kimia.

Menguasai prinsip-prinsip dan teori-teori pengelolaan dan keselamatan
kerja/belajar di laboratorium kimia sekolah.

Menggunakan alat-alat ukur, alat peraga, alat hitung, dan piranti lunak
komputer untuk meningkatkan pembelajaran kimia di kelas, laboratorium
dan lapangan.

Merancang eksperiment kimia untuk keperluan pembelajaran atau
penelitian.

Melaksanakan eksperiment kimia dengan cara yang benar.

Memahami sejarah perkembangan IPA pada umumnya khusunya kimia
dan pikiran-pikiran yang mendasari perkembangan tersebut.

Kompetensi Guru mata pelajaran limu Pengetahuan Sosial (IPS) pada
SMP/MTs

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir mata pelajaran IPS
baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun global.

Membedakan struktur keilmuan IPS dengan Ilimu-ilmu Sosial.
Menguasai konsep dan pola pikir keilmuan dalam bidang IPS.
Menunjukkan manfaat mata pelajaran IPS.

Kompetensi Guru mata pelajaran Ekonomi pada SMA/MA, SMK/MAK*

Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran Ekonomi.

Membedakan pendekatan-pendekatan Ekonomi.
Menunjukkan manfaat mata pelajaran Ekonomi.

Kompetensi Guru mata pelajaran Sosiologi pada SMA/MA, SMK/IMAK*

Memahami materi, struktur, dan pola pikir keilmuan yang mendukung
mata pelajaran Sosiologi.

Memahami angkah-langkah kerja ilmuwan sosial.
Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sosioligi.

174



14.

15.

16.

17.

Kompetensi Guru mata pelajaran Antropologi pada SMA/MA, SMK/MAK*

Memahami materi, struktur, dan konsep pola pikir keilmuan yang
mendukung mata pelajaran Antropologi.

Membedakan jenis-jenis Antropologi.

Menunjukkan manfaat mata pelajaran Antropologi.

Kompetensi Guru mata pelajaran Geogafi pada SMA/MA, SMK/MAK*

Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek geografi.
Membedakan pendekatan-pendekatan geografi.

Menguasai materi geografi secara luas dan mendalam
Menunjukkan manfaat mata pelajaran geografi

Kompeten5| Guru mata pelajaran Sejarah pada SMA/MA, SMK/MAK*

Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek Sejarah.
Membedakan pendekatan-pendekatan Sejarah.

Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam.

Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sejarah.

Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP/MTs,
SMA/MA, SMK/MAK*

Memahami konsep, teori, dan materi berbagai aliran linguistik yang
terkait dengan pengembangan materi pembelajaran bahasa.

Memahami hakekat bahasa dan pemerolehan bahasa.
Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.

Menguasai kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan
bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
Mengapresiasi karya sastra secara reseptif dan produktif.

18. Kompetensi Guru mata pelajaran Bahasa Asing
18.1. Kompetensi Guru Bahasa Inggris pada SD/MI, SMP/MTs, dan

SMA/MA, SMK/MAK*

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Inggris (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Inggris lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).
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18.2. Kompetensi Guru Bahasa Arab pada SMA/MA, SMK/MAK*

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Arab (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Arab lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).

18.3. Kompetensi Guru Bahasa Jerman pada SMA/MA, SMK/MAK*

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Jerman (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Jerman lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).

18.4. Kompetensi Guru Bahasa Perancis pada SMA/MA, SMK/MAK*

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Perancis (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Perancis lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).

18.5. Kompetensi Guru Bahasa Jepang pada SMA/MA, SMK/IMAK*

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Jepang (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Jepang lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).

18.6. Kompetensi Guru Bahasa Mandarin pada SMA/MA, SMK/MAK*

— Memiliki pengetahuan tentang berbagai aspek kebahasaan dalam
bahasa Mandarin (linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis).

— Menguasai bahasa Mandarin lisan dan tulis, reseptif dan produktif
dalam segala aspek komunikatifnya (linguistik, wacana,
sosiolinguistik, dan strategis).

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Salinan sesuai dengan aslinya. TTD.
Biro Hukum dan Organisasi BAMBANG SUDIBYO
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
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NIP 131479478

BAB IV
STANDAR ANTARA

Penjelasan Pasal 94 butir c pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berbunyi: "Sebelum standar
kualifikasi akademik berlaku efektif, BSNP mengembangkan Standar Antara
yang secara bertahap menuju pencapaian standar kualifikasi pendidik
sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah ini”. Rumusan ini
mengharuskan dikembangkannya Standar Antara. Standar Antara diperlukan
untuk kepentingan sertifikasi guru yang diberlakukan pada masa transisi yaitu
selama 15 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan. Setelah masa transisi tersebut, Standar
Antara tidak diberlakukan lagi.

Standar Antara ditentukan berdasarkan analisis keadaan nyata kualifikasi
akademik guru di lapangan dan kualifikasi akademik yang dikehendaki oleh
ketentuan perundang-undangan. Menyadari hal tersebut di atas dan
mempertimbangkan tingkat kesiapan pada pemerintah, maka bagi guru yang
belum berkualifikasi D-IV/S1, namun telah berkualifikasi D-Il untuk Guru TK/RA,
SD/MI, dan D-Ill untuk Guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK* dapat diberikan
kesempatan untuk memperoleh sertifikat B melalui uji kompetensi sehingga

dapat memenuhi Standar Antara seperti yang termuat dalam Tabel 4.

Tabel 4
Persyaratan Standar Antara
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Minimal Penguasaan
Kompetensi Secara

Kualifikasi Akademik Keseluruhan
50% 75%
D-Il (Guru TK/RA dan SD/MI) Sertfikat B -

D-IlIl (Guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK*) Sertfikat B -

D-IV/S1 (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA,
SMK/MAK*)

Sertfikat B Sertfikat A

Keterangan Tabel 4:
*) Hanya untuk guru kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif

Sertifikat B mempersyaratkan minimal rata-rata persentase untuk setiap kompetensi
inti guru 40%.

Sertifikat A mempersyaratkan minimal rata-rata persentase untuk setiap kompetensi
inti guru 60%.

Kedua jenis tingkat sertifikasi tersebut dapat ditempuh oleh guru yang
berada di lapangan untuk memungkinkan mereka yang sekarang baru
mempunyai kualifikasi akademik D-ll untuk guru TK/RA dan SD/MI, D-lll untuk
guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK* dan yang sederajat untuk dapat mengikuti
uji kompetensi sambil menunggu kesempatan mengikuti pendidikan S1 yang
relevan.

Sertifikat A diberikan kepada guru yang berkualifikasi akademik D-1V/S1
yang lulus uji kompetensi dengan penguasaan kompetensi secara keseluruhan
minimal 75% dan rata-rata persentase untuk setiap butir kompetensi inti guru
minimal 60%. Sertifikat B diberikan kepada guru yang memiliki kualifikasi
akademik D-II untuk guru TK/RA dan SD/MI atau D-IlIl untuk guru SMP/MTs,
SMA/MA, SMK/MAK* dan yang sederajat, dengan penguasaan kompetensi
secara keseluruhan minimal 50% dan rata-rata persentase untuk setiap
kompetensi inti guru minimal 40%.

Mereka yang telah berkualifikasi D-Il untuk guru TK/RA dan SD/MI atau D-
Il untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK* dan yang sederajat dapat
mengikuti uji kompetensi dan jika berhasil akan mendapat sertifikat B, karena

belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik.
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SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2007
TENTANG
STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun
2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun
2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/
MADRASAH.



Pasal 1

(1) Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib
memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional.

(2) Standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan dan

Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478



SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 17 APRIL 2007

TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi Umum,
dan Kualifikasi Khusus.

1. Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai
berikut:

a.

Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-
IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang
terakreditasi;

Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-
tingginya 56 tahun;

Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-
kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan

Memiliki pangkat serendah-rendahnya lll/c bagi pegawai negeri
sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan
yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:

a.

b.

Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah

sebagai berikut:

1) Berstatus sebagai guru TK/RA;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA; dan

3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga
yang ditetapkan Pemerintah.

Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai

berikut:

1) Berstatus sebagai guru SD/MI;

2) Menmiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI;dan

3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga
yang ditetapkan Pemerintah.
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. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs) adalah sebagai berikut:
1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs;dan
3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)

adalah sebagai berikut:

1) Berstatus sebagai guru SMA/MA;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan

3) Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

(SMK/MAK) adalah sebagai berikut:

1) Berstatus sebagai guru SMK/MAK;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK;dan

3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama

Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa

(SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut:

1) Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan
SDLB/SMPLB/SMALB;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/SMPLB/SMALB;
dan

3) Memiliki sertifikat kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh
lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut:

1) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai
kepala sekolah;

2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan
pendidikan; dan

3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga
yang ditetapkan Pemerintah.



B. KOMPETENSI

NO.

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

Kepribadian

1.1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan
tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak
mulia bagi komunitas disekolah/madrasah.

1.2 Memiliki integritas kepribadian sebagai
pemimpin.

1.3 Memiliki keinginan yang kuat dalam
pengembangan diri sebagai kepala
sekolah/madrasah.

1.4 Bersikap terbuka dalam melaksanakantugas
pokok dan fungsi.

1.5 Mengendalikan diridalam menghadapi masalah
dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/
madrasah.

1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai
pemimpin pendidikan.

Manajerial

2.1 Menyusun perencanaan sekolah/madrasah
untuk berbagai tingkatan perencanaan.

2.2 Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah
sesuai dengan kebutuhan.

2.3 Memimpinsekolah/madrasahdalamrangka
pendayagunaan sumber daya sekolah/
madrasah secara optimal.

2.4 Mengelolaperubahandan pengembangan
sekolah/madrasah menuju organisasi
pembelajar yang efektif.

2.5. Menciptakan budaya dan iklim sekolah/
madrasah yang kondusif dan inovatif bagi
pembelajaran peserta didik.

2.6 Mengelola guru dan staf dalam rangka
pendayagunaan sumber daya manusia secara
optimal.

2.7 Mengelola sarana dan prasarana sekolah/
madrasah dalam rangka pendayagunaan secara
optimal.




NO.

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

2.8 Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan
masyarakat dalam rangka pencarian dukungan
ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/
madrasah.

2.9 Mengelola peserta didik dalam rangka
penerimaan peserta didik baru, dan
penempatan dan pengembangan kapasitas
peserta didik.

2.10 Mengelola pengembangan kurikulum dan
kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan
tujuan pendidikan nasional.

2.11.Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai
dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel,
transparan, dan efisien.

2.12 Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah
dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/
madrasah.

2.13 Mengelola unit layanan khusus sekolah/
madrasah dalam mendukung kegiatan
pembelajaran dan kegiatan peserta didik di
sekolah/madrasah.

2.14 Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah
dalam mendukung penyusunan program dan
pengambilan keputusan.

2.15 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen
sekolah/madrasah.

2.16 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan program kegiatan sekolah/
madrasah dengan prosedur yang tepat, serta
merencanakan tindak lanjutnya.

Kewirausahaan

3.1 Menciptakan inovasi yang berguna bagi
pengembangan sekolah/madrasah.

3.2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan
sekolah/madrasah sebagaiorganisasipembelajar
yang efektif.




NO.

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

3.3

Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
sebagai pemimpin sekolah/madrasah.

3.4

Pantang menyerah dan selalu mencari solusi
terbaik dalam menghadapi kendala yang
dihadapi sekolah/madrasanh.

3.5

Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola
kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah
sebagai sumber belajar peserta didik.

Supervisi

3.1

Merencanakan program supervisiakademik
dalam rangka peningkatan profesionalisme
guru.

3.2 Melaksanakan supervisi akademik terhadap

guru dengan menggunakan pendekatan dan
teknik supervisi yang tepat.

3.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik

terhadap guru dalam rangka peningkatan
profesionalisme guru.

Sosial

4.1

Bekerja sama dengan pihak lain untuk
kepentingan sekolah/madrasah

4.2

Berpartisipasi dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan.

4.3

Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau
kelompok lain.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum |,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO







SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/
Madrasah,;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

2 1.

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun

2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun
2007;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA TENTANG STANDAR TENAGA ADMINISTRASI
SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal 1

(1) Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga

administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus
sekolah/madrasah.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah,
seseorang wajib memenuhi standar tenaga administrasi sekolah/madrasah
yang berlaku secara nasional.

(3) Standar tenaga administrasi sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyelenggara sekolah/madrasah dapat menetapkan perangkapan jabatan
tenaga administrasi pada sekolah/madrasah yang diselenggarakannya.

Pasal 3

Penyelenggara  sekolah/madrasah  waijib menerapkan standar tenaga
administrasi sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,
selambat-lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.

BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi
Regpartemen Pendidikan Nasional,
U Mgepaié %aglan Penyusunan Rancangan

/f f;/f eTat(jPah Perundang -undangan dan Bantuan Hukum I,




SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008

STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH/MADRASAH
A. KUALIFIKASI

Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas kepala tenaga
administrasi sekolah/madrasah, pelaksana urusan, dan petugas layanan
Khusus.

1. Kepala Tenaga Administrasi SD/MI/SDLB

Kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB dapat diangkat apabila sekolah/
madrasah memiliki lebih dari 6 (enam) rombongan belajar. Kualifikasi
kepala tenaga administrasi SD/MI/SDLB adalah sebagai berikut:

a. Berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, program
studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga
administrasi sekolah/madrasah minimal 4 (empat) tahun.

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari
lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kepala Tenaga Administrasi SMP/MTs/SMPLB

Kepala tenaga administrasi SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi sebagai

berikut:

a. Berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, program studi
yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi
sekolah/ madrasah minimal 4 (empat) tahun.

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari
lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

3. Kepala Tenaga Administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB

Kepala tenaga administrasi SMA/MA/SMK/MAK/SMALB berkualifikasi

sebagai berikut:

a. Berpendidikan S1 program studi yang relevan dengan pengalaman
kerja sebagai tenaga administrasi sekolah/madrasah minimal 4
(empat) tahun, atau D3 dan yang sederajat, program studi yang
relevan, dengan pengalaman Kkerja sebagai tenaga administrasi
sekolah/madrasah minimal 8 (delapan) tahun.

b. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari
lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.



10.

11.

Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat,
dan dapat diangkat apabila jumlah pendidik dan tenaga kependidikan
minimal 50 orang.

Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan

Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan,
atau SMA/MA dan memiliki sertfikat yang relevan.

Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat.
Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat,
dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9
(sembilan) rombongan belajar.

Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan
Berpendidikan minimal lulusan SMK/MAK, program studi yang relevan.
Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat
dan dapat diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 9
(sembilan) rombongan belajar.

Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum

Berpendidikan minimal lulusan SMA/MA/SMK/MAK atau yang sederajat
dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki minimal 12 rombongan
belajar.

Pelaksana Urusan Administrasi Umum untuk SD/MI/SDLB

Berpendidikan minimal SMK/MAK/SMA/MA atau yang sederajat.



12.Petugas Layanan Khusus

a.

b.

Penjaga Sekolah/Madrasah

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

Tukang Kebun

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat dan
diangkat apabila luas lahan kebun sekolah/madrasah minimal 500 m?.
Tenaga Kebersihan

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.
Pengemudi

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat, memiliki
SIM yang sesuai, dan diangkat apabila sekolah/madrasah memiliki
kendaraan roda empat.

Pesuruh

Berpendidikan minimal lulusan SMP/MTs atau yang sederajat.

B. KOMPETENSI

1. Kepala Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah

Kompetensi kepribadian, sosial, teknis, dan manajerial bagi kepala tenaga
administrasi sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI

1. Kompetensi | 1.1 Memiliki integritas | 1.1.1 Berperilaku sesuai dengan
Kepribadian dan akhlak mulia kode etik

1.1.2 Bertindak konsisten dengan
nilai dan keyakinannya

1.1.3 Berperilaku jujur

1.1.4 Menunjukkan komitmen
terhadap tugas

1.2 Memiliki etos kerja | 1.2.1 Mengikuti prosedur kerja

1.2.2 Mengupayakan hasil kerja
yang bermutu

1.2.3 Bertindak secara tepat

1.2.4 Fokus pada tugas yang
diberikan

1.2.5 Meningkatkan kinerja

1.2.6 Melakukan evaluasi diri




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.3 Mengendalikan diri

13.1

Mengendalikan emosi

1.3.2

Bersikap tenang

1.3.3

Mengendalikan stres

134

Berpikir positif

1.4 Memiliki rasa
percaya diri

141

Memahami diri sendiri

1.4.2

Mempercayai kemampuan
sendiri

1.4.3

Bertanggung jawab

144

Belajar dari kesalahan

1.5 Memiliki fleksibilitas

151

Mengupayakan keterbukaan

15.2

Menghargai pendapat orang
lain

153

Menerima diri sendiri dan
orang lain

154

Menyesuaikan diri sendiri
dengan orang lain

1.6 Memiliki ketelitian

16.1

Melaksanakan kaidah-kaidah
yang terkait dengan tugasnya

1.6.2

Memperhatikan kejelasan
tugas

1.6.3

Menyelesaikan tugas sesuai
pedoman kerja

1.7 Memiliki
kedisiplinan

1.7.1

Mengatur waktu

1.7.2

Menaati aturan yang berlaku

1.7.3

Menaati azas yang berlaku

1.8 Memiliki kreativitas
dan inovasi

1.8.1

Berpikir alternatif

1.8.2

Kaya ide/gagasan baru

1.8.3

Memanfaatkan peluang

1.8.4

Mengikuti perkembangan
Ipteks

1.8.5

Melakukan perubahan

1.9 Memiliki tanggung
jawab

191

Melaksanakan tugas sesuai
aturan

1.9.2

Berani mengambil resiko

193

Tidak melimpahkan kesalahan
kepada pihak lain




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

2. Kompetensi
Sosial

2.1 Bekerja sama
dalam tim

2.1.1.

Berpartisipasi dalam kelompok

2.1.2.

Menghargai pendapat orang
lain

2.1.3.

Membangun semangat dan
kelangsungan hidup tim

2.2 Memberikan
layanan prima

2.2.1

Memberikan kemudahan
layanan kepada pelanggan

2.2.2

Menerapkan layanan sesuai
dengan prosedur operasi
standar

2.2.3

Berempati kepada pelanggan

224

Berpenampilan prima

2.2.5

Menepati janji

2.2.6

Bersikap ramah dan sopan

2.2.7

Mudah dihubungi

2.2.8

Komunikatif

2.3 Memiliki
kesadaran
berorganisasi

2.3.1.

Memahami struktur organisasi
sekolah/madrasah

2.3.2.

Mewujudkan iklim dan budaya
organisasi yang kondusif

2.3.3.

Menghargai dan menerima
perbedaan antar anggota

2.3.4.

Memiliki tanggungjawab
mencapai tujuan organisasi

2.3.5.

Mengaktifkan diri dalam
organisasi profesi tenaga
administrasi
sekolah/madrasah

2.4 Berkomunikasi
efektif

24.1

Menjadi pendengar yang baik

2.4.2

Memahami pesan orang lain

2.4.3

Menyampaikan pesan dengan
jelas

24.4

Memahami bahasa verbal dan
nonverbal

2.5 Membangun
hubungan kerja

2.5.1.

Melakukan hubungan kerja
yang harmonis

2.5.2.

Memposisikan diri sesuai
dengan peranannya

2.5.3.

Memelihara hubungan internal
dan eksternal




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3. Kompetensi
Teknis

3.1

Melaksanakan
administrasi
kepegawaian

3.1.1.

Memahami pokok-pokok
peraturan kepegawaian

3.1.2.

Membantu melaksanakan
prosedur dan mekanisme
kepegawaian

3.1.3.

Membantu merencanakan
kebutuhan pegawai

3.1.4.

Menilai kinerja staf

3.2

Melaksanakan
administrasi
keuangan

3.2.1.

Memahami peraturan
keuangan yang berlaku

3.2.2.

Membantu menyusun
Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Sekolah/Madrasah
(RAPBS/M)

3.2.3.

Membantu menyusun laporan
pertanggung jawaban
keuangan sekolah/madrasah

3.3

Melaksanakan
administrasi
sarana dan
prasarana

3.3.1

Memahami peraturan
administrasi sarana dan
prasarana

3.3.2

Membantu menyusun rencana
kebutuhan

3.3.3

Membantu menyusun rencana
pemanfaatan sarana
operasional sekolah/madrasah

3.34

Membantu menyusun rencana
perawatan

3.4

Melaksanakan
administrasi

hubungan sekolah

dengan
masyarakat

3.4.1

Membantu kelancaran
kegiatan komite
sekolah/madrasah

3.4.2

Membantu merencanakan
program keterlibatan
pemangku kepentingan
(stakeholders)

3.4.3

Membantu membina kerja
sama dengan pemerintah dan
lembaga masyarakat




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.4.4

Membantu mempromosikan
sekolah/madrasah dan
mengkoordinasikan
penelusuran tamatan

3.4.5

Melayani tamu
sekolah/madrasah

3.5

Melaksanakan
administrasi
persuratan dan
pengarsipan

3.5.1

Memahami peraturan
kesekretariatan

3.5.2

Membantu melaksanakan
program kesekretariatan

3.5.3

Membantu mengkoordinasikan
program Kebersihan,
Kesehatan, Keindahan,
Ketertiban, Keamanan,
Kekeluargaan, dan
Kerindangan (7K)

3.54

Menyusun laporan

3.6

Melaksanakan
administrasi
kesiswaan

3.6.1

Membantu penerimaan siswa
baru

3.6.2

Membantu orientasi siswa
baru

3.6.3

Membantu menyusun program
pengembangan diri siswa

3.6.4

Membantu menyiapkan
laporan kemajuan belajar
siswa

3.7

Melaksanakan
administrasi
kurikulum

3.7.1

Membantu menyiapkan
administrasi pelaksanaan
Standar Isi

3.7.2

Membantu menyiapkan
administrasi pelaksanaan
Standar Proses

3.7.3

Membantu menyiapkan
administrasi pelaksanaan
Standar Kompetensi Lulusan

3.7.4

Membantu menyiapkan
administrasi pelaksanaan
Standar Penilaian Pendidikan




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.8

Melaksanakan
administrasi
layanan khusus

3.8.1

Mengkoordinasikan petugas
layanan khusus: penjaga
sekolah/madrasah, tukang
kebun tenaga kebersihan,
pengemudi , dan pesuruh

3.8.2

Membantu mengkoordinasikan
program layanan khusus
antara lain Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS), layanan
konseling,
laboratorium/bengkel, dan
perpustakaan

3.9

Menerapkan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK)

3.9.1

Memanfaatkan TIK untuk
kelancaran pelaksanaan
administrasi
sekolah/madrasah

3.9.2

Menggunakan TIK untuk
mendokumentasikan
administrasi
sekolah/madrasah

4. Kompetensi
Manajerial

4.1 Mendukung 4.1.1 Membantu merencanakan
pengelolaan pendidikan berdasarkan
standar nasional Standar Nasional Pendidikan
pendidikan 4.1.2 Membantu mengkoordinasikan

pelaksanaan Standar Nasional
Pendidikan
4.1.3 Membantu
mendokumentasikan hasil
pemantauan pelaksanaan
Standar Nasional Pendidikan
4.2 Menyusun program | 4.2.1 Menentukan prioritas

dan laporan kerja

4.2.2

Melakukan penugasan

4.2.3

Merumuskan tujuan

4.2.4

Menetapkan sumber daya

4.2.5

Menentukan strategi
penyelesaian pekerjaan

4.2.6

Menyusun laporan kerja

4.3

Mengorganisasi-
kan staf

431

Menyusun uraian tugas tenaga
kependidikan




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

4.3.2

Memberikan pemahaman
tupoksi

4.3.3

Menyesuaikan rencana kerja
dengan kemampuan
organisasi

4.3.4

Menggunakan pendekatan
persuasif untuk
mengkoordinasikan staf

4.3.5

Berinisiatif dalam pertemuan

4.3.6

Meningkatkan keefektifan
kerja

4.3.7

Mengakomodasi ide-ide staf

4.3.8

Menjabarkan kebijakan
organisasi

4.4

Mengembangkan
staf

44.1

Memberi arahan kerja

4.4.2

Memotivasi staf

4.4.3

Memberdayakan staf

4.5

Mengambil
keputusan

45.1

Mengidentifikasi masalah

4.5.2

Merumuskan masalah

45.3

Menentukan tindakan yang
tepat

454

Memperhitungkan resiko

455

Mengambil keputusan
partisipatif

4.6

Menciptakan iklim
kerja kondusif

4.6.1

Menciptakan hubungan kerja
harmonis

4.6.2

Melakukan komunikasi
interaktif

4.6.3

Menghargai pendapat rekan
kerja

4.7

Mengoptimalkan
pemanfaatan
sumber daya

4.7.1

Memberdayakan aset
organisasi berupa sumber
daya manusia, sarana dan
prasarana, dana, dan sumber
daya alam

4.7.2

Mengadministrasikan aset
organisasi berupa sumber
daya manusia, sarana dan
prasarana, dana, dan sumber
daya alam




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

4.8 Membina staf

48.1

Memantau pekerjaan staf

4.8.2

Menilai proses dan hasil kerja

4.8.3

Memberikan umpan balik

4.8.4

Melaporkan hasil pembinaan

4.9 Mengelola konflik

49.1

Mengidentifikasi sumber
konflik

4.9.2

Mengidentifikasi alternatif
penyelesaian

4.9.3

Menggali pendapat-pendapat

4.9.4

Memilih alternatif terbaik

4.10 Menyusun laporan

4.10.1 Mengkoordinasikan

penyusunan laporan

4.10.2 Mengendalikan penyusunan

laporan

Pelaksana Urusan

Kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis pelaksana urusan adalah
sebagai berikut.

DIMENSI
KOMPETENS] KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi 1.1 Memiliki 1.1.1 Berperilaku sesuai dengan
Kepribadian integritas dan kode etik
akhlak mulia 1.1.2 Bertindak konsisten dengan

nilai dan keyakinannya

1.13

Berperilaku jujur

114

Menunjukkan komitmen
terhadap tugas

1.2 Memiliki etos
kerja

1.2.1

Mengikuti prosedur kerja

1.2.2

Mengupayakan hasil kerja
yang bermutu

1.2.3

Bertindak secara tepat

1.2.4

Fokus pada tugas yang
diberikan

10




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.2.5

Meningkatkan kinerja

1.2.6

Melakukan evaluasi diri

1.3

Mengendalikan
diri

13.1

Mengendalikan emosi

1.3.2

Bersikap tenang

1.3.3

Mengendalikan stres

134

Berpikir positif

1.4

Memiliki rasa
percaya diri

141

Memahami diri sendiri

1.4.2

Mempercayai kemampuan
sendiri

1.4.3

Bertanggung jawab

144

Belajar dari kesalahan

1.5

Memiliki
fleksibilitas

151

Mengupayakan
keterbukaan

15.2

Menghargai pendapat
orang lain

153

Menerima diri sendiri dan
orang lain

154

Menyesuaikan diri sendiri
dengan orang lain

1.6

Memiliki
ketelitian

16.1

Melaksanakan kaidah-
kaidah yang terkait dengan
tugasnya

1.6.2

Memperhatikan kejelasan
tugas

1.6.3

Menyelesaikan tugas
sesuai pedoman kerja

1.7

Memiliki
kedisiplinan

1.7.1

Mengatur waktu

1.7.2

Mentaati peraturan yang
berlaku

1.7.3

Mentaati peraturan asas
yang berlaku

1.8

Kreatif dan
inovatif

1.8.1

Berpikir alternatif

1.8.2

Kaya ide/gagasan baru

1.8.3

Memanfaatkan peluang

1.8.4

Mengikuti perkembangan
ipteks

1.8.5

Melakukan perubahan

11




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.9 Memiliki
tanggung jawab

191

Melaksanakan tugas sesuai
aturan

1.9.2

Berani mengambil resiko

193

Tidak melimpahkan kesa-
lahan kepada pihak lain

2. Kompetensi
Sosial

2.1 Bekerja sama
dalam tim

2.1.1

Berpartisipasi dalam
kelompok

2.1.2

Menghargai pendapat
orang lain

2.1.3

Membangun semangat dan
kelangsungan hidup tim

2.2 Memberikan
layanan prima

2.2.1

Memberikan kemudahan
layanan kepada pelanggan

2.2.2

Menerapkan layanan
sesuai dengan prosedur
operasi standar

2.2.3

Berempati kepada
pelanggan

2.2.4

Berpenampilan prima

2.2.5

Menepati janji

2.2.6

Bersikap ramah dan sopan

2.2.7

Mudah dihubungi

2.2.8

Komunikatif

2.3 Memiliki
kesadaran
berorganisasi

23.1

Memahami struktur
organisasi
Sekolah/madrasah

2.3.2

Mewujudkan iklim dan
budaya organisasi yang
kondusif

2.3.3

Menghargai dan menerima
perbedaan antar anggota

234

Memiliki tanggungjawab
mencapai tujuan organisasi

2.3.5

Mengaktifkan diri dalam
organisasi profesi tenaga
administrasi
sekolah/madrasah

2.4 Berkomunikasi
efektif

24.1

Menjadi pendengar yang
baik

2.4.2

Memahami pesan orang
lain

12




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

2.4.3

Menyampaikan pesan
dengan jelas

24.4

Memahami bahasa verbal
dan nonverbal

2.5 Membangun
hubungan kerja

251

Melakukan hubungan kerja
yang harmonis

2.5.2

Memposisikan diri sesuai
dengan peranannya

2.5.3

Memelihara hubungan
internal dan eksternal

3. Kompetensi
Teknis

Pelaksana Urusan Kepegawaian

KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI

3.1 Mengadminis- 3.1.1 Memahami pokok-pokok
trasikan peraturan kepegawaian
kepegawaian berdasarkan standar

pendidik dan tenaga
kependidikan

3.1.2

Membantu merencanakan
kebutuhan tenaga pendidik
dan kependidikan

3.1.3

Melaksanakan prosedur
dan mekanisme
kepegawaian

3.14

Mengelola buku induk,
administrasi Daftar Urut
Kepangkatan (DUK)

3.1.5

Melaksanakan registrasi
dan kearsipan
kepegawaian

3.1.6

Menyiapkan format- format
kepegawaian

3.1.7

Memproses kepangkatan,
mutasi, dan promosi
pegawai

3.1.8

Menyusun laporan
kepegawaian

13




DIMENSI

KOMPETENS] KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
3.2 Menggunakan 3.2.1 Menyusun dan menyajikan
Teknologi data/statistik kepegawaian
Informasi dan 3.2.2 Membuat layanan sistem
Komunikasi (TIK) informasi dan pelaporan
kepegawaian
3.2.3 Memanfaatkan TIK untuk
mengadministrasikan
kepegawaian
Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
3.3 Mengadministrasi | 3.3.1 Membantu menghitung
kan keuangan biaya investasi, biaya
sekolah/madra- operasi, dan biaya personal
sah 3.3.2 Membantu pimpinan
mengatur arus dana
3.4 Menggunakan 3.4.1 Menyusun dan menyajikan
Teknologi data/statistik keuangan

Informasi dan
Komunikasi (TIK)

3.4.2

Membuat layanan sistem
informasi dan pelaporan
keuangan

3.4.3

Memanfaatkan TIK untuk
mengadministrasikan
keuangan

Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.5 Mengadministra-

sikan standar
sarana dan
prasarana

3.5.1

Mengidentifikasi kebutuhan
sarana dan prasarana

3.5.2

Membantu merencanakan
kebutuhan sarana dan
prasarana

3.5.3

Mengadakan sarana dan
prasarana

354

Menginventarisasikan
sarana dan prasarana

3.5.5

Mendistribusikan sarana
dan prasarana

3.5.6

Memelihara sarana dan
prasarana

14




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.5.7

Melaksanakan
penghapusan sarana dan
prasarana

3.5.8

Menyusun laporan sarana
dan prasarana secara
berkala

3.6

Menggunakan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK)

3.6.1

Menyusun dan menyajikan
data/statistik sarana dan
prasarana

3.6.2

Membuat layanan sistem
informasi dan pelaporan
sarana dan prasarana

3.6.3

Memanfaatkan TIK untuk
mengadministrasikan
sarana dan prasarana

Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah
dengan Masyarakat

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.7

Melaksanakan
administrasi
hubungan
sekolah dengan
masyarakat

3.7.1

Memfasilitasi kelancaran
kegiatan komite
sekolah/madrasah

3.7.2

Membantu merencanakan
program keterlibatan
pemangku kepentingan
(stakeholders)

3.7.3

Membina kerja sama
dengan pemerintah dan
lembaga-lembaga
masyarakat

3.74

Mempromosikan
sekolah/madrasah

3.7.5

Mengkoordinasikan
penelusuran tamatan

3.7.6

Melayani tamu
sekolah/madrasah

3.8

Menguasai
penggunaan
Teknologi
Informasi dan

3.8.1

Membuat layanan sistem
informasi dan pelaporan
hubungan sekolah dengan
masyarakat
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DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

Komunikasi (TIK)

3.8.2 Memanfaatkan TIK untuk
mengadministrasikan
hubungan sekolah dengan
masyarakat

Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan

Pengarsipan

KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
3.9 Melaksanakan 3.9.1 Menerapkan peraturan
administrasi kesekretariatan
persuratan dan 3.9.2 Melaksanakan program
pengarsipan kesekretariatan
3.9.3 Mengelola surat masuk dan
keluar

3.9.4 Membuat konsep surat

3.9.5 Melaksanakan kearsipan
sekolah/madrasah

3.9.6 Menyusutkan
surat/dokumen

3.9.7 Menyusun laporan
administrasi persuratan dan
pengarsipan

3.10 Menguasai
penggunaan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
(TIK)

3.10.1 Membuat layanan sistem
informasi dan pelaporan
administrasi persuratan dan
pengarsipan

3.10.2 Memanfaatkan TIK untuk
mengadministrasikan
persuratan dan
pengarsipan

Pelaksana Uru

san Administrasi Kesiswaan

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.11 Mengadministra
sikan standar
pengelolaan
yang berkaitan
dengan peserta
didik

3.11.1 Membantu kegiatan
penerimaan peserta didik
baru

3.11.2 Membantu kegiatan masa
orientasi

3.11.3 Membantu mengatur rasio

peserta didik per kelas
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DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.11.4 Mendokumentasikan
prestasi akademik dan
nonakademik

3.11.5 Membuat data statistik
peserta didik

3.11.6 Menginventarisir program
kerja pembinaan peserta
didik secara berkala

3.11.7 Mendokumentasikan
program Kkerja kesiswaan

3.11.8 Mendokumentasikan
program pengembangan
diri

3.12 Menguasai
penggunaan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
(TIK)

3.12.1 Membuat layanan sistem
informasi dan pelaporan
administrasi kesiswaan

3.12.2 Memanfaatkan TIK untuk
mengadministrasikan
urusan kesiswaan

Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.13 Mengadministra-
sikan standar isi

3.13.1 Mendokumentasikan
standar isi

3.13.2 Mendokumentasikan
kurikulum yang berlaku

3.13.3 Mendokumentasikan
silabus

3.14 Mengadministra-
sikan standar
proses

3.14.1 Menyiapkan format silabus,
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), dan
penilaian hasil belajar

3.14.2 Menyiapkan perangkat
pengawasan proses
pembelajaran

3.15 Mengadministra-

sikan standar

3.15.1 Mendokumentasikan bahan
ujian/ulangan
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DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

penilaian

3.15.2 Mendokumentasikan
penilaian hasil belajar oleh
pendidik, satuan
pendidikan, dan
pemerintah

3.16

Mengadministra-
sikan standar
kompetensi
lulusan

3.16.1 Mendokumentasikan
standar kompetensi lulusan
satuan pendidikan

3.16.2 Mendokumentasikan
standar kompetensi lulusan
mata pelajaran

3.16.3 Mendokumentasikan
kriteria ketuntasan minimal

3.17

Mengadministra-
sikan kurikulum
dan silabus

3.17.1 Membantu memfasilitasi
pelaksanaan kurikulum dan
silabus

3.17.2 Mendokumentasikan
pemetaan kompetensi
dasar tiap mata pelajaran
per semester

3.17.3 Mendokumentasikan
kurikulum, silabus, dan
RPP

3.17.4 Mendokumentasikan Daftar
Kumpulan Nilai (DKN) atau
leger

3.17.5 Membantu menyusun grafik
daya serap ketuntasan
belajar per mata pelajaran

3.17.6 Menyusun daftar buku-buku
wajib

3.18

Menguasai
penggunaan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
(TIK)

3.18.1 Membuat layanan sistem
informasi dan pelaporan
administrasi kurikulum

3.18.2 Memanfaatkan TIK untuk
mengadministrasikan
kurikulum
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DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI

Pelaksana Urusan Administrasi Umum SD/MI/SDLB

SD/MI/SDLB  yang memiliki maksimal 6 (enam)
rombongan belajar tidak perlu Kepala Tenaga Administrasi
Sekolah/Madrasah,  melainkan  Pelaksana  Urusan
Administrasi Umum Sekolah/Madrasah, dengan
kompetensi teknis sebagai berikut.

KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
3.19 Melaksanakan 3.19.1 Melaksanakan administrasi
administrasi kepegawaian
sekolah/madra- | 3.19.2 Melaksanakan administrasi
sah keuangan

3.19.3 Melaksanakan administrasi
sarana dan prasarana

3.19.4 Melaksanakan administrasi
hubungan sekolah dengan
masyarakat

3.19.5 Melaksanakan administrasi
persuratan dan
pengarsipan

3.19.6 Melaksanakan administrasi

kesiswaan
3.19.7 Melaksanakan administrasi
kurikulum
3.20 Menguasai 3.20.1 Mengoperasikan peralatan
penggunaan kantor/komputer
Teknologi 3.20.2 Memanfaatkan TIK untuk
Informasi dan mengadministrasikan
Komunikasi kepegawaian, keuangan,
(TIK) sarana dan prasarana,

hubungan sekolah dengan
masyarakat, persuratan
dan pengarsipan,

kesiswaan, dan kurikulum

3. Petugas Layanan Khusus

Kompetensi kepribadian, sosial, dan teknis petugas layanan khusus adalah

sebagai berikut.
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DIMENSI

KOMPETENS] KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi 1.1 Memiliki 1.1.1 Berperilaku sesuai dengan
Kepribadian integritas dan kode etik
akhlak mulia 1.1.2 Bertindak konsisten dengan
nilai dan keyakinannya
1.1.3 Berperilaku jujur
1.1.4 Menunjukan komitmen
terhadap tugas
1.2 Memiliki etos 1.2.1 Mengikuti prosedur kerja

kerja

1.2.2

Mengupayakan hasil kerja
yang bermutu

1.2.3

Bertindak secara tepat

1.2.4

Fokus pada tugas yang
diberikan

1.2.5

Meningkatkan kinerja

1.2.6

Melakukan evaluasi diri

1.3

Mengendalikan
diri

13.1

Mengendalikan emosi

1.3.2

Bersikap tenang

1.3.3

Mengendalikan stres

134

Berpikir positif

1.4

Memiliki rasa
percaya diri

141

Memahami diri sendiri

1.4.2

Mempercayai kemampuan
sendiri

1.4.3

Bertanggung jawab

144

Belajar dari kesalahan

1.5

Memiliki
fleksibilitas

151

Mengupayakan
keterbukaan

15.2

Menghargai pendapat
orang lain

153

Menerima diri sendiri dan
orang lain

154

Menyesuaikan diri sendiri
dengan orang lain

1.6

Memiliki ketelitian

16.1

Melaksanakan kaidah-
kaidah yang terkait dengan
tugasnya

1.6.2

Memperhatikan kejelasan
tugas
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DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.6.3

Menyelesaikan tugas
sesuai pedoman kerja

1.7

Memiliki
kedisiplinan

1.7.1

Mengatur waktu

1.7.2

Menaati aturan yang
berlaku

1.7.3

Menaati asas yang berlaku

1.8

Kreatif dan
inovatif

1.8.1

Berpikir alternatif

1.8.2

Kaya ide/gagasan baru

1.8.3

Memanfaatkan peluang

1.8.4

Mengikuti perkembangan
Ipteks

1.8.5

Melakukan perubahan

1.9

Memiliki
tanggung jawab

191

Melaksanakan tugas sesuai
aturan

1.9.2

Berani mengambil resiko

193

Tidak melimpahkan
kesalahan kepada pihak
lain

2. Kompetensi
Sosial

2.1

Bekerja sama
dalam tim

2.1.1

Berpartisipasi dalam
kelompok

2.1.2

Menghargai pendapat
orang lain

2.1.3

Membangun semangat dan
kelangsungan hidup tim

2.2

Memberikan
layanan prima

2.2.1

Memberikan kemudahan
layanan kepada pelanggan

2.2.2

Menerapkan layanan
sesuai dengan prosedur
operasi standar

2.2.3

Berempati kepada
pelanggan

2.2.4

Berpenampilan prima

2.2.5

Menepati jan;ji

2.2.6

Bersikap ramah dan sopan

2.2.7

Mudah dihubungi

2.2.8

Komunikatif
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DIMENSI

KOMPETENSI KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
2.3 Memiliki 2.3.1 Memahami struktur
kesadaran organisasi

berorganisasi

sekolah/madrasah

2.3.2

Mewujudkan iklim dan
budaya organisasi yang
kondusif

2.3.3

Menghargai dan menerima
perbedaan antar anggota

2.3.4

Memiliki tanggungjawab
mencapai tujuan organisasi

2.3.5

Mengaktifkan diri dalam
organisasi profesi tenaga
administrasi
sekolah/madrasah

2.4 Berkomunikasi
efektif

24.1

Menjadi pendengar yang
baik

24.2

Memahami pesan orang
lain

2.4.3

Menyampaikan pesan
dengan jelas

24.4

Memahami bahasa verbal
dan nonverbal

2.5 Membangun
hubungan kerja

2.5.1

Melakukan hubungan kerja
yang harmonis

2.5.2

Memposisikan diri sesuai
dengan peranannya

2.5.3

Memelihara hubungan
internal dan eksternal

3. Kompetensi
Teknis

Penjaga Sekolah/Madrasah

KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI

3.1 Menguasai 3.1.1 Mengenal peta wilayah
kondisi sekolah/madrasah dengan
keamanan baik
sekolah/madra- 3.1.2 Memanfaatkan peta
sah wilayah sekolah/madrasah

untuk kepentingan
keamanan
sekolah/madrasah
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DIMENSI

KOMPETENSI KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI

3.2 Menguasai teknik | 3.2.1 Menguasai teknik bela diri
pengamanan 3.2.2 Merespons peristiwa
sekolah/madra- dengan cepat dan tepat
sah

3.3 Menerapkan 3.3.1 Membuat dokumen/catatan
prosedur operasi tentang keamanan
standar sekolah/madrasah
pengamanan 3.3.2 Melakukan tindakan
sekolah/madra- pengamanan
sah 3.3.3 Menggunakan peralatan

keamanan

3.3.4 Menyampaikan laporan
sesuai tugasnya

Tukang Kebun

KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
3.4 Menguasai 3.4.1 Menggunakan peralatan
penggunaan pertanian dan atau

peralatan perkebunan
pertanian dan 3.4.2 Merawat peralatan
atau perkebunan pertanian dan atau
perkebunan
3.5 Menguasai 3.5.1 Mengenal teknik
pemeliharaan penanaman
tanaman 3.5.2 Merawat tanaman

Tenaga Kebersihan

KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI

3.6 Menguasai 3.6.1 Menggunakan peralatan
teknik-teknik kebersihan
kebersihan 3.6.2 Memelihara peralatan

kebersihan

3.7 Menjaga 3.7.1 Mewujudkan kebersihan
kebersihan sekolah/madrasah
sekolah/madra- 3.7.2 Memelihara kebersihan
sah sekolah/madrasah
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DIMENSI

KOMPETENSI KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
Pengemudi
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
3.8 Menguasai teknik | 3.8.1 Mengemudikan kendaraan
mengemudi 13.8.2 Mematuhi aturan lalu lintas

3.8.3 Memahami dan
menggunakan peta

3.9 Menguasai teknik | 3.9.1 Merawat kendaraan

perawatan 3.9.2 Mengurus kelengkapan
kendaraan dokumen kendaraan
Pesuruh
KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
3.10 Mengenal 3.10.1 Mengenal peta wilayah
wilayah setempat

3.10.2 Memanfaatkan peta
wilayah untuk kepentingan
penyampaian dokumen

3.11 Menguasai 3.11.1 Mengenal buku
prosedur ekspedisi/lembar pengantar
pengiriman 3.11.2 Menggunakan buku
dokumen dinas ekspedisi/lembar pengantar

dalam pengiriman dokumen

3.12 Melayani 3.12.1 Membayar tagihan telepon,
kebutuhan air, dan listrik
rumah tangga 3.12.2 Menyiapkan kebutuhan
sekolah/madra- rumah tangga
sah sekolah/madrasah

3.12.3 Merawat peralatan rumah
tangga sekolah/madrasah

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.

BAMBANG SUDIBYO
—— --24alinan sesuai dengan aslinya.
25 D {Biro Fukum dan Organisasi
W f)epﬁﬁe;rfqen Pendikan Nasional
/{, a ,/ Ke al“ Ee\glan Punyusunan Rancangan
Vo i tp Ff’Rerundang undangan dan Bantuan Hukum [,
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SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan

Mengingat

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah;

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496);

. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun

2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun
2007;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTER! PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA TENTANG STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN
SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal 1

(1) Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah mencakup kepala

perpustakaan sekolah/madrasah dan tenaga perpustakaan
sekolah/madrasanh.

(2) Standar tenaga perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyelenggara sekolah/madrasah wajib  menerapkan standar tenaga
perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di’tetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.

BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
== Departemen Pendidikan Nasional,
g jfiiik'éﬁiﬁéf\”ﬁ\agian Penyusunan Rancangan
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SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008

STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

Setiap sekolah/madrasah untuk semua jenis dan jenjang yang mempunyai
jumlah tenaga perpustakaan sekolah/madrasah lebih dari satu orang,
mempunyai lebih dari enam rombongan belajar (rombel), serta memiliki
koleksi minimal 1000 (seribu) judul materi perpustakaan dapat
mengangkat kepala perpustakaan sekolah/madrasah.

1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Pendidik

Kepala perpustakaan sekolah/madrasah harus memenuhi syarat:

a. Berkualifikasi serendah-rendahnya diploma empat (D4) atau sarjana
(S1);

b. Memiliki  sertifikat ~kompetensi  pengelolaan  perpustakaan
sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;

c. Masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.

2. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah yang melalui Jalur Tenaga
Kependidikan

Kepala perpustakaan sekolah dan madrasah harus memenuhi salah

satu syarat berikut:

a. Berkualifikasi diploma dua (D2) llmu Perpustakaan dan Informasi
bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 4 tahun; atau

b. Berkualifikasi diploma dua (D2) non-llmu Perpustakaan dan
Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan
sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
dengan masa kerja minimal 4 tahun di perpustakaan
sekolah/madrasah.

3. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Setiap perpustakaan sekolah/madrasah memiliki sekurang-kurangnya
satu tenaga perpustakaan sekolah/madrasah yang berkualifikasi SMA
atau yang sederajat dan bersertifikat kompetensi pengelolaan
perpustakaan sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh
pemerintah.



B. KOMPETENSI

1. Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah

sekolah/madrasah

DIMENSI
KOMPETENS| KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi 1.1 Memimpin tenaga 1.1.1 Mengarahkan tenaga
Manajerial perpustakaan perpustakaan untuk

bekerja secara efektif
dan efisien

1.1.2

Menggerakkan tenaga
perpustakaan untuk
bekerja secara efektif
dan efisien

1.1.3

Membina tenaga
perpustakaan untuk
pengembangan
pribadi dan karir

114

Menjadi teladan
dalam melaksanakan
tugas

1.2 Merencanakan
program
perpustakaan
sekolah/madrasah

1.2.1

Merencanakan
program
pengembangan

1.2.2

Merencanakan
pengembangan
sumber daya
perpustakaan

1.2.3

Merencanakan
anggaran

1.3 Melaksanakan
program
perpustakaan
sekolah/madrasah

131

Melaksanakan
program
pengembangan

1.3.2

Melaksanakan
pengembangan
sumber daya
perpustakaan

1.3.3

Memanfaatkan
anggaran sesuai
dengan program

1.3.4

Mengupayakan
bantuan finansial dari
berbagai sumber




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.4 Memantau
pelaksanaan
program
perpustakaan
sekolah/madrasah

1.4.1 Memantau
pelaksanaan program
pengembangan

1.4.2 Memantau
pengembangan
sumberdaya
perpustakaan

1.4.3 Memantau
penggunaan
anggaran

1.5 Mengevaluasi
program
perpustakaan
sekolah/madrasah

1.5.1 Mengevaluasi
program
pengembangan

1.5.2 Mengevaluasi
pengembangan
sumber daya
perpustakaan

1.5.3 Mengevaluasi
pemanfaatan
anggaran

2. Kompetensi
Pengelolaan
Informasi

2.1 Mengembangkan
koleksi
perpustakaan
sekolah/madrasah

2.1.1 Memiliki pengetahuan
mengenai penerbitan

2.1.2 Memiliki pengetahuan
tentang karya sastra
Indonesia dan dunia

2.1.3 Memiliki pengetahuan
tentang sumber
biografi tokoh
nasional dan dunia

2.1.4 Menggunakan
berbagai alat bantu
seleksi untuk
pemilihan materi
perpustakaan

2.1.5 Mengkoordinasi
pemilihan materi
perpustakaan bekerja
sama dengan tenaga
pendidik bidang studi

2.1.6 Membuat kriteria
tentang buku hadiah
dan lembaga donor




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

2.1.7 Mengevaluasi dan

menyeleksi sumber
daya informasi

2.1.8 Bekerja sama dengan

pemangku
kepentingan
(stakeholders) dalam
pengembangan
koleksi

2.1.9 Melakukan

pemesanan,
penerimaan, dan
pencatatan

2.1.10 Mendayagunakan

teknologi tepat guna
untuk keperluan
perawatan bahan
perpustakaan

2.2 Mengorganisasi
informasi

2.2.1 Membuat deskripsi

bibliografis
(pengatalogan) sesuai
dengan standar
nasional

2.2.2 Menentukan deskripsi

subjek dan
menggunakan Dewey
Decimal Classification
edisi ringkas

2.2.3 Menggunakan daftar

tajuk subjek dalam
bahasa Indonesia

2.2.4 Menjajarkan kartu

katalog

2.2.5 Memanfaatkan

teknologi informasi

dan komunikasi untuk
pengorganisasian dan
penelusuran informasi

2.3 Memberikan jasa
dan sumber
informasi

2.3.1 Merancang dan

memberikan jasa
informasi, termasuk
referensi




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

2.3.2 Menyelenggarakan

jasa sirkulasi

2.3.3 Memiliki pengetahuan

mengenai sumber
referensi

2.3.4 Memberikan

bimbingan
penggunaan
perpustakaan bagi
komunitas
sekolah/madrasah

2.4 Menerapkan
teknologi informasi
dan komunikasi

2.4.1 Memanfaatkan

teknologi informasi
dan komunikasi
sesuai dengan
kebutuhan

2.4.2 Membimbing

komunitas
sekolah/madrasah
dalam penggunaan
teknologi informasi
dan komunikasi

3. Kompetensi
Kependidikan

3.1 Memiliki wawasan
kependidikan

3.1.1 Memahami tujuan dan

fungsi
sekolah/madrasah
dalam konteks
pendidikan nasional

3.1.2 Memahami kebijakan

pengembangan
kurikulum yang
berlaku

3.1.3 Memahami peran

perpustakaan sebagai
sumber belajar

3.1.4 Memfasilitasi peserta

didik untuk belajar
mandiri

3.2 Mengembangkan
keterampilan
memanfaatkan
informasi

3.2.1 Menganalisis

kebutuhan informasi
komunitas
sekolah/madrasah




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.2.2 Memanfaatkan

teknologi informasi
dan komunikasi untuk
memfasilitasi proses
pembelajaran

3.2.3 Membantu komunitas

sekolah/madrasah
menggunakan sumber
informasi secara
efektif

3.3 Mempromosikan
perpustakaan

3.3.1 Mengorganisasi

promosi perpustakaan

3.3.2 Menginformasikan

kepada komunitas
sekolah/ madrasah
tentang materi
perpustakaan yang
baru

3.3.3 Membimbing

komunitas
sekolah/madrasah
untuk memanfaatkan
koleksi perpustakaan

3.4 Memberikan
bimbingan literasi
informasi

3.4.1 Mengidentifikasi

kemampuan dasar
literasi informasi
pengguna

3.4.2 Menyusun panduan

dan materi bimbingan
literasi informasi
sesuai dengan
kebutuhan pengguna

3.4.3 Membimbing

pengguna mencapai
literasi informasi

3.4.4 Mengevaluasi

pencapaian
bimbingan literasi
informasi

3.4.5 Memotivasi dan

mengembangkan
minat baca
komunitas
sekolah/madrasah




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.4.6

Menciptakan kiat
pengembangan
perpustakaan
sekolah/madrasah

4. Kompetensi
Kepribadian

4.1 Memiliki integritas
yang tinggi

41.1

Disiplin, bersih, dan
rapi

4.1.2

Jujur dan adil

4.1.3

Sopan, santun, sabar,
dan ramah

4.2 Memiliki etos kerja
yang tinggi

42.1

Mengikuti prosedur
kerja

4.2.2

Mengupayakan hasil
kerja yang bermutu

4.2.3

Bertindak secara tepat

4.2.4

Fokus pada tugas
yang diberikan

4.2.5

Meningkatkan kinerja

4.2.6

Melakukan evaluasi
diri

5. Kompetensi
Sosial

5.1 Membangun
Hubungan sosial

5.1.1

Berinteraksi dengan
komunitas
sekolah/madrasah

5.1.2

Bekerja sama dengan
komunitas
sekolah/madrasah

5.2 Membangun
Komunikasi

5.2.1

Memberikan jasa
untuk komunitas
sekolah/madrasah

5.2.2

Mengintensifkan
komunikasi internal
dan eksternal

6. Kompetensi
Pengembangan
Profesi

6.1 Mengembangkan
ilmu

6.1.1

Membuat karya tulis,
di bidang ilmu
perpustakaan dan
informasi

6.1.2

Meresensi dan
meresume buku

6.1.3

Menyusun pedoman
dan petunjuk teknis di
bidang ilmu
perpustakaan dan
informasi




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

6.14

Membuat indeks

6.1.5

Membuat bibliografi

6.1.6

Membuat abstrak

6.2 Menghayati etika
profesi

6.2.1

Menerapkan kode etik
profesi

6.2.2

Menghormati hak atas
kekayaan intelektual

6.2.3

Menghormati privasi
pengguna

6.3 Menunjukkan
kebiasaan
membaca

6.3.1

Menyediakan waktu
untuk membaca
setiap hari

6.3.2

Gemar membaca

2. Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1. Kompetensi
Manajerial

1.1 Melaksanakan
kebijakan

111

Melaksanakan
pengembangan
perpustakaan

1.1.2

Mengorganisasi
sumber daya
perpustakaan

1.1.3

Melaksanakan fungsi,
tugas, dan program
perpustakaan

1.1.4

Mengevaluasi
program dan kinerja
perpustakaan

1.2 Melakukan
perawatan koleksi

121

Melakukan perawatan
preventif

1.2.2

Melakukan perawatan
kuratif

1.3 Melakukan
pengelolaan
anggaran dan
keuangan

13.1

Membantu menyusun
anggaran
perpustakaan




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.3.2

Menggunakan
anggaran secara
efisien, efektif, dan
bertanggung jawab

1.3.3

Melaksanakan
pelaporan
penggunaan
keuangan dan
anggaran

2. Kompetensi
Pengelolaan
Informasi

2.1 Mengembangkan
koleksi
perpustakaan
sekolah/madrasah

211

Memiliki pengetahuan
mengenai penerbitan

2.1.2

Memiliki pengetahuan
tentang karya sastra
Indonesia dan dunia

2.1.3

Memiliki pengetahuan
tentang sumber
biografi tokoh nasional
dan dunia

2.1.4

Menggunakan
berbagai alat bantu
seleksi untuk
pemilihan materi
perpustakaan

2.1.5

Berkoordinasi dengan
tenaga pendidik
bidang studi terkait
dalam pemilihan
materi perpustakaan

2.1.6

Melakukan
pemesanan,
penerimaan, dan
pencatatan

2.2 Melakukan
pengorganisasian
informasi

221

Membuat deskripsi
bibliografis
(pengatalogan) sesuai
dengan standar
nasional

2.2.2

Menentukan deskripsi
subjek dan
menggunakan Dewey
Decimal Classification
edisi ringkas

2.2.3

Menggunakan daftar
tajuk subjek dalam
bahasa Indonesia




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

2.2.4 Menjajarkan kartu

katalog

2.2.5 Memanfaatkan

teknologi untuk
pengorganisasian
informasi dan
penelusuran

2.3 Memberikan jasa
dan sumber
informasi

2.3.1 Memberikan layanan

baca di tempat

2.3.2 Memberikan jasa

informasi dan
referensi

2.3.3 Menyelenggarakan

jasa sirkulasi
(peminjaman buku)

2.3.4 Memberikan

bimbingan
penggunaan
perpustakaan bagi
komunitas
sekolah/madrasah

2.3.5 Melakukan kerja sama

dengan perpustakaan
lain

2.4 Menerapkan
teknologi informasi
dan komunikasi

2.4.1 Membimbing

komunitas
sekolah/madrasah
dalam penggunaan
teknologi informasi
dan komunikasi

2.4.2 Menggunakan

teknologi informasi
dan komunikasi sesuai
dengan kebutuhan

3. Kompetensi
Kependidikan

3.1 Memiliki wawasan
kependidikan

3.1.1 Memahami tujuan dan

fungsi sekolah/
madrasah dalam
konteks pendidikan
nasional

3.1.2 Memahami kebijakan

pengembangan
kurikulum yang
berlaku

10




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.1.3 Memahami peran

perpustakaan sebagai
sumber belajar

3.1.4 Memfasilitasi peserta

didik untuk belajar
mandiri

3.2 Mengembangkan
keterampilan
memanfaatkan
informasi

3.2.1 Menganalisis

kebutuhan informasi
komunitas
sekolah/madrasah

3.2.2 Memanfaatkan

teknologi informasi
dan komunikasi untuk
memfasilitasi proses
pembelajaran

3.2.3 Membantu komunitas

sekolah/madrasah
menggunakan sumber
informasi secara
efektif

3.3 Melakukan
promosi
perpustakaan

3.3.1 Menginformasikan

kepada komunitas
sekolah/ madrasah
tentang materi
perpustakaan yang
baru

3.3.2 Membimbing

komunitas
sekolah/madrasah
untuk memanfaatkan
koleksi perpustakaan

3.3.3 Mengorganisasi

pajangan dan
pameran materi
perpustakaan

3.3.4 Membuat dan

menyebarkan media
promosi jasa
perpustakaan

3.4 Memberikan
bimbingan literasi
informasi

3.4.1 Mengidentifikasi

kemampuan dasar
literasi informasi
pengguna

11




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.4.2 Menyusun panduan

dan materi bimbingan
literasi informasi
sesuai dengan
kebutuhan pengguna

3.4.3 Membimbing

pengguna mencapai
literasi informasi

3.4.4 Mengevaluasi

pencapaian bimbingan
literasi informasi

3.4.5 Memotivasi dan

mengembangkan
minat baca komunitas
sekolah/madrasah

4. Kompetensi
Kepribadian

4.1 Memiliki integritas
yang tinggi

4.1.1 Disiplin, bersih, dan

rapi

4.1.2 Jujur dan adil

4.1.3 Sopan, santun, sabar,

dan ramah

4.2 Memiliki etos kerja
yang tinggi

4.2.1 Mengikuti prosedur

kerja

4.2.2 Mengupayakan hasil

kerja yang bermutu

4.2.3 Bertindak secara tepat

4.2.4 Fokus pada tugas

yang diberikan

4.2.5 Meningkatkan kinerja

4.2.6 Melakukan evaluasi

diri

5. Kompetensi
Sosial

5.1 Membangun
Hubungan sosial

5.1.1 Berinteraksi dengan

komunitas
sekolah/madrasah

5.1.2 Bekerja sama dengan

komunitas
sekolah/madrasah

5.2 Membangun
Komunikasi

5.2.1 Memberikan jasa

untuk komunitas
sekolah/madrasah

5.2.2 Mengintensifkan

komunikasi internal
dan eksternal

12




DIMENSI

KOMPETENSI

- KOMPETENS!

6. Kompetensi

Profesij

Pengembangan

SUB-KOMPETENSI

6.1 Mehgembangkah
imu

6.1.1 Membuat karya tulis di
bidang ilmu
perpustakaan dan
informasi

6.1.2 Meresensi dan

~ meresume buku

6.1.3 Me.nyusun pedoman
dan petunjuk teknis

ilmu perpustakaan dan
informasi

6.1.4 Membuat indeks
6.1.5 Membuat bibliografi

6.1.6 Membuat abstrak

6.2 Menghayati etika
profesi

6.2.1 Menerapkan kode etik
__profesi

6.2.2 Menghormati hak atas

: . kekayaan intelektual

6.2.3 Menghormati privasi
pengguna

6.3 Menunjukkan
~ kebiasaan
membaca

6.3.1 Menyediakan wakty

untuk membaca setiap
hari

6.3.2 Gemar membaca

Salinan sesuai dengan aslinya.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

Biro Hukum dan Organisasi
‘. ,ﬁ,fggggrtemen Pendidikan Nasional

Y

H
479478

¢ % Kepala.Bagian Penyusunan Rancangan |
A Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,

13
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SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR TENAGA LABORATORIUM SEKOLAH/MADRASAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/
Madrasabh;

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun

2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun
2007,



- Muslikh, S

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTER] PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK

INDONESIA TENTANG STANDAR TENAGA LABORATORIUM
SEKOLAH/MADRASAH.

Pasal 1

(1).Standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah mencakup kepala
laboratorium sekolah/madrasah, teknisi laboratorium sekolah/madrasah,
dan laboran sekolah/madrasah. '

(2). Untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboratorium sekolah/madrasah,
seseorang wajib memenuhi standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah
yang berlaku secara nasional.

(3). Standar tenaga laboratorium sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menterj ini.

Pasal 2

Penyelenggara  sekolah/madrasah wajib  menerapkan standar tenaga
laboratorium sekolah/madrasah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini,
selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional.
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
~Peraturan Perundang-undangan dan
Baftuan:Hukum |,

-

¢ ) “/ /’
kh, S/H
iP. 181479478 £

st
o



SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 26 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008

STANDAR TENAGA LABORATORIUM SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

1.

2.

Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah

Kualifikasi kepala laboratorium Sekolah/Madrasah adalah sebagai
berikut:

a. Jalur guru
1) Pendidikan minimal sarjana (S1);
2) Berpengalaman minimal 3 tahun sebagai pengelola praktikum;
3) Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari
perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh
pemerintah.

b. Jalur laboran/teknisi
1) Pendidikan minimal diploma tiga (D3);
2) Berpengalaman minimal 5 tahun sebagai laboran atau teknisi;
3) Memiliki sertifikat kepala laboratorium sekolah/madrasah dari
perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah

Kualifikasi teknisi laboratorium sekolah/madrasah adalah sebagai

berikut:

a. Minimal lulusan program diploma dua (D2) yang relevan dengan
peralatan laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan
tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah;

b. Memiliki sertifikat teknisi laboratorium sekolah/madrasah dari
perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Laboran Sekolah/Madrasah

Kualifikasi laboran sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

a. Minimal lulusan program diploma satu (D1) yang relevan dengan
jenis laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
yang ditetapkan oleh pemerintah;

b. Memiliki sertifikat laboran sekolah/madrasah dari perguruan tinggi
yang ditetapkan oleh pemerintah.



B. KOMPETENSI

1. Kompetensi Kepala Laboratorium Sekolah/Madrasah

yang dewasa,
mantap, dan
berakhlak mulia

DIMENSI
KOMPETENS KOMPETENSI SUB-KOMPETENSI
1. Kompetensi 1.1 Menampilkan diri 1.1.1 Bertindak secara
Kepribadian sebagai pribadi konsisten sesuai dengan

norma agama, hukum,
sosial, dan budaya
nasional Indonesia

1.1.2

Berperilaku arif

1.13

Berperilaku jujur

114

Menunjukkan
kemandirian

1.15

Menunjukkan rasa
percaya diri

1.1.6

Berupaya meningkatkan
kemampuan diri

1.2 Menunjukkan
komitmen terhadap
tugas

121

Berperilaku disiplin

1.2.2

Beretos kerja yang tinggi

1.2.3

Bertanggung jawab
terhadap tugas

124

Tekun, teliti, dan hati-hati
dalam melaksanakan
tugas

1.2.5

Kreatif dalam
memecahkan masalah
yang berkaitan dengan
tugas profesinya

1.2.6

Berorientasi pada
kualitas

2. Kompetensi
Sosial

2.1 Bekerja sama
dalam pelaksanaan
tugas

211

Menyadari kekuatan dan
kelemahan baik diri
maupun stafnya

2.1.2

Memiliki wawasan
tentang pihak lain yang
dapat diajak kerja sama

2.1.3

Bekerjasama dengan
berbagai pihak secara
efektif




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

2.2 Berkomunikasi
secara lisan dan

221

Berkomunikasi dengan
berbagai pihak secara

tulisan santun, empatik, dan
efekitif
2.2.2 Memanfaatkan berbagai
peralatan teknologi
informasi dan
komunikasi (TIK)
3. Kompetensi 3.1 Merencanakan 3.1.1 Menyusun rencana
Manajerial kegiatan dan pengembangan
pengembangan laboratorium
laboratorium 3.1.2 Merencanakan
sekolah/madrasah pengelolaan

laboratorium

3.1.3

Mengembangkan sistem
administrasi
laboratorium

3.1.4

Menyusun prosedur
operasi standar (POS)
kerja laboratorium

3.2 Mengelola kegiatan
laboratorium

sekolah/madrasah

3.2.1

Mengkoordinasikan
kegiatan praktikum
dengan guru

3.2.2

Menyusun jadwal
kegiatan laboratorium

3.2.3

Memantau pelaksanaan
kegiatan laboratorium

3.24

Mengevaluasi kegiatan
laboratorium

3.25

Menyusun laporan
kegiatan laboratorium

3.3 Membagi tugas
teknisi dan laboran
[aboratorium

sekolah/ madrasah

3.3.1

Merumuskan rincian
tugas teknisi dan laboran

3.3.2

Menentukan jadwal kerja
teknisi dan laboran

3.3.3

Mensupervisi teknisi dan
laboran

3.34

Membuat laporan secara
periodik




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.4 Memantau sarana
dan prasarana
laboratorium
sekolah/madrasah

3.4.1 Memantau kondisi dan
keamanan bahan serta
alat laboratorium

3.4.2 Memantau kondisi dan
keamanan bangunan
laboratorium

3.4.3 Membuat laporan
bulanan dan tahunan
tentang kondisi dan
pemanfaatan
laboratorium

3.5 Mengevaluasi
kinerja teknisi dan
laboran serta
kegiatan
laboratorium
sekolah/madrasah

3.5.1 Menilai kinerja teknisi
dan laboran laboratorium

3.5.2 Menilai hasil kerja teknisi
dan laboran

3.5.3 Menilai kegiatan
laboratorium

3.5.4 Mengevaluasi program
laboratorium untuk
perbaikan selanjutnya

4. Kompetensi
Profesional

4.1 Menerapkan
gagasan, teori, dan
prinsip kegiatan
laboratorium
sekolah/madrasah

4.1.1 Mengikuti
perkembangan
pemikiran tentang
pemanfaatan kegiatan
laboratorium sebagai
wahana pendidikan

4.1.2 Menerapkan hasil
inovasi atau kajian
laboratorium

4.2 Memanfaatkan
laboratorium untuk
kepentingan
pendidikan dan
penelitian di
sekolah/madrasah

4.2.1 Menyusun
panduan/penuntun
(manual) praktikum

4.2.2 Merancang kegiatan
laboratorium untuk
pendidikan dan
penelitian

4.2.3 Melaksanakan kegiatan
laboratorium untuk
kepentingan pendidikan
dan penelitian




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

4.2.4

Mempublikasikan karya
tulis ilmiah hasil
kajian/inovasi

4.3 Menjaga kesehatan
dan keselamatan
kerja di
laboratorium
sekolah/madrasah

431

Menetapkan ketentuan
mengenai kesehatan
dan keselamatan kerja

4.3.2

Menerapkan ketentuan
mengenai kesehatan
dan keselamatan kerja

4.3.3

Menerapkan prosedur
penanganan bahan
berbahaya dan beracun

4.3.4

Memantau bahan
berbahaya dan beracun,
serta peralatan
keselamatan kerja

2. Kompetensi Teknisi Laboratorium Sekolah/Madrasah

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1. Kompetensi
Kepribadian

1.1 Menampilkan diri
sebagai pribadi
yang dewasa,
mantap, dan
berakhlak mulia

111

Bertindak secara
konsisten sesuai dengan
norma agama, hukum,
sosial, dan budaya
nasional Indonesia

1.1.2

Berperilaku arif

1.1.3

Berperilaku jujur

114

Menunjukkan
kemandirian

1.15

Menunjukkan rasa
percaya diri

1.1.6

Berupaya meningkatkan
kemampuan diri

1.2 Menunjukkan
komitmen terhadap
tugas

1.2.1

Berperilaku disiplin

1.2.2

Beretos kerja yang tinggi

123

Bertanggung jawab
terhadap tugas




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.2.4

Tekun, teliti, dan hati-
hati dalam
melaksanakan tugas

1.2.5

Kreatif dalam
memecahkan masalah
yang berkaitan dengan
tugas profesinya

1.2.6

Berorientasi pada
kualitas

2. Kompetensi
Sosial

2.1

Bekerja sama
dalam pelaksanaan
tugas

211

Menyadari kekuatan dan
kelemahan diri

21.2

Memiliki wawasan
tentang pihak lain yang
dapat diajak kerja sama

2.1.3

Bekerjasama dengan
berbagai pihak secara
efektif

2.2

Berkomunikasi
secara lisan dan
tulisan

221

Berkomunikasi dengan
berbagai pihak secara
santun, empatik, dan
efektif

2.2.2

Memanfaatkan berbagai
peralatan TIK untuk
berkomunikasi

3. Kompetensi
Administratif

3.1

Merencanakan
pemanfaatan
laboratorium
sekolah/madrasah

3.1.1

Merencanakan
kebutuhan bahan,
peralatan, dan suku
cadang laboratorium

3.1.2

Memanfaatkan katalog
sebagai acuan dalam
merencanakan bahan,
peralatan, dan suku
cadang laboratorium

3.1.3

Membuat daftar bahan,
peralatan, dan suku
cadang yang diperlukan
laboratorium




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

3.14

Merencanakan
kebutuhan bahan dan
perkakas untuk
perawatan dan
perbaikan peralatan
laboratorium

3.1.5

Merencanakan jadwal
perawatan dan
perbaikan peralatan
laboratorium

3.2 Mengatur
penyimpanan
bahan, peralatan,
perkakas, dan suku
cadang
laboratorium
sekolah/madrasah

3.2.1

Mencatat bahan,
peralatan, dan fasilitas
laboratorium dengan
memanfaatkan peralatan
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)

3.2.2

Mengatur tata letak
bahan, peralatan, dan
fasilitas laboratorium

3.2.3

Mengatur tata letak
bahan, suku cadang,
dan perkakas untuk
perawatan dan
perbaikan peralatan
laboratorium

4. Kompetensi
Profesional

4.1 Menyiapkan
kegiatan
laboratorium

sekolah/madrasah

41.1

Menyiapkan petunjuk
penggunaan peralatan
laboratorium

4.1.2

Menyiapkan paket
bahan dan rangkaian
peralatan yang siap
pakai untuk kegiatan
praktikum

4.1.3

Menyiapkan penuntun
kegiatan praktikum




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

KOMPETENSI KHUSUS

Teknisi Laboratorium IPA,
Fisika, Kimia, Biologi dan
Program Produktif SMK

4.1.4 Membuat peralatan
praktikum sederhana

4.1.5 Membuat paket bahan
siap pakai untuk
kegiatan praktikum

Teknisi Laboratorium Bahasa

4.1.6 Membuat rekaman audio
visual dalam berbagai
media untuk
kepentingan
pembelajaran

Teknisi Laboratorium Komputer

4.1.7 Memelihara kelancaran
jaringan komputer (LAN)

4.1.8 Mengoperasikan
program aplikasi sesuai
dengan kebutuhan mata
pelajaran

4.2

Merawat peralatan
dan bahan di
laboratorium
sekolah/madrasah

4.2.1 Mengidentifikasi
kerusakan peralatan dan
bahan laboratorium

4.2.2 Memperbaiki kerusakan
peralatan laboratorium

4.3

Menjaga kesehatan
dan keselamatan
kerja di
laboratorium
sekolah/madrasah

4.3.1 Menjaga kesehatan diri
dan lingkungan kerja

4.3.2 Menggunakan peralatan
kesehatan dan
keselamatan kerja di
laboratorium

4.3.3 Menangani bahan-bahan
berbahaya dan beracun
sesuai dengan prosedur
yang berlaku




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

4.3.4

Menangani limbah
laboratorium sesuai
dengan prosedur yang
berlaku

4.3.5

Memberikan pertolongan
pertama pada
kecelakaan

3. Kompetensi Laboran Sekolah/Madrasah

DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1. Kompetensi
Kepribadian

1.1 Menampilkan diri
sebagai pribadi
yang dewasa,
mantap, dan
berakhlak mulia

111

Bertindak secara
konsisten sesuai dengan
norma agama, hukum,
sosial, dan budaya
nasional Indonesia

1.1.2

Berperilaku arif

1.13

Berperilaku jujur

114

Menunjukkan
kemandirian

1.15

Menunjukkan rasa
percaya diri

1.1.6

Berupaya meningkatkan
kemampuan diri

1.2 Menunjukkan
komitmen
terhadap tugas

1.2.1

Berperilaku disiplin

1.2.2

Beretos kerja yang tinggi

123

Bertanggung jawab
terhadap tugas

124

Tekun, teliti, dan hati-hati
dalam melaksanakan
tugas

1.2.5

Kreatif dalam
memecahkan masalah
yang berkaitan dengan
tugas profesinya




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

1.2.6.

Berorientasi pada kualitas

2. Kompetensi
Sosial

2.1

Bekerja sama
dalam
pelaksanaan
tugas

211

Menyadari kekuatan dan
kelemahan diri

2.1.2

Memiliki wawasan
tentang pihak lain yang
dapat diajak kerja sama

2.1.3

Bekerjasama dengan
berbagai pihak secara
efektif

2.2

Berkomunikasi
secara lisan dan
tulisan

221

Berkomunikasi dengan
berbagai pihak secara
santun, empatik, dan
efektif

2.2.2

Memanfaatkan berbagai
peralatan TIK untuk
berkomunikasi

3. Kompetensi
Administratif

3.1

Menginventarisasi
bahan praktikum

3.1.1

Mencatat bahan
laboratorium

3.1.2

Mencatat penggunaan
bahan laboratorium

3.1.3

Melaporkan penggunaan
bahan laboratorium

3.2

Mencatat kegiatan
praktikum

3.2.1

Mencatat kehadiran guru
dan peserta didik

3.2.2

Mencatat penggunaan
alat

3.2.3

Mencatat penggunaan
penuntun praktikum

3.24

Mencatat kerusakan alat

3.2.5

Melaporkan keseluruhan
kegiatan praktikum
secara periodik

4. Kompetensi
Profesional

4.1

Merawat ruang
laboratorium
sekolah/madrasah

41.1

Menata ruang
laboratorium

4.1.2

Menjaga kebersihan
ruangan laboratorium

10




DIMENSI
KOMPETENSI

KOMPETENSI

SUB-KOMPETENSI

4.1.3.

Mengamankan ruang
laboratorium

4.2 Mengelola bahan
dan peralatan
laboratorium
sekolah/madrasah

42.1

Mengklasifikasikan bahan
dan peralatan praktikum

4.2.2

Menata bahan dan
peralatan praktikum

4.2.3

Mengidentifikasi
kerusakan bahan,
peralatan, dan fasilitas
laboratorium

4.2.4

Menjaga kebersihan alat
laboratorium

4.2.5

Mengamankan bahan dan
peralatan laboratorium

Khusus untuk laboran biologi:

4.2.6

Merawat tanaman untuk
kegiatan praktikum

4.2.7

Memelihara hewan untuk
praktikum

4.3 Melayani kegiatan
praktikum

43.1

Menyiapkan bahan sesuai
dengan penuntun
praktikum

4.3.2

Menyiapkan peralatan
sesuai dengan penuntun
praktikum

4.3.3

Melayani guru dan
peserta didik dalam
pelaksanaan praktikum

4.3.4

Menyiapkan kelengkapan
pendukung praktikum
(lembar kerja, lembar
rekam data, dan lain-lain)

4.4 Menjaga
kesehatan dan
keselamatan kerja
di laboratorium
sekolah/madrasah

441

Menjaga kesehatan diri
dan lingkungan kerja

4.4.2

Menggunakan peralatan
kesehatan dan
keselamatan kerja di
laboratorium

11




DIMENSI |
COMBETENS! KOMPETENSI SUB-KOMPETENS|

4.4.3 Menangani bahan-bahan
berbahaya dan beracun
sesuai dengan prosedur
yang berlaku

4.4.4 Menangani limbah
laboratorium sesuai
dengan prosedur yang
berlaku ]

4.4.5 Memberikan pertolongan
pertama pada kecelakaan

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL .

TTD

BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya,
Biro Hukum dan Organisasi
- Departemen Pendidikan Nasional.
"‘"“"““Keggj_gz Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Banfuan Mukum |, -
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SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI KONSELOR

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN
KOMPETENSI KONSELOR.

Pasal 1

(1) Untuk dapat diangkat sebagai konselor, seseorang wajib memenuhi standar
kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang berlaku secara nasional.

(2) Standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyelenggara pendidikan yang satuan pendidikannya mempekerjakan konselor wajib
menerapkan standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri paling lambat 5 tahun setelah Peraturan Menteri ini
mulai berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478



SALINAN
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 27 TAHUN 2008 TANGGAL 11 JUNI 2008

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK
DAN KOMPETENSI KONSELOR

A. Pendahuluan

Keberadaan konselor dalam sistem pendidikan nasional dinyatakan sebagai
salah satu kualifikasi pendidik, sejajar dengan kualifikasi guru, dosen, pamong
belajar, tutor, widyaiswara, fasilitator, dan instruktur (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal
1 Ayat 6). Masing-masing kualifikasi pendidik, termasuk konselor, memiliki
keunikan konteks tugas dan ekspektasi kinerja. Standar kualifikasi akademik dan
kompetensi konselor dikembangkan dan dirumuskan atas dasar kerangka pikir
yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja konselor.

Konteks tugas konselor berada dalam kawasan pelayanan yang bertujuan
mengembangkan potensi dan memandirikan konseli dalam pengambilan keputusan
dan pilihan untuk mewujudkan kehidupan yang produktif, sejahtera, dan peduli
kemaslahatan umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan bimbingan dan
konseling. Konselor adalah pengampu pelayanan ahli bimbingan dan konseling,
terutama dalam jalur pendidikan formal dan nonformal.

Ekspektasi kinerja konselor dalam menyelenggarakan pelayanan ahli
bimbingan dan konseling senantiasa digerakkan oleh motif altruistik, sikap
empatik, menghormati keragaman, serta mengutamakan kepentingan konseli,
dengan selalu mencermati dampak jangka panjang dari pelayanan yang diberikan.

Sosok utuh kompetensi konselor mencakup kompetensi akademik dan
profesional sebagai satu keutuhan. Kompetensi akademik merupakan landasan
ilmiah dari kiat pelaksanaan pelayanan profesional bimbingan dan konseling.
Kompetensi akademik merupakan landasan bagi pengembangan kompetensi
profesional, yang meliputi: (1) memahami secara mendalam konseli yang dilayani,
(2) menguasai landasan dan kerangka teoretik bimbingan dan konseling, (3)
menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan, dan
(4) mengembangkan pribadi dan profesionalitas konselor secara berkelanjutan.
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Unjuk kerja konselor sangat dipengaruhi oleh kualitas penguasaan ke empat
komptensi tersebut yang dilandasi oleh sikap, nilai, dan kecenderungan pribadi
yang mendukung. Kompetensi akademik dan profesional konselor secara
terintegrasi membangun keutuhan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan

profesional.

Pembentukan kompetensi akademik  konselor ini merupakan proses
pendidikan formal jenjang strata satu (S-1) bidang Bimbingan dan Konseling, yang
bermuara pada penganugerahan ijazah akademik Sarjana Pendidikan (S.Pd)
bidang Bimbingan dan Konseling. Sedangkan kompetensi profesional merupakan
penguasaan kiat penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang memandirikan,
yang ditumbuhkan serta diasah melalui latihan menerapkan kompetensi akademik
yang telah diperoleh dalam konteks otentik Pendidikan Profesi Konselor yang
berorientasi pada pengalaman dan kemampuan praktik lapangan, dan tamatannya
memperoleh sertifikat profesi bimbingan dan konseling dengan gelar profesi

Konselor, disingkat Kons.

B. Kualifikasi Akademik Konselor
Konselor adalah tenaga pendidik profesional yang telah menyelesaikan
pendidikan akademik strata satu (S-1) program studi Bimbingan dan Konseling dan
program Pendidikan Profesi Konselor dari perguruan tinggi penyelenggara program
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi. Sedangkan bagi individu yang
menerima pelayanan profesi bimbingan dan konseling disebut konseli, dan
pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal dan nonformal
diselenggarakan oleh konselor.
Kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan nonformal adalah:
1. Sarjana pendidikan (S-1) dalam bidang Bimbingan dan Konseling.

2. Berpendidikan profesi konselor.



C. Kompetensi Konselor

Rumusan Standar Kompetensi Konselor telah dikembangkan dan dirumuskan
atas dasar kerangka pikir yang menegaskan konteks tugas dan ekspektasi kinerja
konselor. Namun bila ditata ke dalam empat kompetensi pendidik sebagaimana
tertuang dalam PP 19/2005, maka rumusan kompetensi akademik dan profesional
konselor dapat dipetakan dan dirumuskan ke dalam kompetensi pedagogik,

kepribadian, sosial, dan profesional sebagai berikut.

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI

A. KOMPETENSI PEDAGOGIK

1. Menguasai teori dan praksis 1.1 Menguasai ilmu pendidikan dan landasan
pendidikan keilmuannya

1.2 Mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan
dan proses pembelajaran

1.3 Menguasai landasan budaya dalam praksis

pendidikan
2. Mengaplikasikan perkembangan 2.1 Mengaplikasikan kaidah-kaidah perilaku
fisiologis dan psikologis serta perilaku manusia, perkembangan fisik dan psikologis
konseli individu terhadap sasaran pelayanan bimbingan

dan konseling dalam upaya pendidikan

2.2 Mengaplikasikan kaidah-kaidah kepribadian,
individualitas dan perbedaan konseli terhadap
sasaran pelayanan bimbingan dan konseling
dalam upaya pendidikan

2.3 Mengaplikasikan kaidah-kaidah belajar terhadap
sasaran pelayanan bimbingan dan konseling
dalam upaya pendidikan

2.4 Mengaplikasikan kaidah-kaidah keberbakatan
terhadap sasaran pelayanan bimbingan dan
konseling dalam upaya pendidikan

2.5. Mengaplikasikan kaidah-kaidah kesehatan
mental terhadap sasaran pelayanan bimbingan
dan konseling dalam upaya pendidikan

3. Menguasai esensi pelayanan 3.1 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada
bimbingan dan konseling dalam jalur, satuan jalur pendidikan formal, nonformal dan
jenis, dan jenjang satuan pendidikan informal




3.2 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada
satuan jenis pendidikan umum, kejuruan,
keagamaan, dan khusus

3.3 Menguasai esensi bimbingan dan konseling pada
satuan jenjang pendidikan usia dini, dasar dan
menengabh, serta tinggi.

B. KOMPETENSI KEPRIBADIAN

4. Beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa

4.1 Menampilkan kepribadian yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4.2 Konsisten dalam menjalankan kehidupan
beragama dan toleran terhadap pemeluk agama
lain

4.3 Berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur

5. Menghargai dan menjunjung tinggi
nilai-nilai kemanusiaan,
individualitas dan kebebasan
memilih

5.1 Mengaplikasikan pandangan positif dan dinamis
tentang manusia sebagai makhluk spiritual,
bermoral, sosial, individual, dan berpotensi

5.2 Menghargai dan mengembangkan potensi positif
individu pada umumnya dan konseli pada
khususnya

5.3 Peduli terhadap kemaslahatan manusia pada
umumnya dan konseli pada khususnya

5.4 Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
sesuai dengan hak asasinya.

5.5 Toleran terhadap permasalahan konseli

5.6 Bersikap demokratis.

6. Menunjukkan integritasdan stabilitas
kepribadian yang kuat

6.1 Menampilkan kepribadian dan perilaku yang
terpuji (seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah,
dan konsisten )

6.2 Menampilkan emosi yang stabil.

6.3 Peka, bersikap empati, serta menghormati
keragaman dan perubahan

6.4 Menampilkan toleransi tinggi terhadap konseli
yang menghadapi stres dan frustasi

7. Menampilkan kinerja berkualitas
tinggi

7.1 Menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif,
inovatif, dan produktif

7.2 Bersemangat, berdisiplin, dan mandiri

7.3 Berpenampilan menarik dan menyenangkan

7.4 Berkomunikasi secara efektif




C. KOMPETENSI SOSIAL

8. Mengimplementasikan kolaborasi
intern di tempat bekerja

8.1 Memahami dasar, tujuan, organisasi, dan peran
pihak-pihak lain (guru, wali kelas, pimpinan
sekolah/madrasah, komite sekolah/madrasah) di
tempat bekerja

8.2 Mengkomunikasikan dasar, tujuan, dan kegiatan
pelayanan bimbingan dan konseling kepada
pihak-pihak lain di tempat bekerja

8.3 Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di
dalam tempat bekerja (seperti guru, orang tua,
tenaga administrasi)

9. Berperan dalam organisasi dan
kegiatan profesi bimbingan dan
konseling

9.1 Memahami dasar, tujuan, dan AD/ART organisasi
profesi bimbingan dan konseling untuk
pengembangan diri dan profesi

9.2 Menaati Kode Etik profesi bimbingan dan
konseling

9.3 Aktif dalam organisasi profesi bimbingan dan
konseling untuk pengembangan diri dan profesi

10. Mengimplementasikan kolaborasi
antarprofesi

10.1 Mengkomunikasikan aspek-aspek profesional
bimbingan dan konseling kepada organisasi
profesi lain

10.2 Memahami peran organisasi profesi lain dan
memanfaatkannya untuk suksesnya pelayanan
bimbingan dan konseling

10.3 Bekerja dalam tim bersama tenaga
paraprofesional dan profesional profesi lain.

10.4 Melaksanakan referal kepada ahli profesi lain
sesuai dengan keperluan

D. KOMPETENSI PROFESIONAL

11. Menguasai konsep dan praksis
asesmen untuk memahami kondisi,
kebutuhan, dan masalah konseli

11.1 Menguasai hakikat asesmen

11.2 Memilih teknik asesmen, sesuai dengan
kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling

11.3 Menyusun dan mengembangkan instrumen
asesmen untuk keperluan bimbingan dan
konseling

11.4 Mengadministrasikan asesmen untuk
mengungkapkan masalah-masalah konseli.

11.5 Memilih dan mengadministrasikan teknik
asesmen pengungkapan kemampuan dasar
dan kecenderungan pribadi konseli.




11.6 Memilih dan mengadministrasikan instrumen
untuk mengungkapkan kondisi aktual konseli
berkaitan dengan lingkungan

11.7 Mengakses data dokumentasi tentang konseli
dalam pelayanan bimbingan dan konseling

11.8 Menggunakan hasil asesmen dalam pelayanan
bimbingan dan konseling dengan tepat

11.9 Menampilkan tanggung jawab profesional
dalam praktik asesmen

12. Menguasai kerangka teoretik dan
praksis bimbingan dan konseling

12.1 Mengaplikasikan hakikat pelayanan bimbingan
dan konseling.

12.2 Mengaplikasikan arah profesi bimbingan dan
konseling.

12.3 Mengaplikasikan dasar-dasar pelayanan
bimbingan dan konseling.

12.4 Mengaplikasikan pelayanan bimbingan dan
konseling sesuai kondisi dan tuntutan wilayah
kerja.

12.5 Mengaplikasikan pendekatan /model/jenis
pelayanan dan kegiatan pendukung bimbingan
dan konseling.

12.6 Mengaplikasikan dalam praktik format
pelayanan bimbingan dan konseling.

13. Merancang program Bimbingan
dan Konseling

13.1 Menganalisis kebutuhan konseli

13.2 Menyusun program bimbingan dan konseling
yang berkelanjutan berdasar kebutuhan
peserta didik secara komprehensif dengan
pendekatan perkembangan

13.3 Menyusun rencana pelaksanaan program
bimbingan dan konseling

13.4 Merencanakan sarana dan biaya
penyelenggaraan program bimbingan dan
konseling

14. Mengimplementasikan program
Bimbingan dan Konseling yang
komprehensif

14.1 Melaksanakan program bimbingan dan
konseling.

14.2 Melaksanakan pendekatan kolaboratif dalam
pelayanan bimbingan dan konseling.

14.3 Memfasilitasi perkembangan akademik, karier,
personal, dan sosial konseli

14.4 Mengelola sarana dan biaya program
bimbingan dan konseling

15. Menilai proses dan hasil kegiatan
Bimbingan dan Konseling.

15.1 Melakukan evaluasi hasil, proses, dan program
bimbingan dan konseling

15.2 Melakukan penyesuaian proses pelayanan
bimbingan dan konseling.




15.3 Menginformasikan hasil pelaksanaan evaluasi
pelayanan bimbingan dan konseling kepada
pihak terkait

15.4 Menggunakan hasil pelaksanaan evaluasi

untuk merevisi dan mengembangkan program
bimbingan dan konseling

16. Memiliki kesadaran dan komitmen
terhadap etika profesional

16.1 Memahami dan mengelola kekuatan dan
keterbatasan pribadi dan profesional.

16.2 Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan
kewenangan dan kode etik profesional konselor

16.3 Mempertahankan objektivitas dan menjaga agar
tidak larut dengan masalah konseli.

16.4 Melaksanakan referal sesuai dengan keperluan

16.5 Peduli terhadap identitas profesional dan
pengembangan profesi

16.6 Mendahulukan kepentingan konseli daripada
kepentingan pribadi konselor

16.7 Menjaga kerahasiaan konseli

17. Menguasai konsep dan praksis
penelitian dalam bimbingan dan
konseling

17.1 Memahami berbagai jenis dan metode
penelitian

17.2 Mampu merancang penelitian bimbingan dan
konseling

17.3 Melaksaanakan penelitian bimbingan dan
konseling

17.4 Memanfaatkan hasil penelitian dalam
bimbingan dan konseling dengan mengakses
jurnal pendidikan dan bimbingan dan konseling

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan

Bantuan Hukum |,

Muslikh, S.H.
NIP 131479478




STANDAR
SARANA DAN PRASARANA

242



SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH

ALIYAH (SMA/MA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar
Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah  Tsanawiyah (SMP/MTs), dan
Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);



Menetapkan:

2

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 62 Tahun 2005;

4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004

mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH  (SD/MI), SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH (SMP/MTs),
DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH
ALIYAH (SMA/MA).

Pasal 1

(1) Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah

ibtidaiyah

(SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah

tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah
aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria
minimum prasarana.

(2) Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen
dan terpencil yang penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan
yang tidak bisa dihubungkan dengan kelompok yang lain dalam jarak
tempuh 3 (tiga) kilo meter melalui lintasan jalan kaki yang tidak
membahayakan dapat menyimpangi standar sarana dan prasarana
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.



3
Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Organisasi

Departemen Pendidikan Nasional.

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum L.

Muslikh, S.H.
NIP.131479478



LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 24 TAHUN 2007 TANGGAL 28 JUNI 2007
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNTUK SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs), DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH
(SMA/MA)

STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH DASAR/ MADRASAH
IBTIDAIYAH (SD/MI)

A. SATUAN PENDIDIKAN

1. Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24
rombongan belajar.

2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa.
Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan
rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih
dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.

3. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.

4. Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk
lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta
didik yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak
membahayakan.

B. LAHAN

1. Lahan untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio minimum luas
lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik

Banyak (m?/peserta didik)

No | rombongan -
belajar Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga

lantai lantai lantai

1 6 12,7 7,0 4,9

2 7-12 11,1 6,0 4,3

3 13-18 10,6 5,6 4,1

4 19-24 10,3 55 4,1

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak
peserta didik kurang dari kapasitas maksimum Kkelas, lahan juga memenuhi
ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.2.



Tabel 2.2 Luas Minimum Lahan

Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik

Banyak (mpeserta didik)

No | rombongan -
belajar Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga

lantai lantai lantai

1 6 1340 790 710

2 7-12 2270 1240 860

3 13-18 3200 1720 1150

4 19-24 4100 2220 1480

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang

dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa
bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan
jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis
sempadan sungai dan jalur kereta api.

Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.

a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air.

b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992
tcntang Baku Mutu Kebisingan.

c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN
KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang
lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah
Daerah setempat.

Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

C. BANGUNAN GEDUNG




1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SD/MI memenuhi ketentuan rasio
minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik

Banyak (m?/peserta didik)

No | rombongan -
belajar Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga

lantai lantai lantai

1 6 3,8 4,2 4,4

2 7-12 33 3,6 38

3 13-18 3,2 34 3,5

4 19-24 31 33 34

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak
peserta didik kurang dari kapasitas maksimum Kkelas, lantai bangunan juga
memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Luas Minimum Lantai Bangunan

Banyak Luas minimum lantai bangunan (m?)

No | rombongan Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga
belajar lantai lantai lantai

1 6 400 470 500

2 7-12 680 740 770

3 13-18 960 1030 1050

4 19-24 1230 1330 1380

3. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:

a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;

b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung
dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan
tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan
jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.

4. Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
a. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan
maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati,



10.

11.

12.

13.

14.

serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan
kekuatan alam lainnya.

b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut.

a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang
memadai.

b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi
kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan
tempat sampabh, serta penyaluran air hujan.

c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan
nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.

a. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu
kegiatan pembelajaran.

b. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi
kondisi di luar ruangan.

c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.

a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.

b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan,
keselamatan, dan kesehatan pengguna.

Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.

a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika
terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk
arah yang jelas.

Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt.

Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi
secara profesional.

Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19
Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.

Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.

Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut.

a. Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun
jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik,
dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.



b.

Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka
kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20
tahun.

15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA

Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

9
1

NN PR

ruang kelas,

ruang perpustakaan,
laboratorium IPA,
ruang pimpinan,
ruang guru,

tempat beribadah,
ruang UKS,
jamban,

. gudang,
0. ruang sirkulasi,
11. tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di dalamnya diatur
dalam standar sebagai berikut.

1. Ruang Kelas

a.

134

g.

Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang
tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang
mudah dihadirkan.

Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
Kapasitas maksimum ruang kelas 28 peserta didik.

Rasio minimum luas ruang kelas 2 m*/peserta didik. Untuk rombongan belajar
dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m?.
Lebar minimum ruang kelas 5 m.

Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang
memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar
ruangan.

Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat
segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat
tidak digunakan.

Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Kursi peserta 1 buah/peserta Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh
didik didik peserta didik.




No Jenis Rasio Deskripsi
Ukuran sesuai dengan kelompok usia
peserta didik dan mendukung
pembentukan postur tubuh yang baik,
minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan
kelas 4-6.
Desain dudukan dan sandaran membuat
peserta didik nyaman belajar.

1.2 Meja peserta 1 buah/peserta Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh

didik didik peserta didik.
Ukuran sesuai dengan kelompok usia
peserta didik dan mendukung
pembentukan postur tubuh yang baik,
minimum dibedakan untuk kelas 1-3 dan
kelas 4-6.
Desain memungkinkan kaki peserta didik
masuk dengan leluasa ke bawah meja.

1.3 Kursi guru 1 buah/guru Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan.
Ukuran memadai untuk duduk dengan
nyaman.

1.4 Meja guru 1 buah/guru Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan.
Ukuran memadai untuk bekerja dengan
nyaman.

15 Lemari 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan
perlengkapan yang diperlukan kelas.
Tertutup dan dapat dikunci.

1.6 Rak hasil karya 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk meletakkan hasil

peserta didik karya seluruh peserta didik yang ada di
kelas.
Dapat berupa rak terbuka atau lemari.

1.7 Papan pajang 1 buah/ruang Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.

2 Peralatan

Pendidikan
2.1 Alat peraga [lihat daftar sarana laboratorium IPA]
3 Media

Pendidikan

3.1 Papan tulis 1 buah/ruang Ukuran minimum 90 cm x 200 cm.
Ditempatkan pada posisi yang
memungkinkan seluruh peserta didik
melihatnya dengan jelas.

4 Perlengkapan

Lain

4.1 Tempat sampah 1 buah/ruang

4.2 Tempat cuci 1 buah/ruang

tangan

4.3 Jam dinding 1 buah/ruang

4.4 Soket listrik 1 buah/ruang

2. Ruang Perpustakaan
a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru
memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca,



d.
e.

mengamati, dan
perpustakaan.

Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar
minimum ruang perpustakaan 5 m.

Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang

mendengar, sekaligus tempat petugas mengelola

memadai untuk membaca buku.
Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.
Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.6

Tabel 2.6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Buku
1.1 Buku teks 1 eksemplar/mata Termasuk dalam daftar buku teks
pelajaran pelajaran/peserta pelajaran yang ditetapkan oleh
didik, Mendiknas dan daftar buku teks muatan
ditambah lokal yang ditetapkan oleh Gubernur
2 eksemplar/mata atau Bupati/Walikota.
pelajaran/sekolah
1.2 Buku panduan 1 eksemplar/mata
pendidik pelajaran/guru mata
pelajaran
bersangkutan,
ditambah
1 eksemplar/mata
pelajaran/sekolah
1.3 Buku pengayaan | 840 judul/sekolah Terdiri dari 60% non-fiksi dan
40% fiksi.
Banyak eksemplar/sekolah minimum:
1000 untuk 6 rombongan belajar,
1500 untuk 7-12 rombongan belajar,
2000 untuk 13-24 rombongan belajar.
1.4 Buku referensi 10 judul/sekolah Sekurang-kurangnya meliputi Kamus
Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa
Inggris, ensiklopedi, buku statistik
daerah, buku telepon, kitab undang-
undang dan peraturan, dan Kitab suci.
1.5 Sumber belajar 10 judul/sekolah Sekurang-kurangnya meliputi majalah,
lain surat kabar, globe, peta, gambar
pahlawan nasional,
CD pembelajaran, dan
alat peraga matematika.
2 Perabot
2.1 Rak buku 1 set/sekolah Dapat menampung seluruh koleksi
dengan baik.
Memungkinkan peserta didik
menjangkau koleksi buku dengan
mudah.
2.2 Rak majalah 1 buah/sekolah Dapat menampung seluruh koleksi

majalah.
Memungkinkan peserta didik
menjangkau koleksi majalah dengan




No Jenis Rasio Deskripsi
mudah.
2.3 Rak surat kabar 1 buah/sekolah Dapat menampung seluruh koleksi
suratkabar.
Memungkinkan peserta didik
menjangkau koleksi suratkabar dengan
mudah.
2.4 Meja baca 10 buah/sekolah Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan
oleh peserta didik.
Desain memungkinkan kaki peserta
didik masuk dengan leluasa ke bawah
meja.
2.5 Kursi baca 10 buah/sekolah Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan
oleh peserta didik.
Desain dudukan dan sandaran membuat
peserta didik nyaman belajar.
2.6 Kursi kerja 1 buah/petugas Kuat dan stabil.
Ukuran yang memadai untuk bekerja
dengan nyaman.
2.7 Meja kerja/ 1 buah/petugas Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan.
sirkulasi Ukuran yang memadai untuk bekerja
dengan nyaman.
2.8 Lemari katalog 1 buah/sekolah Cukup untuk menyimpan kartu-kartu
katalog.
Lemari katalog dapat diganti dengan
meja untuk menempatkan katalog.
2.9 Lemari 1 buah/sekolah Ukuran memadai untuk menampung
seluruh peralatan untuk pengelolaan
perpustakaan.
Dapat dikunci.
2.10 | Papan 1 buah/sekolah Ukuran minimum 1 m®.
pengumuman
2.11 | Meja multimedia | 1 buah/sekolah Kuat dan stabil.
Ukuran memadai untuk menampung
seluruh peralatan multimedia.
3 Media
Pendidikan
3.1 Peralatan 1 set/sekolah Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set
multimedia komputer (CPU, monitor minimum
15 inci, printer), TV, radio, dan
pemutar VCD/DVD.
4 Perlengkapan
Lain
4.1 Buku inventaris 1 buah/sekolah
4.2 Tempat sampah 1 buah/ruang
4.3 Soket listrik 1 buah/ruang
4.4 Jam dinding 1 buah/ruang

3. Laboratorium IPA

a. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.




Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan
dalam bentuk percobaan.

Setiap satuan pendidikan dilengkapi

tercantum pada Tabel 2.7.

sarana laboratorium IPA seperti

Tabel 2.7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium IPA

dari:

a) metamorfosis,

b) hewan langka,

¢) hewan dilindungi,
d) tanaman khas

Indonesia,

e) contoh ekosistem
f) sistem-sistem

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Lemari 1 buah/sekolah | Ukuran memadai untuk menyimpan
seluruh alat peraga.
Tertutup dan dapat dikunci.
Dapat memanfaatkan lemari yang
terdapat di ruang kelas.
2 Peralatan
Pendidikan
2.1 Model kerangka 1 buah/sekolah | Tinggi minimum 125 cm.
manusia Mudah dibawa.
2.2 Model tubuh 1 buah/sekolah | Tinggi minimum 125 cm.
manusia Dapat diamati dengan mudah oleh
seluruh peserta didik.
Dapat dibongkar pasang.
Mudah dibawa.
2.3 Globe 1 buah/sekolah | Diameter minimum 40 cm.
Memiliki penyangga dan dapat diputar.
Dapat memanfaatkan globe yang
terdapat di ruang perpustakaan.
2.4 Model tata surya 1 buah/sekolah | Dapat mendemonstrasikan terjadinya
fenomena gerhana.
2.5 Kaca pembesar 6 buah/sekolah
2.6 Cermin datar 6 buah/sekolah
2.7 Cermin cekung 6 buah/sekolah
2.8 Cermin cembung 6 buah/sekolah
2.9 Lensa datar 6 buah/sekolah
2.10 | Lensa cekung 6 buah/sekolah
2.11 | Lensa cembung 6 buah/sekolah
2.12 | Magnet batang 6 buah/sekolah | Dapat mendemonstrasikan gaya
magnet.
2.13 | Poster IPA, terdiri 1 set/sekolah Jelas terbaca dan berwarna,

ukuran minimum ALl.




No

Jenis Rasio Deskripsi

pernapasan hewan

4. Ruang Pimpinan

a.

b.
C.

d.

Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan
sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur

komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
Luas minimum ruang pimpinan 12 m? dan lebar minimum 3 m.

Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, dapat dikunci

dengan baik.

Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Kursi pimpinan 1 buah/ruang Kuat dan stabil.
Ukuran memadai untuk duduk dengan
nyaman.
1.2 Meja pimpinan 1 buah/ruang Kuat dan stabil.
Ukuran memadai untuk bekerja dengan
nyaman.
1.3 Kursi dan meja 1 set/ruang Ukuran memadai untuk 5 orang duduk
tamu dengan nyaman.
1.4 Lemari 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan
perlengkapan pimpinan sekolah.
Tertutup dan dapat dikunci.
1.5 Papan statistik 1 buah/ruang Bertsza papan tulis berukuran minimum
1m’.
2 Perlengkapan
lain
2.1 Simbol 1 set/ruang Terdiri dari Bendera Merah Putih,
kenegaraan Garuda Pancasila, Gambar Presiden RI,
dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2 Tempat sampah 1 buah/ruang
2.3 Mesin 1 set/sekolah
ketik/komputer
2.4 Filing cabinet 1 buah/sekolah
2.5 Brankas 1 buah/sekolah
2.6 Jam dinding 1 buah/ruang

5. Ruang Guru

a.

Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta

menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
Rasio minimum luas ruang guru 4 m*/pendidik dan luas minimum 32 m?.

Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan

sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9.




Tabel 2.9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Kursi kerja 1 buah/guru Kuat dan stabil.
Ukuran memadai untuk duduk dengan
nyaman.
1.2 Meja kerja 1 buah/guru Kuat dan stabil.
Model meja setengah biro.
Ukuran memadai untuk menulis,
membaca, memeriksa pekerjaan, dan
memberikan konsultasi.
1.3 Lemari 1 buah/guru Ukuran memadai untuk menyimpan
atau perlengkapan guru untuk persiapan dan
1 buah yang pelaksanaan pembelajaran.
digunakan Tertutup dan dapat dikunci.
bersama oleh
semua guru
1.4 Papan statistik 1 buah/sekolah BerLZJpa papan tulis berukuran minimum
1m-.
1.5 Papan 1 buah/sekolah Berupa papan tulis berukuran minimum
pengumuman 1m?
2 Perlengkapan
Lain
2.1 Tempat sampah 1 buah/ruang
2.2 Tempat cuci 1 buah/ruang
tangan
2.3 Jam dinding 1 buah/ruang
2.4 Penanda waktu 1 buah/sekolah

6. Tempat Beribadah

a.

b.

C.

Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah
yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan,
dengan luas minimum 12 m%
Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah
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No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 | Lemari/rak 1 buah/tempat Ukuran memadai untuk menyimpan
ibadah perlengkapan ibadah.
2 Perlengkapan lain
2.1 | Perlengkapan ibadah Disesuaikan dengan kebutuhan.
2.2 | Jam dinding 1 buah/tempat
ibadah
7. Ruang UKS
a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik
yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.
b. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
c. Luas minimum ruang UKS 12 m?,
d. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Tempat tidur 1 set/ruang Kuat dan stabil.
1.2 Lemari 1 buah/ruang Dapat dikunci.
1.3 Meja 1 buah/ruang Kuat dan stabil.
1.4 Kursi 2 buah/ruang Kuat dan stabil.
2 Perlengkapan
Lain
2.1 Catatan kesehatan | 1 set/ruang
peserta didik
2.2 Perlengkapan P3K | 1 set/ruang Tidak kadaluarsa.
2.3 Tandu 1 buah/ruang
2.4 Selimut 1 buah/ruang
2.5 Tensimeter 1 buah/ruang
2.6 Termometer badan | 1 buah/ruang
2.7 Timbangan badan 1 buah/ruang
2.8 Pengukur tinggi 1 buah/ruang
badan
2.9 Tempat sampah 1 buah/ruang
2.10 | Tempat cuci tangan | 1 buah/ruang
2.11 | Jamdinding 1 buah/ruang
8. Jamban

a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.

b. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 peserta didik pria, 1 unit
jamban untuk setiap 50 peserta didik wanita, dan 1 unit jamban untuk guru.
Banyak minimum jamban setiap sekolah 3 unit.

c. Luas minimum 1 unit jamban 2 m?,

d. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
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€.

f.

Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
Jamban dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Jamban

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perlengkapan
Lain
1.1 Kloset jongkok 1 buah/ruang Saluran berbentuk Ieher angsa.
1.2 Tempat air 1 buah/ruang Volume minimum 200 liter.
Berisi air bersih.
1.3 Gayung 1 buah/ruang
1.4 Gantungan 1 buah/ruang
pakaian
1.5 Tempat sampah 1 buah/ruang
9. Gudang
a. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar
kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum
berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang
telah berusia lebih dari 5 tahun.
b. Luas minimum gudang 18 m?.
c. Gudang dapat dikunci.
d. Gudang dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Gudang

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Lemari 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan alat-
alat dan arsip berharga.
1.2 Rak 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan
peralatan olahraga, kesenian, dan
keterampilan.

10. Ruang Sirkulasi

a.

Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar ruang
dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain
dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat
hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di
halaman sekolah.
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Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruang-ruang
di dalam bangunan sekolah dengan luas minimum 30% dari luas total seluruh
ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi minimum 2,5 m.
Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik,
beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi pagar
pengaman dengan tinggi 90-110 cm.

Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan panjang
lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.

Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat tidak
lebih dari 25 m.

Lebar minimum tangga 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm, lebar
anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh dengan
tinggi 85-90 cm.

Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes
dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.

Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang cukup.

11. Tempat Bermain/Berolahraga

a.

b.

Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga,
pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3 m?/peserta didik. Untuk
satuan pendidikan dengan banyak peserta didik kurang dari 167, luas
minimum tempat bermain/berolahraga 500 m? Di dalam luasan tersebut
terdapat ruang bebas untuk tempat berolahraga berukuran 20 m x 15 m.
Tempat bermain/berolahraga yang berupa ruang terbuka sebagian ditanami
pohon penghijauan.

Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang tidak mengganggu
proses pembelajaran di kelas.

Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.

Ruang bebas yang dimaksud di atas memiliki permukaan datar, drainase baik,
dan tidak terdapat pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang
mengganggu kegiatan olahraga.

Tempat bermain/berolahraga dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada
Tabel 2.14.

Tabel 2.14 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Bermain/Berolahraga

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Peralatan
Pendidikan
1.1 | Tiang bendera 1 buah/sekolah Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.
1.2 | Bendera 1 buah/sekolah Ukuran sesuai ketentuan yang berlaku.
1.3 | Peralatan bola voli | 1 set/sekolah Minimum 6 bola.
1.4 | Peralatan sepak 1 set/sekolah Minimum 6 bola.
bola
1.5 | Peralatan senam 1 set/sekolah Minimum matras, peti loncat, tali loncat,
simpai, bola plastik, tongkat.
1.6 | Peralatan atletik 1 set/sekolah Minimum lembing, cakram, peluru,
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No Jenis Rasio Deskripsi
tongkat estafet, dan bak loncat.

1.7 | Peralatan seni 1 set/sekolah Disesuaikan dengan potensi masing-
budaya masing satuan pendidikan.

1.8 | Peralatan 1 set/sekolah Disesuaikan dengan potensi masing-
ketrampilan masing satuan pendidikan.

2 Perlengkapan
Lain

2.1 | Pengeras suara 1 set/sekolah

2.2 | Tape recorder 1 buah/sekolah
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STANDAR SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADEASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs)

A. SATUAN PENDIDIKAN

1.

2.

Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24
rombongan belajar.

Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa.
Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan
rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih
dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTSs baru.

Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung
semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.

Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk
lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta
didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak
membahayakan.

B. LAHAN

1.

Lahan untuk satuan pendidikan SMP/MTs memenuhi ketentuan rasio minimum
luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rasio Minimum Luas Lahan terhadap Peserta Didik

B « Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik
No romaﬁgr?gan (m%peserta didik)
belajar Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga
lantai lantai lantai
1 3 22,9 - -
2 4-6 16,0 8,5
3 7-9 13,8 75 51
4 10-12 12,8 6,8 4,7
5 13-15 12,2 6,6 4,5
6 16-18 11,9 6,3 4,3
7 19-21 11,6 6,2 4,3
8 22-24 11,4 6,1 4,3

2.

Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak
peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lahan juga memenuhi
ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 3.2.
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Tabel 3. 2 Luas Minimum Lahan

Banyak Luas minimum lahan (m?)
No | rombongan Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga
belajar lantai lantai lantai
1 3 1440 - -
2 4-6 1840 1310 -
3 7-9 2300 1380 1260
4 10-12 2770 1500 1310
5 13-15 3300 1780 1340
6 16-18 3870 2100 1450
7 19-21 4340 2320 1600
8 22-24 4870 2600 1780

3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas lahan yang
dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah berupa
bangunan gedung dan tempat bermain/berolahraga.

4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan
jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.

5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis
sempadan sungai dan jalur kereta api.

6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
a. Pencemaran air, sesuai dengan PP RI No. 20 Tahun 1990 tentang
Pengendalian Pencemaran Air.
b. Kebisingan, sesuai dengan Kepmen Negara KLH nomor 94/MENKLH/1992
tcntang Baku Mutu Kebisingan.
c. Pencemaran udara, sesuai dengan Kepmen Negara KLH Nomor 02/MEN
KLH/1988 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang
lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah
Daerah setempat.

8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

C. BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan gedung untuk satuan pendidikan SMP/MTs memenuhi ketentuan rasio
minimum luas lantai terhadap peserta didik seperti tercantum pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3 Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan terhadap Peserta Didik

« Rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik
No roﬁqat?gr?gan (m?/peserta didik)
belajar Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga
lantai lantai lantai

1 3 6,9 - -

2 4-6 48 51 -

3 7-9 4,1 4,5 4,6

4 10-12 3,8 4,1 4,2

5 13-15 3,7 3,9 4,1

6 16-18 3,6 3,8 3,9

7 19-21 3,5 3,7 3,8

8 22-24 34 3,6 3,7

2. Untuk satuan pendidikan yang memiliki rombongan belajar dengan banyak
peserta didik kurang dari kapasitas maksimum kelas, lantai bangunan juga
memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Luas Minimum Lantai Bangunan

Banyak Luas minimum lantai bangunan (m?
No | rombongan Bangunan satu Bangunan dua Bangunan tiga
belajar lantai lantai lantai
1 3 430 - -
2 4-6 550 610 -
3 7-9 690 750 780
4 10-12 830 900 930
5 13-15 990 1060 1090
6 16-18 1160 1260 1300
7 19-21 1300 1390 1440
8 22-24 1460 1560 1600

3. Bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:

a.

koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;

b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung yang

C.

ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung
dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan
tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan
jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah.
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10.

11.

12.

13.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan berikut.

a. Memiliki struktur yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi pembebanan
maksimum dalam mendukung beban muatan hidup dan beban muatan mati,
serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan
kekuatan alam lainnya.

b. Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk mencegah dan
menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan berikut.

a. Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan pencahayaan yang
memadai.

b. Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan gedung untuk memenuhi
kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan
tempat sampabh, serta penyaluran air hujan.

c. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan gedung dan
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan
nyaman termasuk bagi penyandang cacat.

Bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.

a. Bangunan gedung mampu meredam getaran dan kebisingan yang mengganggu
kegiatan pembelajaran.

b. Setiap ruangan memiliki temperatur dan kelembaban yang tidak melebihi
kondisi di luar ruangan.

c. Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

Bangunan gedung bertingkat memenuhi persyaratan berikut.

a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.

b. Dilengkapi tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan,
keselamatan, dan kesehatan pengguna.

Bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan berikut.

a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi jika
terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.

b. Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi penunjuk
arah yang jelas.

Bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt.

Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi
secara profesional.

Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan PP No. 19
Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.

Bangunan gedung sekolah baru dapat bertahan minimum 20 tahun.
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14. Pemeliharaan bangunan gedung sekolah adalah sebagai berikut.

a.

b.

Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan sebagian daun

jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon, instalasi air dan listrik,

dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.

Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka plafon, rangka
kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan minimum sekali dalam 20
tahun.

16. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. KELENGKAPAN PRASARANA DAN SARANA

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

N R~wd R

ruang kelas,

ruang perpustakaan,
ruang laboratorium IPA,
ruang pimpinan,

ruang guru,

ruang tata usaha,

tempat beribadah,

ruang konseling,

9. ruang UKS,

10. ruang organisasi kesiswaan,
11. jamban,

12. gudang,

13. ruang sirkulasi,

14. tempat bermain/berolahraga.

Ketentuan mengenai ruang-ruang tersebut beserta sarana yang ada di setiap ruang
diatur dalam standar tiap ruang sebagai berikut.

1. Ruang Kelas

a.

o

Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang
tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang
mudah dihadirkan.

Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik.

Rasio minimum luas ruang kelas 2 m*/peserta didik. Untuk rombongan belajar
dengan peserta didik kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas 30 m?.
Lebar minimum ruang kelas 5 m.

Ruang kelas memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan yang
memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke luar
ruangan.

Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar peserta didik dan guru dapat
segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan baik saat
tidak digunakan.
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g. Ruang kelas dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Kelas

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Kursi peserta 1 buah/peserta Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh
didik didik peserta didik.

Ukuran sesuai dengan kelompok usia
peserta didik dan mendukung
pembentukan postur tubuh yang baik.
Desain dudukan dan sandaran membuat
peserta didik nyaman belajar.

1.2 Meja peserta 1 buah/peserta Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan oleh

didik didik peserta didik.
Ukuran sesuai dengan kelompok usia
peserta didik dan mendukung postur
tubuh yang baik.
Desain memungkinkan kaki peserta didik
masuk dengan leluasa ke bawah meja.

1.3 Kursi guru 1 buah/guru Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan.
Ukuran memadai untuk duduk dengan
nyaman.

1.4 Meja guru 1 buah/guru Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan.
Ukuran memadai untuk bekerja dengan
nyaman.

15 Lemari 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan
perlengkapan yang diperlukan kelas
tersebut.

Tertutup dan dapat dikunci.
1.6 Papan pajang 1 buah/ruang Ukuran minimum 60 cm x 120 cm.
2 Media
Pendidikan

2.1 Papan tulis 1 buah/ruang Ukuran minimum 90 cm x 200 cm.
Ditempatkan pada posisi yang
memungkinkan seluruh peserta didik
melihatnya dengan jelas.

3 Perlengkapan

Lain

3.1 Tempat sampah 1 buah/ruang

3.2 Tempat cuci 1 buah/ruang

tangan

3.3 Jam dinding 1 buah/ruang

3.4 Soket listrik 1 buah/ruang

2. Ruang Perpustakaan

a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan guru
memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca,
mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola
perpustakaan.
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b. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas. Lebar
minimum ruang perpustakaan 5 m.

c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan yang
memadai untuk membaca buku.

d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah yang mudah dicapai.

e. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Perpustakaan

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Buku
1.1 Buku teks 1 eksemplar/mata Termasuk dalam daftar buku teks
pelajaran pelajaran/peserta pelajaran yang ditetapkan oleh
didik, Mendiknas dan daftar buku teks muatan
ditambah lokal yang ditetapkan oleh Gubernur

2 eksemplar/mata atau Bupati/Walikota.
pelajaran/sekolah

1.2 Buku panduan 1 eksemplar/mata
pendidik pelajaran/guru mata
pelajaran
bersangkutan,
ditambah

1 eksemplar/mata
pelajaran/sekolah
1.3 Buku pengayaan | 870 judul/sekolah Terdiri dari 70% non-fiksi dan

30% fiksi.

Banyak eksemplar/sekolah minimum:
1000 untuk 3-6 rombongan belajar,
1500 untuk 7-12 rombongan belajar,
2000 untuk 13-18 rombongan belajar,
2500 untuk 19-24 rombongan belajar.
1.4 Buku referensi 20 judul/sekolah Sekurang-kurangnya meliputi Kamus
Besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa
Inggris, ensiklopedi, buku statistik
daerah, buku telepon, buku undang-
undang dan peraturan, dan kitab suci.
15 Sumber belajar 20 judul/sekolah Sekurang-kurangnya meliputi majalah,
lain surat kabar, globe, peta, CD
pembelajaran, dan

alat peraga matematika.

2 Perabot
2.1 Rak buku 1 set/sekolah Dapat menampung seluruh koleksi
dengan baik.

Memungkinkan peserta didik
menjangkau koleksi buku dengan
mudah.

2.2 Rak majalah 1 buah/sekolah Dapat menampung seluruh koleksi
majalah.

Memungkinkan peserta didik
menjangkau koleksi majalah dengan
mudah.
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No Jenis Rasio Deskripsi

2.3 Rak surat kabar 1 buah/sekolah Dapat menampung seluruh koleksi
suratkabar.

Memungkinkan peserta didik
menjangkau koleksi suratkabar dengan
mudah.

2.4 Meja baca 15 buah/sekolah Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan
oleh peserta didik.

Desain meja memungkinkan kaki
peserta didik masuk dengan leluasa ke
bawah meja.

2.5 Kursi baca 15 buah/sekolah Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan
oleh peserta didik.

Desain dudukan dan sandaran membuat
peserta didik nyaman belajar.

2.6 Kursi kerja 1 buah/petugas Kuat dan stabil.

Ukuran memadai untuk bekerja dengan
nyaman.

2.7 Meja kerja/ 1 buah/petugas Kuat, stabil, dan mudah dipindahkan.

sirkulasi Ukuran memadai untuk bekerja dengan
nyaman.

2.8 Lemari katalog 1 buah/sekolah Cukup untuk menyimpan kartu-kartu
katalog.

Lemari katalog dapat diganti dengan
meja untuk menempatkan katalog.

2.9 Lemari 1 buah/sekolah Ukuran memadai untuk menampung
seluruh peralatan untuk pengelolaan
perpustakaan.

Dapat dikunci.

2.10 | Papan 1 buah/sekolah Ukuran minimum 1 m?.

pengumuman

2.11 | Meja multimedia | 1 buah/sekolah Kuat dan stabil.

Ukuran memadai untuk menampung
seluruh peralatan multimedia.

3 Media

Pendidikan
3.1 Peralatan 1 set/sekolah Sekurang-kurangnya terdiri dari 1 set
multimedia komputer (CPU, monitor minimum
15 inci, printer), TV, radio, dan
pemutar VCD/DVD.
4 Perlengkapan
Lain

4.1 Buku inventaris 1 buah/sekolah

4.2 Tempat sampah 1 buah/ruang

4.3 Soket listrik 1 buah/ruang

4.4 Jam dinding 1 buah/ruang

3. Ruang Laboratorium IPA

a. Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan
pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
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Ruang laboratorium IPA dapat menampung minimum satu rombongan belajar.
Rasio minimum luas ruang laboratorium IPA 2,4 m%peserta didik. Untuk
rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum
ruang laboratorium 48 m? termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18
m?. Lebar minimum ruang laboratorium IPA 5 m.

Ruang laboratorium IPA dilengkapi dengan fasilitas untuk memberi
pencahayaan yang memadai untuk membaca buku dan mengamati obyek
percobaan.

Tersedia air bersih.

Ruang laboratorium IPA dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel
3.7.

Tabel 3.7 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Laboratorium IPA

No Jenis Rasio Deskripsi

1 Perabot

1.1 Kursi 1 buah/peserta didik, | Kuat, stabil, dan mudah

ditambah dipindahkan.
1 buah/guru

1.2 Meja peserta didik | 1 buah/7 peserta didik | Kuat dan stabil.

Ukuran memadai untuk menampung
kegiatan peserta didik secara
berkelompok maksimum 7 orang.

1.3 Meja demonstrasi 1 buah/lab Kuat dan stabil.

Luas meja memungkinkan untuk
melakukan demonstrasi dan
menampung peralatan dan bahan
yang diperlukan.

Tinggi meja memungkinkan seluruh
peserta didik dapat mengamati
percobaan yang didemonstrasikan.

1.4 Meja persiapan 1 buah/lab Kuat dan stabil.

Ukuran memadai untuk menyiapkan
materi percobaan.

15 Lemari alat 1 buah/lab Ukuran memadai untuk menampung
semua alat.

Tertutup dan dapat dikunci.

1.6 Lemari bahan 1 buah/lab Ukuran memadai untuk menampung
semua bahan dan tidak mudah
berkarat.

Tertutup dan dapat dikunci.

1.7 Bak cuci 1 buah/ Tersedia air bersih dalam jumlah
2 kelompok, memadai.
ditambah
1 buah di ruang
persiapan.

2 Peralatan

Pendidikan

2.1 Mistar 6 buah/lab Panjang minimum 50 cm,
ketelitian 1 mm.

2.2 Jangka sorong 6 buah/lab Ketelitian 0,1 mm.

2.3 Timbangan 3 buah/lab Memiliki ketelitian berbeda.
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No Jenis Rasio Deskripsi
2.4 Stopwatch 6 buah/lab Ketelitian 0,2 detik.
2.5 Rol meter 1 buah/lab Panjang minimum 5 m,
ketelitian 1 mm.
2.6 Termometer 6 buah/lab Ketelitian 0,5 derajat.
100C
2.7 Gelas ukur 6 buah/lab Ketelitian 1 ml.
2.8 Massa logam 3 buah/lab Dari jenis yang berbeda,
minimum massa 20 g.
2.9 Multimeter 6 buah/lab Dapat mengukur tegangan, arus, dan
AC/DC, 10 kilo hambatan.
ohm/volt Batas minimum ukur arus
100 mA-5 A.
Batas minimum ukur tegangan
untuk DC 100 mV-50 V.
Batas minimum ukur tegangan
untuk AC 0-250 V.
2.10 | Batang magnet 6 buah/lab Dilengkapi dengan potongan
berbagai jenis logam.
2.11 | Globe 1 buah/lab Memiliki penyangga dan dapat
diputar.
Diameter minimum 50 cm.
Dapat memanfaatkan globe yang
terdapat di ruang perpustakaan.
2.12 | Model tata surya 1 buah/lab Dapat menunjukkan terjadinya
gerhana.
Masing-masing planet dapat diputar
mengelilingi matahari.
2.13 | Garpu tala 6 buah/lab Bahan baja, memiliki frekuensi
berbeda dalam rentang audio.
2.14 | Bidang miring 1 buah/lab Kemiringan dan kekasaran
permukaan dapat diubah-ubah.
2.15 | Dinamometer 6 buah/lab Ketelitian 0,1 N/cm.
2.16 | Katrol tetap 2 buah/lab
2.17 | Katrol bergerak 2 buah/lab
2.18 | Balok kayu 3 macam/lab Memiliki massa, luas permukaan,
dan koefisien gesek berbeda.
2.19 | Percobaan muai 1 set/lab Mampu menunjukkan fenomena dan
panjang memberikan data pemuaian
minimum untuk tiga jenis bahan.
2.20 | Percobaan optik 1 set/lab Mampu menunjukkan fenomena
sifat bayangan dan memberikan data
tentang keteraturan hubungan antara
jarak benda, jarak bayangan, dan
jarak fokus cermin cekung, cermin
cembung, lensa cekung, dan lensa
cembung.
Masing-masing minimum dengan
tiga nilai jarak fokus.
2.21 | Percobaan 1 set/lab Mampu memberikan data hubungan
rangkaian listrik antara tegangan, arus, dan
hambatan.
2.22 | Gelas kimia 30 buah/lab Berskala, volume 100 ml.
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No Jenis Rasio Deskripsi

2.23 | Model molekul 6 set/lab Minimum terdiri dari atom

sederhana hidrogen, oksigen, karbon, belerang,
nitrogen, dan dapat dirangkai
menjadi molekul.

2.24 | Pembakar spiritus 6 buah/lab

2.25 | Cawan penguapan | 6 buah/lab Bahan keramik,
permukaan dalam diglasir.

2.26 | Kakitiga 6 buah/lab Dilengkapi kawat kasa dan
tingginya sesuai tinggi pembakar
spiritus.

2.27 | Plat tetes 6 buah/lab Minimum ada 6 lubang.

2.28 | Pipet tetes + karet 100 buah/lab Ujung pendek.

2.29 | Mikroskop 6 buah/lab Minimum tiga nilai perbesaran

monokuler obyek dan
dua nilai perbesaran okuler.

2.30 | Kaca pembesar 6 buah/lab Minimum tiga nilai jarak fokus.

2.31 | Poster genetika 1 buah/lab Isi poster jelas terbaca dan
berwarna, ukuran minimum Al.

2.32 | Model kerangka 1 buah/lab Tinggi minimum 150 cm.
manusia

2.33 | Model tubuh 1 buah/lab Tinggi minimum 150 cm.
manusia Organ tubuh terlihat dan dapat

dilepaskan dari model.
Dapat diamati dengan mudah oleh
seluruh peserta didik.

2.34 | Gambar/model 1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya
pencernaan jelas terbaca dan berwarna dengan
manusia ukuran minimum Al.

Jika berupa model, maka dapat
dibongkar pasang.

2.35 | Gambar/model 1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya
sistem peredaran jelas terbaca dan berwarna dengan
darah manusia ukuran minimum Al.

Jika berupa model, maka dapat
dibongkar pasang.

2.36 | Gambar/model 1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya
sistem pernafasan jelas terbaca dan berwarna dengan
manusia ukuran minimum Al.

Jika berupa model, maka dapat
dibongkar pasang.

2.37 | Gambar/model 1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya
jantung manusia jelas terbaca dan berwarna dengan

ukuran minimum Al.
Jika berupa model, maka dapat
dibongkar pasang.

2.38 | Gambar/model 1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya

mata manusia

jelas terbaca dan berwarna dengan
ukuran minimum Al.

Jika berupa model, maka dapat
dibongkar pasang.

25




No Jenis Rasio Deskripsi

2.39 | Gambar/model 1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya

telinga manusia jelas terbaca dan berwarna dengan
ukuran minimum Al.
Jika berupa model, maka dapat
dibongkar pasang.

2.40 | Gambar/model 1 buah/lab Jika berupa gambar, maka isinya
tenggorokan jelas terbaca dan berwarna dengan
manusia ukuran minimum Al.

Jika berupa model, maka dapat
dibongkar pasang.

2.41 | Petunjuk percobaan | 6 buah/ percobaan

3 Media Pendidikan

3.1 Papan tulis 1 buah/lab Ukuran minimum

90 cm x 200 cm.

Ditempatkan pada posisi yang

memungkinkan seluruh peserta
didik melihatnya dengan jelas.

4 Perlengkapan
Lain

4.1 Soket listrik 9 buah/lab 1 soket untuk tiap meja peserta

didik,
2 soket untuk meja demo,
2 soket untuk di ruang persiapan.

4.2 Alat pemadam 1 buah/lab Mudah dioperasikan.
kebakaran

4.3 Peralatan P3K 1 buah/lab Terdiri dari kotak P3K dan isinya

tidak kadaluarsa termasuk obat P3K
untuk luka bakar dan luka terbuka.

4.4 Tempat sampah 1 buah/lab

4.5 Jam dinding 1 buah/lab

4. Ruang Pimpinan

a.

Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan pengelolaan
sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur
komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.

Luas minimum ruang pimpinan 12 m? dan lebar minimum 3 m.

Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah, dapat dikunci

dengan baik.

Ruang pimpinan dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.8.
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Tabel 3.8 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Pimpinan

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Kursi pimpinan 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk duduk dengan
nyaman.
1.2 Meja pimpinan 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk bekerja dengan
nyaman.
1.3 Kursi dan meja 1 set/ruang Ukuran memadai untuk 5 orang duduk
tamu dengan nyaman.
1.4 Lemari 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan
perlengkapan pimpinan sekolah.
Tertutup dan dapat dikunci.
15 Papan statistik 1 buah/ruang Berlsza papan tulis berukuran minimum
1m".
2 Perlengkapan
lain
2.1 Simbol 1 set/ruang Terdiri dari Bendera Merah Putih,
kenegaraan Garuda Pancasila, Gambar Presiden R,
dan Gambar Wakil Presiden RI.
2.2 Tempat sampah 1 buah/ruang
2.3 Jam dinding 1 buah/ruang

5. Ruang Guru

a.

b.

C.

d.

Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta
menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.

Rasio minimum luas ruang guru 4 m%pendidik dan luas minimum 48 m?.
Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar lingkungan
sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

Ruang guru dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Guru

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Kursi kerja 1 buah/guru, Ukuran memadai untuk duduk dengan
ditambah nyaman.
1 buah/satu wakil
kepala sekolah
1.2 Meja kerja 1 buah/guru Model meja setengah biro.
Ukuran memadai untuk menulis,
membaca, memeriksa pekerjaan, dan
memberikan konsultasi.
1.3 Lemari 1 buah/guru, atau | Ukuran memadai untuk menyimpan
1 buah yang perlengkapan guru untuk persiapan dan
digunakan pelaksanaan pembelajaran.
bersama oleh Tertutup dan dapat dikunci.
semua guru
1.4 Kursi tamu 1 set/ruang
1.5 Papan statistik 1 buah/ruang BerLZJpa papan tulis berukuran minimum
1m’
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No Jenis Rasio Deskripsi

1.6 Papan 1 buah/sekolah Berupa papan tulis berukuran minimum
pengumuman 1m’

2 Perlengkapan
Lain

2.1 Tempat sampah 1 buah/ruang

2.2 Tempat cuci 1 buah/ruang
tangan

2.3 Jam dinding 1 buah/ruang

6. Ruang Tata Usaha
a.

b.
C.

d.

Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk mengerjakan
administrasi sekolah.
Rasio minimum luas ruang tata usaha 4 m?/petugas dan luas minimum 16 m%
Ruang tata usaha mudah dicapai dari halaman sekolah ataupun dari luar
lingkungan sekolah, serta dekat dengan ruang pimpinan.

Ruang tata usaha dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Tata Usaha

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot

1.1 Kursi kerja 1 buah/petugas Ukuran memadai untuk duduk dengan
nyaman.

1.2 Meja kerja 1 buah/petugas Model meja setengah biro.

Ukuran memadai untuk melakukan
pekerjaan administrasi.

1.3 Lemari 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk menyimpan arsip
dan perlengkapan pengelolaan
administrasi sekolah.

Tertutup dan dapat dikunci.

1.4 Papan statistik 1 buah/ruang Bgrupa papan tulis berukuran minimum 1
m-.

2 Perlengkapan

Lain

2.1 Mesin ketik/ 1 set/sekolah

komputer

2.2 Filing cabinet 1 buah/sekolah

2.3 Brankas 1 buah/sekolah

2.4 Telepon 1 buah/sekolah

2.5 Jam dinding 1 buah/ruang

2.6 Soket listrik 1 buah/ruang

2.7 Penanda waktu 1 buah/sekolah

2.8 Tempat sampah 1 buah/ruang

7. Tempat Beribadah

a. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan ibadah
yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
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b. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan,
dengan luas minimum 12 m%
c. Tempat beribadah dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.11.

Tabel 3.11 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Tempat Beribadah

No Jenis Rasio Deskripsi

1 Perabot

1.1 | Lemari/rak 1 buah/tempat Ukuran memadai untuk menyimpan
ibadah perlengkapan ibadah.

2 Perlengkapan lain

2.1

Perlengkapan ibadah

Disesuaikan dengan kebutuhan.

2.2

Jam dinding

1 buah/tempat
ibadah

8. Ruang Konseling

a.

b.
C.

d.

Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan layanan
konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial,

belajar, dan Karir.

Luas minimum ruang konseling 9 m?,

Ruang konseling dapat memberikan kenyamanan suasana dan menjamin

privasi peserta didik.

Ruang konseling dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang Konseling

No Jenis Rasio Deskripsi

1 Perabot

1.1 | Meja kerja 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk bekerja
dengan nyaman.

1.2 | Kursi kerja 1 buah/ruang Ukuran memadai untuk duduk
dengan nyaman.

1.3 | Kursi tamu 2 buah/ruang Ukuran memadai untuk duduk
dengan nyaman.

1.4 | Lemari 1 buah/ruang Tertutup dan dapat dikunci.

1.5 | Papan kegiatan 1 buah/ruang

2 Peralatan Konseling

2.1 | Instrumen konseling 1 set/ruang

2.2 | Buku sumber 1 set/ruang

2.3 | Media pengembangan | 1 set/ruang Menunjang pengembangan kognisi,

kepribadian emosi, dan motivasi peserta didik.
3 Perlengkapan lain
3.1 | Jamdinding 1 buah/ruang
9. Ruang UKS

a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik
yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.
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b. Luas minimum ruang UKS 12 m?,
c. Ruang UKS dilengkapi sarana sebagaimana tercantum pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Jenis, Rasio, dan Deskripsi Sarana Ruang UKS

No Jenis Rasio Deskripsi
1 Perabot
1.1 Tempat tidur 1 set/ruang Kuat dan stabil.
1.2 Lemari 1 buah/ruang Dapat dikunci.
1.3 Meja 1 buah/ruang Kuat dan stabil.
1.4 Kursi 2 buah/ruang Kuat dan stabil.
2 Perlengkapan
Lain
2.1 Catatan kesehatan | 1 set/ruang
peserta didik
2.2 Perlengkapan P3K | 1 set/ruang 